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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang 
menyebabkan terjadinya inefisiensi praktik usaha di pelabuhan yang merupakan bentuk 
persaingan usaha tidak sehat dan inengkaji upaya hukuin yang dapat ditempuh. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ada beberapa pendekatan yang dipakai 
dalam penelitian ini. Pendekatan hukum atas analisis ekonoini (economic unulysis of law) 
dan pendekatan yuridis nonnatif. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yang 
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk 
menambah materi bahan-bahan hukum tersebut dilakukan wawancara kepada beberapa 
responden. Analisis yang digunakan ineliputi analisis deskriptif-analitis, normatif-kualitatif 
dan analisis benchmurking yang digunakan untuk meinberikan alternatif pembaruan 
pelabuhan di Indonesia agar dapat lebih efisien. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, 
penulis dapat menguraikan beberapa kesimpulan. Bahwa ada beberapa bentuk praktik 
usaha dan kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan atau berpotensi 
menyebabkan inefisiensi di pelabuhan. Hainbatan-hambatan tersebut penulis bagi kedalam 
dua sifat. Pertama hambatan yang bersifat yuridis dan kedua hambatan yang bersifat non- 
yuridis. Harnbatan yang bersifat yuridis antara lain hambatan yang berasal dari kebijakan 
pemerintah yang berbentuk regulasi terkait praktik bisnis yang ada di pelabuhan dan 
terjadinya pelanggaran terhadap hukuin persaingan. Sedangkan hainbatan-hambatan yang 
bersifat non yuridis seperti struktur bisnis yang memungkinkan operator memiliki peran 
ganda selain sebagai operator, ketidak mampuan swasta dalam melakukan investasi dan 
te rjadinya pungutan liar sehingga biaya yang keluar dibebankan kepada barang yang tentu 
memicu high cost economy. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, ada beberapa upaya 
yang dapat ditempuh. Secara garis besar upaya h ~ ~ k u m  yang dapat ditempuh untuk 
menciptakan efisiensi di pelabuhan adalah pengegakan hukum (luw enforcement) terhadap 
peraturan yang dirasa sudah inemadai nainun belum efektif berjalan diikuti optiinalisasi 
peran lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan. Selain itu revisi 
maupun jz~cliciul review terhadap peraturan yang dirasa kontraproduktif dengan tujuan 
undang-undang yaitu efisiensi dapat juga dilakukan. Selain upaya tersebut guna 
menciptakan efisiensi di pelabuhan, hngsi otoritas dalam memberikan konsesi kepada 
Badan Usaha Pelabuhan (BUP) juga perlu dilaksanakan. 

Kata kunci: Pelabuhan, Efisiensi, Persaingan Usaha. 

. . . 
X l l l  



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara kepulauan (avchipekagic state) yang wilayahnya terdiri 

dari bentangan perairan yang luas dan memiliki sebaran pulau hingga 17.508, 

aktivitas bisnis di bidang pelayaran tentu memiliki peranan yang sangat penting di 

1ndonesia.l Salah satu wujudnya adalah peranan untuk meningkatkan kuantitas 

dan kualitas dalam upaya distribusi logistik nasional, baik logistik yang tersedia di 

dalam negeri maupun berasal dari luar negerL2 Dengan kata lain, tidak hanya 

sebagai penopang kepentingan sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan, 

' Berbicara masalah pelayaran, maka pelabuhan dan peradagangan merupakan unsur 
pendamping dan terkait lainnya. Pentingnya pelayaran bagi Indonesia disebabkan oleh keadaan 
geografisnya, yang strategis bagi hubungan dan tempat persinggahan pelayaran komersial, 
termasuk distribusi barang dan atau jasa di ke seluruh wilayah Indonesia, baik yang berasal dari 
suatu daerah dalam wilayah Indonesia inaupun berasal dari luar negeri. Lillat Bambang Subiyakto, 
"Pelayur-an, Pelelbull un ~ h n  Per.c1ogagan7', dalam 
11ttp://subiyakto.wordpress.corn~2008/03/18/pelavaran-pelabuhan-dan-perdagan~ad, diakses pada 
29 Juli 2012. 

2 Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia hanya 
memiliki satu undang-undang yang mengatur tentang penggunaan laut. Undang-undang itu adalah 
Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang disempurnakan dengan Undang- 
Undang Nomor 17 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut digunakan untuk mengontrol dan 
mengawasi selnua jenis kegiatan di perairan Indonesia. Dalam ketentuan umum Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2008, disebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas 
angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan 
mar it in^. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari satu 
lokasi ke lokasi lain atau dari pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan 
perlindungan lingkungan mantim dari pencemaran bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal. 
Kegiatan inilah yang diatur dalaln Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Lihat Pieter Batti, 
"Mc~scrlah dcdctnz UU Pelayal-an," 
http://www.hukumonline.con~/berita/baca/lt4dfb22c545ed4/masalah-dalam-penerapan-uu- 
pelayaran-broleh--pieter-batti-, diakses pada 29 Juli 2012. 



aktivitas komersiil yang ada di pelabuhan, tentunya memiliki potensi dalam 

menopang pembangunan perekonomian negaraS3 

Sektor logistik memainkan peran penting dalam pembangunan nasional 

dan peningkatan daya saing perdagangan dalam suatu negara. Sistem logistik 

yang dijalankan dengan baik dan efektif dapat menyebabkan jalur distribusi 

barang, jasa dan informasi dari titik pemberangkatan ke titik konsumsi menjadi 

lebih efisien4. Sebaliknya sistem logistik yang buruk dapat mengurangi insentif 

dan nilai pel-dagangan. Untuk itu, semua praktik usaha yang terkait dengan 

logistik yang bersifat tidak sehat dan monopolistik h a u s  dielimininasi. Ini 

menjadi semakin mendesak untuk dilakukan, terutama setelah Indonesia 

meratifikasi pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1994 yang salah satu bentuk kesepakatanya adalah GATS 

(General Agreement on Trande and Services). Dalam kerangka pasar bebas, jika 

industri jasa pelayaran inefisien dan tidak dapat bersaing secara sehat, maka 

seluruh rangkaian kegiatan yang terkait dengan industri ini akan menjadi 

inefisien. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk sebagai komitmen untuk 

rnewujudkan tujuan efisiensi t e r~ebu t .~  

M. Yamin Jinca, Tr'lnsportasi Laut Ii7clonesia;Analisis Sistem clan Studi KOSLLY, Cetakan 
Pe~tama (Surabaya: Brilian Internasional, 201 I), hlm. 19. 

4 Efisiensi (Efficiency) yang dirnaksud dalam tesis ini adalah cara yang dipilih negara dan 
merupakan kondisi yang seharusnya berdasarkan undang-undang menurut tinjauan ekonomis 
dalam struktur bisnis di bidang pelabuhan di Indonesia. Atau melalui tinjauan ekonomis 
dideskripsikan dengan "kondisi ideal ketika sebilah mnsyarrrkut ~lrpat rnernperoleh I~mil atuu 
manfilut yang maksirnal dari penggunnnn segenap si~mber duynnyn yang langkl~" sebagaimana 
yang diungkapkan oleh N. Gregory Mankiw, Pengantur Ekonorni, Edisi Kedua, (Jakarta: 
Erlangga, 2003), hlm. 6. 

5 Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 



Penataan sektor logistik sudah semakin menjadi perhatian pemerintah, 

khususnya sejak Indonesia dan negara-negara ASEAN menandatangani Asean 

Sectoml Integration Protocol for the Logistic Services Sector pada Agustus 2007. 

Perjanjian tersebut berujung pada integrasi penuh dan liberalisasi dari sektor jasa 

logistik di ASEAN.~ Khusus pada aktivitas bisnis pelayaran yang merupakan 

salah satu penopang distribusi logistik di Indonesia, semangat untuk menciptakan 

iklim persaingan usaha yang sehat dimasukan ke dalam Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2008 tentang ~ e l a ~ a r a n . ~  Sebagaimana disebutkan dalam konsideranya, 

salah satu pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah dalam rangka 

mengatur keikutsertaan pemerintah daerah dan pen.wsaha swasta untuk 

meningkatkan kinerja di sektor pelabuhan sehingga tercipta iklim persaingan 

usaha sehat yang tentu akan menghilangkan resiko biaya tinggi (high cost 

economy). 8 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pada awalnya diharapkan efektif 

berlaku pada 7 Mei 201 1. Beberapa ha1 yang masih menjadi hambatan dalam 

inewujudkan iklim persaingan usaha sehat dala~n perkembangan pelaksanaannya 

memang sudah terdapat upaya yang salah satunya adalah pemisahan antara 

operator dan regulator. PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Badan Usaha 

Pelabuhan yang sebelumnya bertindak sebagai operator sekaligus regulator, 

sekarang tidak lagi rrienjadi regulator. Pelindo diposisikan sebagai Ternlinal 

Bisnis Indonesia, "Masukan Soal Liberalisme Logistik Segera Disampaikan," i l~l i l id ,  22 
Oktober 2007. 

Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. 
* Wismar Simanjuntak, "UU Pelayaran Hapus Monopoli di Pelabuhan," dalam 

h t t p : / / w w w . m e d a n b i s n i s d a i l y ~  
Lpelabuhanl#.UBLnm6AR-So, diakses pada 28 Juli 2012. 



Operator (TO) dan hams inemiliki Izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP). 

Sementara regulator dipegang oleh Otoritas Pelabuhan (OP) yang dulunya adalah 

Administrator Pelabuhan ( ~ d ~ e l ) . ~  

Otoritas Pelabuhan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang 

IYomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, 

merupakan lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan 

hngsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan aktivitas kepelabuhanan yang 

diusahakan secara komersial . ' Otoritas Pelabuhan juga berperan sebagai wakil 

pemeriiltah untuk membeiikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha 

Pelabuhan (BUP) ul?+llk melakukan aktivitas pengusahaan di pelabuhan yang 

dituangkan dalain perjanjian. 

Permasalahan muncul karena hiilgga tahun 2012 ini, aspek-aspek yang 

sudah diatur tersebut belum dapat dilaksanakan. Di antaranya, Otoritas Pelabuhan 

yang masih belum melaksanakan perailya sebagai badan otorita yang menjadi 

representasi Negara dalam ineinberikan konsesi kepada BUP, baik berupa 

pemerintah daerah, BUMN maupun swasta untuk melaksanakan usaha di 

Pelabuhan." Selain itu permasalahan juga ada pada Pelindo yang inasih seolah 

berlaku sebagai regulator.12 Hal ini tentu bertentangan dengan peraturail yang ada, 

htt~://~ifoksi-mti.corn/~erita/~isnis/2726, "Guber.~~ur Desak Pelincio III Pclt~lhi UU 
17/2005," diakses pada 7 Mei 2012. 

lo Lihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 1 Tahun 2009. 

'I Hal ini menurut I Nyoman Gede Saputra, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan 111 T a ~ j u n g  
Perak, Surabaya menlpakan dampak dari Surat Menteri Perhubungan Nomor I-IK 003/1/11 Phb 
2011. 

I' Salah satu ha1 yang dapat disebut sebagai praktik ini adalah pembentukan konsorsium 
perusahaan bongkar inuat oleh Pelindo, sehingga perusahaan yang tidak tergabung dalanl 
konsorsium tersebut tidak dapat beroperasi di pelabuhan. Lihat dalam http://iifoksi- 
rnti.~om/Berita/Bisnis/2726, 1oc.cit. 



karena seharusnya OP yang melakukan fungsi pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan kegiatan pelabuhan yang diusahakan secara koinersial. 

Posisi yang dimiliki oleh Pelindo pada masa sebelum berlakunya Undang- 

Undailg Nomor 17 Tahun 2008 sebagai satu-satunya operator, regulator sekaligus 

pelaku usaha hingga saat ini dalain praktiknya masih belum mengalami perubahan 

sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Selain itu 

Pelindo juga memiliki anak usaha yang dibentuk untuk melakukan usaha di 

pelabuhan seperti BJTI '~  di pelabuhan Tanjung Perak, dan J T C T ' ~  di Pelabuhan 

Tanjung Priok. Posisi yang demikian itu tentu mengakibatkan Pelindo dan 

peiusahaan lain yang tel-kait dengan Pelindo memiliki posisi yang sangat 

dominan. Dalam perspektif ekonomi, posisi dominan sebagaimana digambarkan 

itu tentunya akan dapat menimbulkan inefisiensi yang juga bertentangan dengan 

asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Dalam ha1 belum terlaksananya konsesi, Paul Kent meililai bahwa hingga 

saat ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 memang inasih menciptakan 

kebingungan. Undang-undang tersebut seolah-olah masih tetap mempertahankan 

stntz~s quo BUP yang menjadi regulator sekaligus operator tunggal pada masa 

sebelum diundangkanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan tidak ada 

kejelasan batas waktunya. Meskipun dalam undang-undang ini secara tegas 

membolehkan keterlibatan pemerintah daerah dan swasta untuk turut serta 

l3  PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT. BJTI) lnerupakan salah satu anak perusahaan 
PT. Pelabuhan Indonesia I11 di Surabaya yang bergerak di bidang kepelabuhailan sebagai penyedia 
jasa terminal. Lihat lebih lai~jut mengenai perusahaan tersebut di situs resminya www.bjti.co.id. 

14 PT. Jakarta International Container Tenninal (PT. JICT) merupakan salah satu anak 
perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia 11. www.jict.co.id. 



inengelola pelabul~an.'~ Namun, faktor ini temyata disebabkan juga oleh Surat 

Menteri Perhubungan Nomor HK 003/1/11 Phb 201 1 yang menunjuk PT 

Pelabuhan Indonesia I, 11, I11 dan IV (Persero) sebagai pelaksana sementara 

namun tidak diberi batasan waktu. 

Indikator lain yang menggambarkan terjadinya praktik usaha tidak sehat 

yang menyebabkan inefisiensi adalah bahwa selain sebagai operator, Pelindo juga 

berperan sebagai pelaku bisnis yang ikut bersaing dengan perusahaan-perusahaan 

lain yang tidak bertindak sebagai operator. Praktik usaha bongkar muat salah 

satunya. Pelindo merupakan penyedia lahan kegiatan bongkar muat, namun juga 

melakukan praktik usaha bongkar muat, sedangkan perusahaan bongkar muat di 

luar Pelindo juga menggunakan jasa terminal pelindo untuk melakukan kegiatan 

usahanya. Dari sinilah potensi konflik kepeiltingan muncul, sehingga potensi 

persaingan usaha tidak sehat yang merupakan inefisiensi menurut perspektif 

ekonomi sangat mungkin terjadi.I6 

Persoalan-persoalan yang telah disebutkan di atas- merupakan beberapa 

fakta yang meinbutuhkan penyelesaian. Salah satu pembahasan yang dirasa tepat 

untuk menjadi acuan adalah pendekatan-pendekatan ekonomi dan hukum sebagai 

paduan antara tujuan dan alat untuk mencapai tujuan. Meskipull sudah melampaui 

batas waktu yang telah ditentukan terkait pemberlakuanya, Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 yang beberapa aturanya belum terlaksana, dinilai masih 

I s  Paul Kent, "Persaingan Pelabuhan dan Kebutuhan unhlk Mengatur Perilaku anti 
Persainga11,"JurnaI Prakarsa Inzl~struktur Indonesia, April 20 12, hlm. 2 1. 

l6 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74JPUU-VIIIJ2010 dalam perkara yang 
diajukan oleh Asosiasi Pemsahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI). Meslupun akhirnya 
putusan ini ditolak, namun dalam aspek persaingan usaha masih dapat dikaji ulang. 



berada pada masa transisi. Hal ini dikarenakan kompleksitas aktivitas bisnis 

pelayaran yang ada yang salah satunya adalah masalah kepelabuhan. 

Efisiensi dalam struktur pelaku bisnis di pelabuhan rnerupakan sebuah 

keniscayaan. Oleh karena itu, dalain tesis ini akan dikaji mengenai apa saja yang 

menjadi hambatan dalam mewujudkan efisiensi di pelabuhan, seperti sulitnya 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang berpengaruh 

menyulitkan terciptanya efisiensi dalam rangka menciptakan iklim usaha sehat di 

sektor pelabuhan. Selain itu akan dikaji juga terkait mekanisme hukum dan non 

hukum yang dapat ditempuh untuk inengatasi masalah tersebut. Upaya ini penting 

sebagai langkah agar dapat meningkatkan peran pelabuh,orl sebagai salah satu 

penopang distribusi logistik yang tentunya inemiliiki pengaruh besar terhadap 

ekonomi negara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis ungkapkan, maka 

dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja hambatan yang menyebabkan inefisiensi praktik usaha di 

pelabuhan dan merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat? 

2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menciptakan iklim 

persaingan usaha sehat sebagai bentuk upaya mewujudkan efisiensi dalam 

praktik usaha di pelabuhan? 



C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan, maka tujuan dai-i 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis indikasi-indikasi terjadinya inefisiensi 

praktik usaha di pelabuhan dan merupakan bentuk persaingan usaha tidak 

sehat 

2. Mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menciptakan iklim 

persaiangan usaha sehat di pelabuhan sebagai solusi pelaksanaan atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang belum efektif dalam 

mewujudkan s t rk tur  bisnis yang efisien di pelabuhan. 

D. Teori dan Doktrin 

Ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha untuk menyesuaikan dengan ha1 

lain agar dapat menjangkau ruang lingkup inasalah tertentu. Oleh karena itu, 

untuk menganalisis hukum dapat dilakukan dengan berbagi pendekatail 

(approaches). Lloyd dan Freeman ixemaparkan delapan pendekatan yang dikenal 

dalam ilinu hukum. Mulai dari pendekatan hukum alam (natzlral law), hingga 

pendekatan mantis (marxist theories of law and state). Dari delapail pendekatan 

yang dipaparkan tersebut, salah satunya adalah pendekatan trend modern ilmu 

hukum yailg didasarkan pada kajian analisis dan normatif (nzodern trend in 

analytical and normative jurisprz~dence) yang salah satunya adalah mengkaji 



hukum atas dasar analisis ekonoini (economic nna2ysis Hal ini semata- 

mata ditujukan untuk menguji validitas dan ketepatan sebuah interpretasi hukum 

terhadap suatu pennasalahan.'* 

Dalam tinjauan ekonomi secara umum, tidak ada yang menyangkal bahwa 

praktik monopoli dan semisalnya atau yang mengarah kesana memang hams 

dihindarkan dari pihak-pihak yang rentan untuk dirugikan. Praktik dagang yang 

mengarah pada pasar monopolistis ataupun oligopolis dengan konsentrasi yang 

tinggi di negara liberal sekalipun banyak dilarang. Karena pola bisnis yang 

demikian ini dapat menimbulkan dampak negatif pada konsumen dan 

perekonomian secara kesel~ruhan. '~ Seperti di Amerika Serikat yang memiliki 

shennan act, Thailand perundang-undangan tentang penetapan harga dan anti 

monopoli ( 1  979) dan Australia ataupun negara eropa barat, begitu juga Indonesia 

dalain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat. 

Richard Posner memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan 

analisis hukum dalam pendekatan ekonomi (econon~ic ana4ysis of law) adalah 

tinjauan hukum yang didasarkan atas tujuan efisiensi dalam ek~nomi . '~  Lebih 

l7 Lloyd dan Freeman dalam 'Lloyd's Introduction to Jurisprudence', sebagaimana dikutip 
oleh Hihal lanto  Juwana, Bungn Ramprri H~tklnz Ekonomi Dan Hilkilnr It~tel-nasionnl, (Jakarta: 
Penerbit Lentera I-Iati, 2002), hlm. 1 

18 Dalam ungkapan lain Satjipto Raharjo nlemberikan men~~turkan bahwa masalah-masalah 
hukum, khususnya pada suatu bangsa yang bertekad untuk membangun tata hukum yang baru, 
tidak dapat dikaji secara terpisah dari konteks sosialnya. rerubahan yang berlangsung di 
masyarakat akan memberi bebanya sendiri terhadap hukum, sehingga hukum dituntut untuk 
mengembangkan kepekaanya menghadapi keadaan tersebut. Satjipto Raha j o ,  Sosiologi H~rkilni, 
(Yogyakarta: Genta Publishing, 20 lo), hlrn. 18. 

'"dy Suandi Harnid, Perekonomian Indonesia: Mrlsnlrllr Dan Kebgclkan Kontemporer, 
(Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm. 200. 

'O Lihat The Economic Analysis qf Law dalam http://plato.stanford.edu/entries/legal- 
econanalysisl , diakses pada 20 Juli 201 2 



lanjut analisis ini dinilai sangat penting dipakai untuk menjawab persoalan- 

persoalan berkaitan untuk meningkatkan efisiensi." Penciptaan iklim persaingan 

usaha yang sehat sebagai salah satu bentuk efisiensi di pelabuhan merupakan 

sebuah keniscayaan. Dengan demikian pendekatan yang dapat dipakai untuk 

memberikan perspektif lain dalam pembangunan iklim persaingan usaha sehat di 

pelabuhan ini dapat diambil dari perspektif ekonomi. Efisiensi dalam ekonomi 

dikenal sebagai kondisi yang seharusnya ( h s  sollen) sebagai inptlt, untuk 

menciptakan suatu kondisi (&s sein) sebagai ~zrt~ut . '~  Selanjutnya lebih jauh lagi 

supaya dapat memberikan pengaruh balik dalam ha1 ini iklim persaingan usaha 

sehat sebagai outcorne yaitu pembangunan di bidang perekonomian. 

Praktik yang penulis maksudkan dalam ilustrasi di atas adalah juga sebagai 

bentuk pengejawantahan teori hukum normatif bahwa, 'law as tool of social 

enginering'. Yaitu bahwa hukum sebagai dns sollen dimaksudkan untuk 

meinbentuk kondisi yang seharusnya sebagai cEns sein. Mahfud MD dalam bahasa 

lain inenggambarkan berlakunya teori ini dengan menggabungkan dua pola fikir 

" "An inpol-tant question, already allztded to, in the econon~ic analysis of law is whether 
and in whcrt circ~rmtances an involzrnta~y exchage can conjdently be said to incl-ease efliciency". 
Richard A. Posner, Economic Anolysis oflarv, Fifth Edition (United State of America: A Division 
of Aspen Publishers, Inc., 1998), hlm. 15. 

" Untuk mengetahui pelaku usaha telah melanggar undang-undang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat dapat diterapkan pendekatanper se illegal atau rzde of 
mason. Dalam pendekatanper se illegal memang tidak dibutuhkan pendekatan ekonomi mengenai 
apakah tindakan pelaku usaha telah menghambat persaingan. Hal yang perlu dibuktikan apakah 
telah te rjadi perjanjiail yang dilarang. Pembuktianya tidak hams adanya perjanjian tertulis, tetapi 
cukup dengan terjadinya kesepakatan lisan atau kecendeiungan adanya kesepakatan. Namun 
dalanl pendekatan rule of reason diperlukan analisis ekonomi untuk mengetahui apakah perbuatan 
tersebut menghambat atau mendorong persaingan. Dalam ha1 ini, teori analisis ekonomi dalam 
hukunl dapat diterapkan. Dalam A. M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli clan 
Pe~scringan Tidcrk Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason. (Jakarta; Program Pasca Sarjana 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 10. 



aliran dalam hukum yaitu faham nat~lral l a d 3  dan Faham natural 

law dipakai sebagai dasar berpijak sedangkail formalisasinya menggunakan faharn 

positivism.25 Secara skematis, penerapan teori ini dalam pembentukan efisiensi 

praktik usaha di pelabuhan dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini: 

Input proces I 7  
Das sein 

Unfair Competition, 
High Cost Economy Penunj anglLa w 

(Inefficiency) enforcement 
\ 

Perkembangan ekonomi Efisiensi (struktur bisnis 
negara secara makro yang sehat, low cost) 

Gambar 1.1. ilustrasi penerapan teori law as tool o f  social enginering 

Kondisi kepelabuhan di Indonesia saat ini dinilai masih belum sesuai 

dengan prinsip persaiangan usaha sehat. Setidaknya asumsi ini didasarkan atas 

beberapa indikasi-indikasi seperti 'halangan' pelaku usaha lain untuk turut andil 

bersaing (barrier to entry). Indikasi lain bahwa inefisiensi terjadi karena adanya 

" Faham 'nntuml lc~~v'  menekankan bahwa hukum harus berawal dari moral, budi baik dan 
keadilan. Lihat dalam Mahfud MD, Ber;oesei-nycr finlgsi hlrklrnr, artikel dalam 
htt~://www.mahfudmd.condindex.ph~?page=web.OpiniLenekap&id=7&PHPSESSID=3pon1~5qss 
acihdgeslhtl i4965, diakses pada 20 Agustus 2012. 

24 Faham positivisme adalah faham yang mengajarkan mengenai fornlalisasi hukum dalarn 
bentuk tertulis. Keunggulan dari faham ini adalah terdapatnya kepastian hukum dalam bentuk 
peraturan tertuilis. Dalam Ihid. 

'' Ibid. 



kebijakan pemerintah (public policy) yang tidak tepat. Selain itu, indikator lain 

ada pada peran ganda operator yang tidak hanya sebagai operator, ketidak 

mampuan swasta (acces to market), hingga perilaku penetapan harga oleh pelaku 

usaha yang merupakan bentuk restrictive bzrssines practices yang tentu membatasi 

berlangsungnya persaingan usaha sehat. Oleh karena itu hukum dan penegakanya 

dimaksudkan untuk mengeliminir praktik-praktik demikian yang dapat 

menyebabkan inefisiensi di pelabuhan. 

Terdapat beberapa pendapat berbeda inengenai pemberlakuan hukum 

persaingan. Beberapa berpendapat bahwa menerapkanya adalah bentuk dari 

menggadaikan aset negar? kepada pemilik modal yang saat ini didominasi oleh 

asing. Terlebih regulasi internasional yang ada saat ini rata-rata lebih 

mementingkan kepentingan negara-negara r n a j ~ . ' ~  Dalarn konteks tersebut, bahwa 

yang dimaksud penguasaan negara terhadap hajat hidup orang banyak (ptrblic 

utilities) tentu meinbutuhkan ruang kajian tersendiri. Setelah dilakukan kajian 

perlu dilakukan tahap formalisasi dan pembuktian secara faktual tanpa menafikan 

pendekatan-pendakatan lain untuk mencapai tujuan s e r ~ ~ a . ' ~  

26 Seperti yang disampaikan oleh Akbar Tanjung bahwa beberapa peraturan yang disepakati 
dalam World Trade Organization (WTO) lebih menguntungkan negara-negara maju karena banyak 
memberi akses investasi asing atas nama pasar bebas. Namun di sisi lain Yudi Latif, menilai jika 
Indonesia saat ini berkembang normal, globalisasi ekonomi tidak akan menjadi momok yang 
menakutkan. Kekhawatiran mengeilai globalisasi lebih kepada kondisi Indonesia yang nlemang 
sedang abnormal. Lihat dalam htt~:l/www2.tempo.co/read/news/2012/10/03/090433450/Akbar- 
Tanjung-Aturan-WTO-Untunzkan-Ne~ara-Maiu diakses pada 17 Nopember 2012 

" Dalam sebuah uraian penelitian, Hukum Ekonon~i Indonesia dibedakan lnenjadi dua 
yaitu Hukum Ekonomi Pelnbangunan dan Hukum Ekonomi Sosial. Hukuln Ekonomi 
Pembangunan adalah pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan 
pengembangan kehidupan ekonomi (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana. Hukum 
Ekonomi Pembangunan meliputi bidang-bidang pertanahan, bentuk-bentuk usaha, penanaman 
modal asing, kredit dan bantuan luar negeri, perkreditan dalam negeri perbankan, paten, asuransi, 
impor ekspor, pertambangan, perburuhan, penunahan, pengangkutan dan perjanjian intemasional. 
Hukum Ekonomi Sosial adalah pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian 
hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaal~ 



Untuk melihat aspek penguasaan negara terhadap hajat hidup orang 

banyak memiliki beberapa pendekatan. Mengenai Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 

"Cabarlg-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang meilguasai hajzit 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Perbedaan mengenai "dikuasai oleh 

negara" oleh beberapa kalangan memang masih menjadi perdebatan. Beberapa 

menilai yang dimaksud dengan dikuasai tidak berarti hams dikelola negara, dapat 

ditunjuk swasta namun tetap dibawah pengawasan negara dalam ha1 ini 

pemerintah. Kalangan lain menilai bahwa penguasaan berarti pengelolaan oleh 

pemerintah yang dilakukan rnelalui BUMN.'~ Begitu juga penjelasan dari Bung 

Hatta bahwa "menguasai" tidak hams menjadi "ondernemer", sama sekali tidak 

berarti untuk mengingkari Doktrin Demokrasi ~ k o n o r n i " . ~ ~  Namun jika ditelaah, 

pada dasarnya tidak ada yang perlu dibenturkan dalam perbedaan pemaknaan 

tersebut. Karena substansi yang seharusnya dilihat adalah tercapainya tujuan dari 

penguasaan tersebut. Jika dilihat dari penjelasan iili maka beberapa polemik 

mengenai kegiatan kepelabuhan di Indonesia sebenarnya juga sudah menemui 

titik temu. Dalain arti lain, peningkatan keberlailgsungan bisnis pelayaran yang 

salah satu aspeknya pelabuhan hams dibuka seluas-luasnya, nainun tidak dengan 

sedikitpun mengebiri peran peinerintah untuk meng~asai.~'  

(hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan nlerata). Lihat dalam 
http:Nwww.bappenas.~o.id/blogl?~=97 diakses pada 17 Nopember 20 12. 

28 Lihat dalam Faisal Basri, Pet-ekononzicm Incloriesia: Tc~nfc~rigan clcitz Harapan bc~gi 
h'rbarigkitan Irztionesin. (Jakarta; Erlangga, 2002), hlm. 317. 

29 Penulis uraikan dari artikel mengenai pembahasan Pasal 33 UUD 1945 dalam 
http://~aaasanhuhm.worduress.com/2012/08/27/~e1amatkai~-pa~a1-33-~d-45/ diakses pada 17 
Nopember 201 2. 

30 Dalam arti lain, upaya mengembangkan sektor m i h o  adalah terjemahan dari wewenang 
dan upaya yang hams ditempuh negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Secara langsung 
n~ungkin negara tidak menenma pendapatan melalui usaha dalam bentuk BUMN. Namun secara 



Namun, dalam ha1 kekhawatiran mengenai lemahnya negara terhadap 

regulasi internasional yang mengatur, kiranya perlu diperhatikan juga beberapa 

konvensi yang ternyata menggambarkan sisi lain. Dalam konvensi internasional 

Pasal 6 piagam Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban ekonoini negara-negara 

berkaitan dengan pemasokan komoditas internasional dijelaskan bahwa: 

"Adalah tugas negara-negara untuk memberikan sumbangan kepada 
perdangangan barang-barang internasional khususnya dengan cara persetujuan- 
persetujuan dan dengan pembentukan persetujuan-perstujuan komoditas 
multilateral jangka panjang, apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan 
kepentingan-kepentingan para produsen dan konsumen. Semua negara memikul 
tang-oung jawab bersama mendorong arus dan masuknya secara teratur semua 
barang komersial yang diperdagangkan dengan harga yang stabil, 
menguntungkan dan wajar, sehingga memberikan sumbangan kepada 
perkembangan ekonomi dunia yang adil, dengan mempertimbangkan secara 
khusus kepentingan negara-negara berkembang"." 

Dengan demikian peran negara dalam menjamin suatu kemajuan ekonomi yang 

nantinya dapat dirasakan oleh masyarakatnya memang merupakan hak dan 

kewajiban suatu negara secara pasif.32 

Begitu pula dalam Pasal 24 Piagam Hak-Hak dan Kewajiban-kewajiaban 

Ekoilomi Negara-negara Tanggal 12 Desember 1974, masih - berupa penegasan 

terhadap hak ekonomi suatu negara yang disebutkan bahwa, "semua negara 

tidak langsung berkeinbangnya aspek bisnis pelayaran di ranah mikro merupakan bentuk 
kesejahteraan lain yang barangkali jauh lebih ideal. 

3'  J. G. Starke, Pengantar H u k m  Interncrsional terj. Bambang lriana Djadja Atmaja, ell. 
10. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 508. 

" Dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang salah satu 
semangatnya adalah menciptakan iklim persaingan usaha sehat di bidang pelayaran, namun hak- 
hak negara dalam memberi batasan masih tetap diatur. Listyaningrum Andansari pada tahun 20 10 
penla11 membahas mengenai 'Penercrpan Pcrscrl 8 Undcrng-Undang ~Vomor I7  Tcrlz~hun 2008 tentcrng 
Ascrs Ccrbotcge dalctm Pelcrycrrcrn Niaga Indonesia cli EIW Pel-clngnngan Bebas (St~rcli di Pelcrbulztrn 
Tcrnj~mg Percrk-S~o.crbcrya)'. Namun penelitian tersebut menunjukan beberapa kendala yang ada 
dalam pelaksanaan asas yang bertujuan menasionalisasi kapal-kapal niaga di Indonesia tersebut. 
Peilelitian tersebut menunjukan bahwa decrcline Roadmcp aass ctrbotcrge yang ditetapkail belum 
dapat dilaksanakan karena terkendala infrastruktur dan peraturan pelaksana yang belum memadai. 
Lihat Listyaningrum Andansari, Penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Asas Cabotcrge dalam Pelayaran Niaga Indonesia di Era Perdagangan Bebas (Studi di 
Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya) http://elibran/-.ub.a&handle/123456789/29769, akses 10 
Mei 2012 



mempunyai kewajiban uiltuk melaksailakan hubungan-hubungan ekonomi timbal 

balik mereka dengan cara yang mempertimbangkan kepentingan-kepentingan 

negara lain. Semua negara hams menghindari tindakan yang merugikan 

kepentingan negara-negara b e r k e m b a r ~ ~ " . ~ ~  Hal ini memunculkan kaedah dalarn 

kontrak bisnis internasional yang merupakan keharusan bagi suatu negara untuk 

tidak melakukan kebijakan ekonominya yang dapat merugikan negara lain yang 

merupakan kewajiban negara secara aktif.34 

Pada dasarnya bahwa yang dipahami dari dampak praktik persaingan 

usaha tidak sehat berdasarkan tinjauan ekonomi, baik pendapat dari beberapa 

pakar ekonomi maupun peraturan perundang-undangan tersebut cukup 

memberikan kata sepakat bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat hams dieliminir. Praktik usaha tidak sehat hanya akan menguntungkan satu 

pihak yaitu pelaku tunggal dan inerugikan pihak lain. Untuk itu keberadaan 

hukum yang dimaksudkan untuk tercapainya tujuan efisiensi juga menjadi penting 

untuk tidak diabaikan. 

Berdasarkan teori di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan 

berlandaskan pada konsep yang dikemukakan Mochtar ~usumaa t inad ja~~ ,  bahwa 

33 J. G. Starke, op., cit, hlm. 507. 
34 sebagai salah satu faktor masuknya iklim persaingan antara pelalcu usaha asing dan 

pelaku usaha yang ada di 'house state', modal atau investasi asing sudah banyak dianggap sebagai 
ha1 yang perlu diatur dalanl hukum internasional. Maka dari itu, konvensi-konvensi internasional 
menghasilkan ketentuan yang mengarah kepada pernlasalahan yang meliputi kewenangan suatu 
negara sebagai negara penerima modal seperti piagani hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi 
negara-negara tanggal 12 Desember 1974, dan Konvensi 1985 yang kemudian berhasil lnendirikan 
'Multil~~terc~l Investment Gunrantee Agency' (MIGA), yang menlpakan titik puncak usaha yang 
telah berjalan selama lebih dari tiga puluh tahun guna mengimplementasikan konsep rencana 
jarninan penanaman modal multilateral dalam kaitanya dengan resiko-resiko non-komersial yang 
melindungi penanaman modal asing. Lihat Ibid., hlm. 505-506. 

35 Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir Teori ~ I L I ~ ~ U T N  
Pembangtlnan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah "teori" 



hukum berhngsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di samping hngsi 

dasarnya yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Dengan demikian bahwa 

hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai 

alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan 

manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan,36 yang 

sudah barang tentu termasuk di dalamnya adalah aspek ekonomi. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum m a y u n  doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi.37 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitiail hukum normatif. Hal-ha1 yang menjadi masalah diuraikan dan 

dicari hukum serta doktrin yang ada guna menjawab isu yai~g dianggap 

sebagai inasalah hukum. 

melainkan "konsep" pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe 
Pound "La>v us a tool of social engineeringVyang berkembang di Amerika Serikat yang 
penulis ulas di paragraf sebelumnya. Apabila dijabarkan lebih lanjut inaka secara teoritis 
Teo1.i H~rk~lm Pembangrman dari Mochtar Kusumaatmadja, dipengaruhi cara berpikir dari Herold 
D. Laswell daii Myres S. Mc Dougal (Policy Approach) ditambah dengan teori Hukum dari 
Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah senma masukan tersebut daii 
menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. Lilik Mulyadi, Teot-i Hrrk~mn Penzb(lng~oz(1n ~bfrrclitur 
K~uumantrnqju, dalanl http://pn- 
ke~anien.~o.id/index.~h~?o~tion=com~content&view=article&id=92:teori-hukum-pen1baneunan- 
&catid=23:artikel&Itemid=36, diakses 13 Desember 2012. 

3 6 ~ o c h t a r  Kusumaatmadja, H ~ d m z  M(lsy(lr.c~k(lt ~ h n  Pelnbintlnn H ~ ~ k ~ l r n  Nrrsionol, 
(Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 13. 

37~e te r  Muhammad Marzulu. Penelitian H~lkzlm. ( Jakarta: Kencana, 2005), hlrn. 35. 



2. Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini: 

a. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

hukum atas analisis ekonomi (economic analysis of law). Hal ini 

digunakan atas dasar bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang 

berusaha untuk menyesuaikan dengan ha1 lain agar dapat menjangkau 

ruang lingkup masalah tei-tent~.~' 

b. pendekatan yuridis normatif. Suatu penelitian hukum normatif hams 

menggunakan pendekatan quidis  atau perundang-undangan (stcit~~te 

approach), karena yang akan dianalisis adalah permasalahan yang 

ditinjau dari berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus 

tema sentral suatu penelitian.39 

3. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini indikasi-indikasi terjadinya inefisiensi praktik 

usaha di pelabuhan dan upaya huku~n yang dapat ditempuh untuk 

mengatasinya. Selain itu institusi yang dinilai lnemiliki keterkaitan seperti 

Otoritas Pelabuhan (OP) selaku regulator yang memiliki otoritas di sebuah 

tempat aktivitas bisnis pelayaran yaitu pelabuhan, dan Badan Usaha 

Pelabuhan (BUP) yang tnelakrlkan aktivitas bisnis pelayaran untuk 

menggali data dan informasi. 

28~ikmahanto Juwana, op. cit, hlm. 70. 
39~ohnny Ibrahim, Teori don Metodologi Penelitiun H~ikunz ~VormotiJ (Surabaya: Bayu 

Media, 2005), hlm. 302-303. 



4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder, yang meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan 

hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pisau analisis permasalahan yang 

diangkat. Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang 

berupa dokumen, buku, jurnal, literatur-literatur pendukung lain yang 

relevan. Sedangkan bahan hukum tertier bersumber dari ensiklopedia dan 

kamus yang dibutuhkan. Untuk menambah materi bahan-bahan hukum 

tersebut dilakukan wawancara kepada responden. 

5. Analisis Data 

a. Analisis deskriptif-analitis 

Tujuan analisis ini adalah menemukan permasalahan yang ada sebagai 

permasalahan yang ingin dibahas, serta melakukan pendekatan- 

pendekatan tertentu untuk memperoleh solusi atas pennasalahan 

ter~ebut.~' 

b. Analisis noimatif-kualitatif 

Analisis ini mula-mula dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

inventarisasi hukum baik yang berbentuk in-concreto maupun in- 

nbstraco terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. 

40 Sulipan, "Penelitian Deskriptif Analitis; Beronentasi Pemecahan Masalah," dalam 
ht~://~oeroendeso.files.word~ress.com/2009/Ol/penelitian-deskriptif-ana1itis~doc, diakses pada 10 
Mei 2012 



Selanjutnya akan dipakai untuk menganalisis dan menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dikemukakanS4' 

c. Analisis benchmarking 

Menurut Gregory H. Watson, analisis benclznzarking ditujukan sebagai 

bentuk pencarian secara berkesinambungan dan penerapan secara nyata 

praktik-praktik yang lebih baik yang mengarah kepada kinerja 

kompetitif ~ n ~ ~ u l . ~ '  Dalam penelitian ini, analisis bechmarking 

digunakan untuk memberikan alternatif pembaruan pelabuhan di 

Indonesia agar dapat lebih efisien. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dipakai dalam tesis ini disusun sebagai 

berikut. 

Bab I menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, teori dan doktrin yang dipakai untuk menjawab masalah, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab I1 berisi tentang tinjauan umum tentang larangan praktik monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat. 

Bab I11 Tinjauan umum pelabuhan, hngsi dan penjelasan tentang 

organ-organ yang berperan dalam praktik bisnis pelayaran di pelabuhan 

Indonesia dan regulasi terkait. 

4 1 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial ~ l r ~ n  H~rk~lrn (Jakarta: Granit, 2004), hlrn. 92. 
42 Kementerian Perhubungan Laut, Studi Pengembangan Polu Penyelenggalaun 

Kenavigasian di Indonesia, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, 2012), Bab 111, hlrn. 5. 



Bab IV adalah hasil penelitian yang dipadu antara permasalahan yang 

dikemukakan yang dianalisis berdasarkan teori dan hukum yang ada. Dalam 

ha1 ini yang akan diuraikan adalah hambatan-hambatan terciptanya 

persaiangan usaha sehat sebagai bentuk efisiensi dan inekanisme hukum yang 

dapat ditempuh untuk mendorong terciptanya kondisi tersebut. Selain itu, 

kiranya perlu juga dilakukan kajian bencrnnrking terhadap pelabuhan- 

pelabuhan negara lain yang sehat sebagai gambaran lain dari solusi yang 

ditawarkan. 

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi simpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilal-ilkan, disertai saran yang diharapkan dapat inenjadi 

kontribusi pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang ada. 



BAB I1 

TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA 

A. Pengertian Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha ~ i d a k  Sehat merupakan dasar bagi penegakan 

hukum persaingan di Indonesia. Dalam beberapa literatur yang ada, dibedakan 

antara istilah ~nonopoli dan praktek monopoli. Tidak semua inonopoli itu dilarang. 

Monopoli yang terjadi karena keunggulan produk, atau perencanaan dan 

pengelolaan bisnis yang baik, atau terjadi melalui perjuangan dalam persaingan 

jangka panjang sehingga menghasilkan suatu perusahaan yang kuat dan besar 

serta mampu menguasai pangsa pasar yang besar pula, tentu saja bukan 

merupakan tindakan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa 

(monopoli) yang dilarang. sedangkan yang dilarang dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah praktek monopoli.' 

Pada dasamya praktek monopoli merupakan pernusatan kekuatan ekonomi 

oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi 

danlatau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat me~limbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan u m ~ m . ~  

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijabarkan unsur-unsur dari praktek monopoli 

yaitu:3 

I Andi Fahmi Lubis, et., al., Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks & Konteks, (Indonesia: 
Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman, 2009), hlm. 132- 133. 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No~nor 5 Tahun 1999. 
Andi Fah~ni Lubis, et., al., op., cit, hlrn. 133. 



1. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku 

usaha; 

2. Terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa 

tertentu; 

3. Terjadi persaingan usaha tidak sehat; serta 

4. Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum. 

Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu 

pasar barang atau jasa tertentu oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dengan 

penguasaan itu pelaku usaha tersebut dapat menentukan harga barang atau jasa 

(puice,f;xing). Sedangkan persaingan tidak sehat dapat terjadi bila persaingan yang 

terjadi di antara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau 

pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum 

serta dapat menghambat persaingan ~ s a h a . ~  Hal ini seperti yang disebutkan dalam 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1999, yang dapat difahami 

bahwa persaingan usaha tidak sehat ditandai tiga alternatif -kriteria, yaitu 

persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, dail 

menghainbat persaingan usaha.' 

Ibid. 
5 Dalam uraian lebih lanjut mengenai persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak 

jujur, ~nelawan hukum, dan menghambat persaingan usaha, Undang-Undang Nolnor 5 Tahun 1999 
mernbagi bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat tersebut yaitu I )  pejanjian yang dilarang, 
meliputi Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, 
Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Pe janjian Tertutup dan Pe janjian dengan Luar Negri yang 
menyebabkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2) Kegiatan yang dilarang, Monopoli, 
Monopsoni, Penguasaan Pasar dan Persekongkolan. Dan 3) Posisi Dominan yang menyebabkan 
te jadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 



Pandangan lain menyebutkan bahwa persaingan usaha tidak sehat 

(impevfect ~ o m ~ e t i t i o n ) ~  menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus 

adalah apabila pelaku usaha  firm)^ dapat dengan mudah mengendalikan harga 

pasar.8 Hal ini merupakan suatu persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang 

dilakukan dengan cara-cara tidak jujur, dengan cara melawan hukum atau 

menghambat persaingan u ~ a h a . ~  Beberapa varian rnengenai persaingan usaha 

tidak sehat yang lnenyebabkan pelaku usaha dapat dengan mudah lnengendalikan 

harga ini banyak disebutkan dengan berbagai istilah seperti monopoli, oligapoli, 

kartel dan usaha-usaha lain yang cenderung ke arah usaha tersebut. 

Dalam Black's Law Dictionary, persaingan usaha tidak sehat diartikan 

sebagai berikut:" 

"A term which be applied generally to all dishonest ov frcl~lcEtllent rivcllry in 
trade and commerce, the practice of  enclenvoring to st~bstitrlte one's own goocls 
or P I - O ~ L I C ~ S  in the nzarliet for those of another by nfeans of inzitating or 

Seiring kemunculanya dalam berbagai literatur, istilah persaingan usaha tidak sehat juga 
disebutkan ke dalain berbagai peristilahan lain. Beberapa literatur yang penulis temui, istilah 
persaingan usaha tidak sehat disebut dengan 'unfililir- competition' sebagai lawan kata dari 'fcru. 
competition', atau dalam literatur yang lain disebut dengan 'i177perfect conipetition' sebagai lawan 
kata dari istilah 'pe$ect cowzpetition', seperti yang dipakai oleh Sarnuelson dan William D. 
Nordhaus, Economics; International Edition, 15Ih ed., (United States of America: McGrew-Hill, 
1995), hlrn. 149. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 h u n ~ f  e rnenjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukunl yailg didirikan dan berkedudukan atau 
rnelakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri inaupun 
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 
ekonomi. Dengan demikian maka dengan tidak diikutsertakannya bukan hanya badan hukun~ 
sebagai pelaku usaha, maka cakupamya menjadi semakin luas. Yakni termasuk juga Yayasan, 
CV, Firma, dan berbagai perkumpulan lainnya. 

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, op., cit. 
9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 huruf f, Persaingan usaha tidak sehat 

adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran 
barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 
menghambat persaingan usaha. 

10 Henry Campbell, Black's Law Dictionaly, Sixth Edition, (St. Paul, West Publishing 
Company, 1990), hlm. 1528. 



counterfeiting the name, brand, size, shape, or other riistinctive chartlcteristic of 
the article or ofpackaging. " 

Tindakan persaingan usaha tidak sehat sebenarnya dapat dibedakan 

menjadi dua keategori, yaitu tindakan anti persaingan (anti competition) dan 

tindakan persaingan curang (unfair competition pmctice). Tindakan anti 

persaingan adalah tindakan yang bersifat mencegah terjadinya persaingan dan 

dengan demikian inengarah pada terciptanya kondisi tanpa atau minim 

persaingan, sedangkan persaingan curang adalah tindakan tidak jujur yang 

dilakukan dalam kondisi persaingan.' Oleh karena itu, parangkat hukum menjadi 

salah satu alternatif untuk menciptakan iklim persaingan usaha sehat, baik yang 

berdimensi preventif maupun represif. 

Menurut Arie Siswanto, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha 

(competition law) adalah instrumen hukuin yang dipakai untuk menentukan 

tentang bagaimana hukum itu hams diberlakukan agar menciptakan iltliin 

persaingan usaha sehat.12 Sedangkan menuiut Knmm Lengknp Ekonomi yang 

ditulis oleh Cristopher Pass dan Bryan Lowes, yang diinaksud dengan Compettion 

laws adalah bagian dari peiundang-undangan yang inengatur tentang monopoli, 

penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan 

praktik anti persaingan.13 

Dari sekian banyak peristilahan yang ada, istilah yang paling uinum 

sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat adalah monopoli. Kata inonopoli 

I I Hiknlahanto Juwana, Bungo Ronzpai H~rkum Ekonomi Dan Hirhnil Intemasional, 
(Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), hlm. 70. 

" Arie Siswanto, Hirktrnt Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia, 2002), hlm. 2. 
l 3  Hermansyah, Pokok-Pokok H~lh-ilm Persaingcrn Usllhcr Di Inclonesia, (Jakarta: Perdana 

Media Group, 2008), hlm. 2. 



berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu 'mono' berarti 

tunggal, dan 'polein' berarti penjual. Apabila digabungkan akan merniliki arti 

penjual tunggal. Disamping itu istilah monopoli sering disebut juga 'nntitr~~st' 

untuk pengertian yang sepadan dengan istilah antimonopoli atau istilah dominasi 

yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya sepadan dengan arti istilah 

monopoli di kekuatan pasar.'4 Dalam praktek kee~npat istilah tersebut yaitu istilah 

monopoli, antitrust, kekuatan pasar dan istilah dominasi saling ditukarkan 

pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk inenunjukan suatu 

keadaan dimana seseorang menguasai pasai-, diinana pasar tessebut tidak tersedia 

lagi produk subtitusi atau produk subtitusi yang potensial dan terdapatnya 

kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang 

lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukuin tentang 

permintaan pasar. 

Selain penjabaran di atas, Sadono Sukiino inemberikan definisi monopoli 

sebagai suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu pelaku usaha saja dan 

pelaku usaha ini inenghasilkan barang yang tidak me~npunyai barang pengganti 

yang sangat dekat.ls Hal ini akan inemiliki kecenderungan bagi pelaku usaha 

untuk meraup keuntungan yang melebihi normal dan ini dikarenakan perusahaan- 

perusahaan lain tidak memiliki kesempatan untuk memasuki industri tersebut. Hal 

ini merupakan struktur pasar yang sangat bertentangan dengan struktur pasar 

inenurut idealnya yaitu persaingan sempurna atau persaingail usaha sehat 'perfect 

l 4  Paul A. Sarnuelson dan William D. Nordhaus, op. cit, hlm. 150. 
" Sudono Sukirno, Pengc-lntclr Teori ~MiX-roekononzi ed. Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm. 265. 



competition' sebagai kebalikan dari persaingan tidak sempurna atau persaingan 

usaha tidak sehat 'imperfect competition'. 

Apabila diperhatikan, ada beberapa perbedaan antara konsep monopoli. 

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan pendapat- 

pendapat yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi di atas. Pel-bedaan tersebut 

terdapat pada jumlah pelaku usaha sebagai penguasa, dimana dalam ilmu ekonomi 

yang dipahami adalah satu pelaku usaha. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf a 

Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1999 monopoli dapat dipahami sebagai 

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan 

jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Selanjutnya 

praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku 

usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang 

dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan 

dapat merugikan kepentingan umum. Akan tetapi, substansi yang terkandung dari 

dua tinjauan tersebut tidaklah berbeda di mana bentuk penguasaan dipusatkan 

kepada satu pelaku atau satu pelaku gabungan yang tentu memiliki tujuan yang 

sama. 

Untuk ~nenyelesaiakan persoalan beda penafsiran, upaya ~nembahas 

standar intenlasioilal dalam menginterpretasikan Undang-Undang lVolnor 5 Tahun 

1999 yang digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPF'U) dalam 

menjalankan pengawasan persaingan usaha pernah dilakukan Hikmahanto 

Juwana. Pada akhirnya kesimpulan yang dihasilkan dalam peinbahasan ini 

menunjukan bahwa tidak ada standar internasional dalam menginterpretasikanya. 



Akan tetapi, dia memberikan contoh bahwa di Amerika Serikat-pun interpretasi 

terhadap ketentuan hukum persaingan dapat berubah sewaktu-waktu dalam rangka 

menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Upaya untuk menginterpretasikan 

Undang-Undang tersebut dapat dilakukan dengan mengacu kepada negara-negara 

maju (meskipun dirasa masih sulit dilakukan mengingat suatu negara tidak terikat 

dengan negara lain dalam menginterpretasikan ketentuan dalam hukum 

persainganya). Dengan demikian KPPU dalam menginterpretasikan Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melenceng jauh dari penerapan hukum 

persaingan yang dilakukan di beberapa negara. l 6  

Masih terkait dengan banyaknya kesamaan tentang ketentuan-ketentuan 

dalam hukum persaingan di beberapa negara, dalam penelitianya yang 

dipublikasikan oleh 'Partnership For Business Competition7 bekerja saina dengan 

ELIPS project, Hikrnahanto Juwana mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan 

yang ada di beberapa negara banyak meiniliki kesamaan tentang kategori yang 

diatur dalam hukum persaiilgan tersebut yaitu: l 7  

1. Larangan yang dikategoiikan sebagai tindakan oleh pelaku usaha yang 

dapat menghambat perdagangan (restraint on tmde); 

2. Kategori larangan bagi tindakan pelaku usaha yang berakibat pada 

berkurangnya persaingan (lessen competition); dan 

3. Kategori larangan bagi pelahu yang tidak memberi pilihan bagi konsumen. 

Meskipun dari segi substansi banyak memiliki kesamaan, tetap saja 

terdapat perbedaan antara ketentuan yang ada di negara satu dengan negara lainya. 

16 Hikmahanto Juwana, op. cit, hlm. 72 
l7 Ibid, hlrn. 7 1. 



Sebagai contoh bahwa di dalam Undang-Undang lVoinor 5 Tahun 1999 dalam 

Pasal 3 tentang tujuan pembentukan dikatakan bahwa tujuan pembentukan 

undang-undang tersebut "untuk menjaga kepentingan umum dan ineningkatkan 

efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkail 

kesejahteraan rakyat". Hal ini berbeda dengan tujuan hukum persaingan usaha 

yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat tujuan hukum persaingan adalah 

dalam rangka menjaga persaingan yang sehat untuk tetap eksis." Meskipun 

demikian, perbedaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbedaan yang 

mendasar. Mengenai apa yang diterapkan oleh Amerika Serikat dalam hukuin 

persainganya pasti juga dimaks-dkan untuk melindung kepentingan pelaku 

persaingan yang juga merupakan rakyat Amerika Serikat. Jadi mau tidak mau ha1 

tersebut tetap akan memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi rakyat Amerika 

Serikat pada umumnya. 

B. Persaingan Usaha Sehat Sebagai Bentuk Efisiensi 

Undang-Undang Nomor 5 Tahuil 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu perailgkat 

hukum untuk meilunjang kegiatan bisnis yang sehat dalam upaya menghadapi 

sistem ekonomi pasar bebas dengan bergulirnya era globalisasi dunia dan 

demokrasi ekonomi yang diberlakukan di tanah air.I9 selain itu, undang-undang 

-- 
' lbid. 
'' seperti yang juga telah diulas sebelumnya, bahwa semua ini didasarkan pada 

pertimbangan setelah Indonesia menjadi anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) dengan 
diratifikasi UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World 
Trade Organization pada tanggal 2 Nopember 1994 (LN Tahun 1994 Nomor95, TLN Nomor 
3564). 



ini juga mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang 

dapat merugikan kegiatan ekonomi pelaku usaha lain bahkan bagi bangsa dan 

negara ini dalam konteks globalisasi ekonomi. Keberadaan undang-undang anti 

monopoli ini tentu menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah mampu mengatur 

kegiatan bisnis yang sehat dan pengusaha mampu bersaing secara wajar dalam 

melakukan praktek usaha dengan para pesaingnya. 

Semua ini bertujuan untuk mendorong upaya efisiensi, investasi dan 

kemampuan adaptasi ekonomi bangsa dalam I-angka menumbuhkembangkan 

potensi ekonomi rakyat, memperluas peluang usaha di dalam negeri (domestik) 

dan ke~nampuan bersaing dengan produk negara asing memasuki pasar tanah air 

yang terbuka dalam rangka perdagangan bebas tmde). Hal ini sebagaimana 

disebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa tujuan pembentukan 

undang-undang adalah untuk:" 

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif inelalui pengaturan persaingan 

usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 

berusaha yang salna bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan 

pelaku usaha kecil; 

3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha; 

4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

'O Lihat Pasal3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 



Upaya tersebut menjadi penting untuk dilaksanakan, meskipun pada waktu 

bersamaan diharapkan pengusaha nasional mampu untuk bersaing dengan "sehat" 

di pasar-pasar regional dan internasional pada iklim globalisasi ekonomi sebagai 

tata ekonomi dunia b a n 2 '  Pengaturan persaingan bisnis juga bertujuan untuk 

menjamin usaha mikro dan usaha kecil untuk dapat mempunyai keseinpatan yang 

sama dengan usaha menengah dan usaha besar atau konglomerasi dalarn 

perkembangan ekonomi bangsa. 

C. Karakteristik, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Monopoli dan Tujuan 

Hukum Persaingan 

Dalam praktek ekonomi dunia, banyak ditemukan peraturan-peraturan 

yang dimiliki oleh berabagai negara, yang pada intinya adalah sebagai pengaturan 

terhadap larangan praktik kerja sama ataupun persekongkolan yang mengekang 

perdangangan, penetapan harga dan larangan praktik monopoli, larangan kolusi 

bisnis yang dapat merugikan konsumen dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam 

ha1 ini Edy Suandi Hamid dalam bukunya 'Ekonomi Indonesia: Masnlah Dan 

Kebijnlccin Kontenzpovev', mengatakan bahwa keberadaan suatu regulasi dibidang 

ekonomi yang melarang praktik monopoli atau yang mengarah kesana, memang 

" Dalam ha1 ini, Paul R. Kmgman dan Maurice Obstfeld berkomentar bahwa LLEconotnies 
of scale, impe$ect compelition und international trcrde begin with em overview of the concept of 
economies cclncl economics of impelfect con~petition" selengkapnya lihat dalarn Paul R. Krugman 
dan Maurice Obstfeld, ell. 4. International economics, 'theoly nnd policy', (Singapore: I S E ,  
1998), hlm. 121. 



sangat penting. Harus ada upaya optimal terhadap implementasi peraturan 

Oleh karena itu, menurutnya ada beberapa alasan mengapa monopoli atau 

praktik usaha yang mengarah ke sana perlu dihindari, yaitu:'3 

1. Pemanfaatan sumber-sumber ekonomi menjadi tidak ekonomis. Dengan 

hanya satu produsen di pasar, maka monopolis tidak terdorong untuk 

mencari pola produksi yang terbaik atau efisien. Ia beranggapan, 

berapapun harga produk dan bagaimana pun kualitasnya, poduknya tetap 

akan laku dan dibeli konsumen; 

2. Monopolis (pelaku) dapat menekan dan mengeksploitasi k-nsumen, 

misalnya, dengan memproduksi dibawah kapasitasnya. Ini akan 

mengakibatkan kelangkaan penawaran, sehingga harga yang dijual 

menjadi mahal. Berbeda dengan pasar persaingan, dimana produsen akan 

mengoptimalkan produknya pada tingkat harga yailg kompetitif dipasar 

yang bersaing tersebut; 

3. Dapat berkurangya arus investasi untuk masuk kesektor tersebut. Ini dapat 

terjadi karena adanya 'bnf-rier to ently', baik yang diciptakan oleh 

pemerintah atau oleh perusahaan tersebut, sehingga mempersulit atau 

menutup peluang masukn ya investor barn; 

4. Akan mengahambat munculnya inovasi-inovasi barn dalam produk 

tersebut. Akibatnya, produk tersebut menjadi tertinggal dibandingkan 

dengan yang dihasilkan oleh Negara lain. Apabila nantinya pasar tersebut 

'2 Edy Suandi Hamid, Perekonomian Indonesia: 1Uusalah d m  Kebijakan Kontm~por-el-, 
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 200. 

'3 Ibid., hlm. 201-202. 



hams dibuka, sangat mungkin monopolis ini tidak bisa bertahan, dan akan 

gulung tikar; 

5. Adanya ketidak stabilan atas szpply produk tersebut di masyarakat. Hal ini 

tiinbul karena ketersediaan produk tesebut hanya tergantung pada satu 

produsen, sehingga masalah yang muncul secara internal pada perusahaan 

itu akan mengganggu produksi secara nasional; dan 

6. Kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi terhambat. Dari sisi 

konsumen mereka tidak bisa mengkonsumsi lebih banyak dari yang 

seharusnya bisa dikonsumsi seandainya pasarnya adalah bersaing. 

Sementara itu dari sisi prodv.sen, peluang rnereka untuk masuk ke sektor 

tersebut tertutup, sehingga potensi untuk meinperoleh pendapatan juga 

tidak bisa dimanfaatkan. 

Beberapa pendapat lain mengenai ciri-ciri pasar monopoli dapat ditandai 

sebagai be r ik~ t : '~  

1. Industri yang dilakukan oleh satu pelaku usaha saja; 

2. Tidak adanya pengganti barang atau jasa yarlg serupa; 

3. Adanya halangan terhadap pelaku usaha lain; 

4. Dapat inempengaruhi penentuan harga; dan 

5. Tidak diperlukanya promosi iklan terhadap produk yang dihasilkan. 

Hal ini dikarenakan oleh tiga faktor yaitu:25 

1. Pasar monopoli mempunyai produk tertentu yang merupakan kebutuharl 

ban yak pihak; 

--- 

24 Sadono SukirNomor op. cit., hlm. 266-267 
 bid. 



2. Pelaku usaha dalam pasar monopoli pada umumnya dapat menikmati skala 

ekonomi (ekonomies scale) hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi; 

dan 

3. Monopoli sebagai implikasi kebijakan pemerintah. 

Selain itu, Peter Asch memberikan uraian tentang karakteristik suatu pasar 

yang dapat dikatakan kompetitif. 

The economic's bencmark in discztssion of mar~ket behavior is pure, 
or perfect, competition. A perfectly competitive market is one that is 
characterized by: 26 

I .  many firms. The number of firms is sz!fficiently lcrrge, and each 
indivicizraljirm is sz!ficiently small, that none ccrn perceptibly affect 
market price by varying its otrtpzrt. 

2. homogeneozrs prod~rcts. The prodzizlcts offered by Jirms are 
identical, not only in physical characteristics bzrt also in the minds 
of conszlmers. That is, conszrmers have no preference whatever for 
the prodzrct of one seller over that of crny other. 

3. free entry and exit. There are no zrnusual or art[ficial barriers that 
might deter firms from entering or leaving the market in the long 
rzln. 

4. perfect knowledge. No participants in the market can be exploited 
becazrse of ignorance. 

5. independence. Firms make decisions individrally, that is, withozlt 
collzlsion. 

Sejalan dengan uraian di atas, Hikmahanto Juwana menainbahkan bahwa 

struktur pasar yang monopolistis di Iildonesia pantas untuk dieliminir sebagai 

salah satu upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Hal inilah yang 

dinilai mendorong kemunculan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dail Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, 

?G Peter Asch, Ind~~strial  Oi-ganizntion and Antiti-ust Policy, (John Wiley and Son: New 
York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1982), hlm. 9. 



sebagai negara yang sedang meiluju proses industrialisasi yang memiliki tujuan 

antara lain; 27 

1. Agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup; 

2. Agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup; 

3. Agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. 

Maka dari itu dengan tidak adanya peraturan yang mengatur tentang praktik 

persaingan usaha tidak sehat tentu tidak dapat dihindarkan pula praktik monopoli, 

oligapoli, penetapan harga dan praktik-praktik usaha tidak sehat lain yang 

mengarah kesana. 

D. Persaingan Usaha Tidak Sehat di Beberapa Negara 

Mengutip dari pendapat beberapa pakar, Faisal Basri memberikan catatan 

dalam bukunya bahwa perkembangan hukum persaiangan di dunia sejatinya 

sudah ada sejak dunia mengenal hukum dalam mengatur pelaku usaha, meskipun 

dalam bentuk tidak tertulis dan bar-  bersifat parsial.2s Di masa datangnya agarna 

Islam kemudian diikutinya periode kodifikasi Kitab Suci Al-Qur'an, maka dapat 

ditetnukan pula beberapa ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut 

yang substansinya menyinggung perihal hukurn persaingan ~ s a h a . ' ~  

Perkembangan pembahasan mengenai hukuin persaingan usaha masih terus 

dilakukan oleh beberapa kalangan Islam, bahkan hingga saat ini. 

27 Hikmahanto Juwana, op., cit, hlrn. 6 8 .  
1s Faisal Basri, Perekonomian Indonesia: Tuntungan ~lan Harcpc~n bugi Kebnngkitan 

Indonesia. (Jakarta; Erlangga, 2002), hlrn. 340 
'9 ~bicl. 



Ayat-ayat yang dimaksud misalnya "hasil dari zlsaha manzlsin tidak boleh 

ditimbun, tnnpa dimanfaatkan untzlk kepentingan sesama rnantrsia" (Q.S. 9:34).30 

Ayat lain yang menyatakan perihal serupa yaitu, "se,onla zlsaha tidak boleh 

dilakzrkan dengan cara yang bathil atatl czlrang antara lain dengan penipuan" 

(Q.S. 6: 152), "melanggar janji ntazr sz~mpah" (Q.S. 16:94), "mencuri" (Q.S. 5:3), 

atau "melakukan perbz~atan-perbuatan lain yang bertujuan mengambil hak orang 

lain tanpa izin, di luar pengetahuan dcrn kemampz~nn yang be~-hak".~' 

Dalam praktek ekonomi dunia, banyak ditemukan peraturan-peraturan 

yang dimiliki oleh berabagai negara, yang pada intinya adalah sebagai pengaturan 

terhadap larangan praktik kerja sama ataupun persekongkolan yang mercrekang 

perdangangan, penetapan harga dan larangan praktik monopoli, larangan kolusi 

bisnis dan lainya yang dapat merugikan konsumen dan ekonomi secara 

keseluruhan. Hal tersebut disebabkan tidak lain karena keberadaan suatu regulasi 

dibidang ekonomi yang melarang praktik monopoli atau yang mengarah kesana, 

memang sangat penting, sehingga hams ada upaya optimal terhadap implementasi 

regulasi t e r ~ e b u t . ~ ~  

Atas dasar alasan tersebutlah yang kemudian menjadi catatan sejarah 

dunia dalam memotivasi negara-negara untuk membentuk hukum nasional 

mengenai persaingan usaha yang khusus dan komprehensif. Arnerika Serikat 

30 Dalam bahasa Arab, menirnbun yang identik karena ingin memonopoli disebut dengan 
ikhtikar. Ihtikar artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berhirang, lalu 
harganya naik. Hal ini didasarkan atas hadist Nabi Muhammad dalam shahih Muslim hadits nomor 
1605 dengan redaksi sebagai berikut: 

,&& 2 & p3 + a\ & $1 a+-> 26 JE 10- z- A, 3 2 .. -... 
Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bah\,va Ma'nlnr, icr berkcm, Rc~s~tl~rllnh scml be~:sc~bdcl, 
'Barangsiapa menim bun barmg, maka ia ber~losa ', " (HR lkf~lslim) 

3' Faisal Basri. op., cit. Sebagaimana dikutip dari Mohammad Daud Ali dalam bukunya 
Sistem Ekonomi Islam: Zcrkat dan Wakaf: 

32 Edy Suandi Hamid, op., cit. hlm. 200. 



memulai dengan menerbitkan Sherman Act pada tahun 1 Upaya Amerika 

Serikat dalain menyusun hukum persaingan agar lebih komprehensif kemudian 

disusul oleh beberapa negara lain seperti Jerman, Jepang, Inggris dan Perancis. 

Model sistem hukurn Arnerika dan Jerman adalah model hukum yailg paling 

banyak diadopsi oleh negara-negara lain, yang akan penulis urai dalam sub 

bahasan di bawah ini.3" 

1. Amerika Serikat 

Pada mula perkembanganya, berbagai nama telah diberikan terhadap 

aturan hukum yang menjadi dasar ter-2lenggaranya persaingan usaha yang sehat 

di Amerika Serikat. Pada tahun 1880, atas inisiatif senator John Sherman dari 

partai Republik, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang dengan 

judul "Act to Protect Trade and Commerce Agclints Unlclwftrl Restraints and 

Monopolies", yang lebih dikenal dengan Sherman Act disesuaikan dengan nama 

penggagasnya. Akan tetapi, di kemudian hari muncul serangkaian aturan 

perundang-undangan sebagai perubahan atau tamballan untuk memperkuat aturan 

hukum s e b e ~ u m n ~ a . ~ ~  

Kelompok aturan pemndang-undangan sebagai bentuk perkembangan 

hukum persaingan di Amerika Serikat tersebut diberi nama "Antitl-zrst Law", 

karena pada awalnya aturan hukum tersebut ditujukan untuk mencegah 

pengelompokan kekuatan industri-industri yang membentuk "rrzrst" untuk 

33 Di wilayah ASEAN, salah satu negara yang lebih dahulu lnemiliki regulasi mengenai 
persaingan usaha sehat sebelum Indonesia adalah Thailand yaitu perundang-undangan tentang 
penetapan harga dan anti monopoli (1979). 

34 Faisal Basri, op. cit, hlm. 341. 
35 Andi Fahrni Lubis, et., al., op., cit., hlm. 4. 



memonopoli komoditi-komoditi strategis dan menyingkirkan para pesaing lain 

yang tidak tergabung dalam trust tersebut. Antitrzist Law tel-bukti dapat mencegah 

pernusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok perusahaan sehingga 

perekonomian lebih tersebar, membuka kesempatan usaha bagi para pendatang 

baru, serta mernberikan perlindungan hukum bagi terseIenggaranya proses 

persaingan yang berorientasi pada mekanisme pasar.36 

2. Jerman 

Sejak tahun 1909 Jerman sudah meiniliki Gesetz gegen Unlauteren 

Wnttbewerb (UWG) (Undang-undang Melawan Persaingan Tidak Sehat). Pasca 

Perang Dunia 11, terpecahnya Jerman menjadi Jerman Barat dan Timur 

mempengaruhi aturan hukum di bidang persaingan usaha, karena Jerrnan Timur 

sebagai Negara komunis, semua kegiatan ekonomi diatur oleh Negara secara 

terpusat. Sebaliknya Jerman Barat di bawah Menteri Ekonoini Federal, Ludwig 

Erhard menerapkan sistem ekonomi sosialisnle yang berorientasi pasar dan 

metvajibkan Negara ~nemberikan jaminan terhadap kebebasan pasar melalui 

aturan hukum. Parlemen menyetujui diundangkannya Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschraenk~ingen (GWB) (Undang-Undang Perlindungan 

Persaingan) atas dasar latar belakang tersebut. Dengan bersatunya kembali dua 

Jerman maka kedua undang-undang tersebut berlaku di seluruh ~ e r m a n . ~ ~  

Seiring terjadinya praktek kartel pasar yang sudah terjadi sejak lama di 

Jennan. Memburuknya hubungan ekono~ni setelah kekalahan perang dunia dan 

36 Ibid. 
37 Ibid., hlm. 5. 



adanya tekanan dari publik, pembuat undang-undang pada tahun 1923 akhirnya 

mengarnbil inisitif mengundangkan Peraturan Kartel Tahun 1923. Peraturan 

Kartel tersebut inengatur larangan penyalahgunaan, tetapi pada waktu itu praktis 

tidak berpengaruh, karena kenyataannya hanya sedikit kasus-kasus kartel yang 

dihadapkan dengan Peraturan Kartel 1923 .38  

Bahkan hasilnya Peraturan Kartel tersebut melalui legalisasi kartel dan 

legalisasi pemaksaan organisasi melawan pihak luar gerakan kartel di Jerman 

tidak dapat dihentikan, tetapi sebaliknya semakin dituntut melakukan kartelisasi. 

Organisasi ekonomi Jerman dalam melakukan kartel secara terpaksa berdasarkan 

Undang-undang Kartel Paksa Tahun 1933 (&s Zwnngslinrtellgesetz von 1933). 

Para Negara sekutu baru pada tahun 1947 memperkenalkan Undang-undang 

dekartelisasi di Jerrnan. Konsekuensi pelaksanaannya adalah kartelisasi tidak 

tejadi lagi, karena diperkenalkan iklim usaha yang baru. Sejak tahun 1950 

Pemeriiltah Federal Jerman berusaha menghilangkan undang-undang dekartelisasi 

Negara sekutu melalui Undanguildang Kartel Jerman dimana titik poinnya 

terdapat larangan kartelisasi dan peilgawasan merger dan akuisisi. Baru pada 

tahun 1957 Gesetz gegen WettbewerbsbeschraengIcz~ng (Undang-undang Anti 

Hambatan Persaingan Usaha) bei-hasil diundangkan dan dinyatakan mulai berlaku 

sejak tanggal 1 Januari 1958. Dan undang-undang ini sejak diundangkan sampai 

sekarang sudah diainandemen tujuh kali dan telah dilakukan harmonisasi dei~gan 

hukum persaingan usaha Uni ~ r o ~ a . ~ ~  

" Ibid. 
39  bid., hlrn. 5-6. 



E. Persaingan Usaha di Indonesia 

Di masa pemerintahan orde baru, penyelenggaraan ekonomi nasional 

dipandang cenderung mendukung pola persaingan usaha yang monopolistik. Pada 

saat itu, para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaail banyak mendapatkan 

ke~nudahan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Konglomerasi dan 

kelompok pengusaha kuat tanpa semangat kewirausahaan sejati, menjadi faktor 

menonjol yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi tidak h a t  dan tidak 

mampu bersa i r~~ .~ '  

Di Indonesia sendiri, terdapatnya regulasi yang mengatur khusus 

mengenai persaingan usaha Sam muncul tahun 1999 melalui Undang-U-dang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. Undang-undang tersebut diberlakukan efektif baru pada tahun 2000. 

Selain sebagai tuntutan kebutuhan nasional, hukum persaingan di Indonesia tentu 

dibutuhkan juga sebagai bentuk hubungan ekonomi antarbangsa. Hal tersebut 

sekaligus sebagai konsekwensi dari - bergabungnya Indonesia di Organisasi 

Perdagangan Dunia (wTo).~' 

Krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997-1998. Dalam upaya 

pemulihannya, salah satu semangat yang inuncul adalah menciptakan 

pembangunan ekonomi yang diarahkan kepada tenvujudnya kesejahteraan rakyat 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan sesuai dengan komitmen Indonesia 

40 Chairul Saleh, Sebuah Pernikiran terhrfclcrp Pernt~llnn Pel-~ln~irmg-Un~i~~ngc~n Mengenai 
Kornisi Pengawas Persaingan Usaha (mpu), dalam 
htto://hukum.kompasiana.com/20 1210312~pemikiran-terhadap-peraturan-perundanc- 
u n d a n g a n - m e n g e n a i - k o m i s i - u e n a a w a s - p e r s a i ,  diposting pada 20 Maret 201 2. 

41  Lihat dalam h~://re~osito~.usu.ac.id~bitstream/l23456789/29351/3/Chapter%20II.pdf, 
diakses pada 18 Nopember 201 2. 



terhadap perjanjian in te rnas i~na l .~~  Reformasi ekonomi yang dilakukan meliputi 

penataan dan pengaturan kembali atas kegiatan ekonomi domestik dengan 

mengubah iklim ekonomi biaya tinggi menjadi iklim ekonomi yang lebih sehat, 

terbuka, kompetitif, efektif dan efisien. Atas dasar semangat tersebut, kemudian 

pemerintah mengambil langkah konkrit dengan menetapkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak ~ e h a t . ~ ~  

Lahinlya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah dalam rangka 

menganunggalangi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam 

kegiatan perekonomian di Indonesia. Serdasarkan Pasal 1 ayat 1, Monopoli 

adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas 

penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku 

usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasarai~ atas barang 

dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan 

dapat merugikan kepentingan umum. 

41 Sebagaimana diketahui bahtva Indonesia telah meratifikasi pengesahan Organisasi 
Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang salah satu bentuk 
kesepakatanya adalah GATS (Geneml Agreement on fi-ancle and Services). Pada dasarnya setiap 
orang yang bemsaha di Indonesia hams berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, 
sehingga tidak inenimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, 
dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia 
terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Namun pada faktanya di lapangan, para pengusaha 
yang dekat dengan elit kekuasaan justru mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan 
sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil 
pengusaha kuat yang tidak didukung ole11 semangat kewirausahaan sejati menipakan salah satu 
faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak lllampu bersaing. 
Ibid. 

43 Ibid. 



Sedangkan ruang lingkup dari Undang-Undang Tersebut berupa tindakan- 

tindakan yang berhubungan dengan pasar yang perlu diatur oleh hukum 

antimonopoli ysng sekaligus merupakan ruang lingkup dari hukum anti monopoli 

tersebut adalah perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan 

posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (WPU), tata cara 

penanganan perkara; dan sanksi-sanksi.14 Namun dalam bab ini ruang lingkup 

yang akan diurai hanya terkait dengan larangan terhadap perjanjian yang dilarang, 

kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. 

. ! . Perjanjian Yang Dilarang 

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, dalam bab 111 terdapat 10 

(sepuluh) jenis perjanjian yang dilarang, yaitu: 

a. 0 1 i ~ o ~ o l i ~ ~  

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk 

secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga 

atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaail produksi dan 

atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (I),  

apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 

n~enguasai lebih dari 75% (tujuh puluh liina persen) pangsa pasar satu 

jenis barang atau jasa tertentu. 

'$4 Munir Fuady, H~~kurn anti MOIZOPOII, Menyongsong Err1 Pel-scli~gc~n Sehat, (Bandung: 
P.T. Aditya Bakti, 1999), hlm. 10. 

45 Lillat Pasal4 Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1999. 



b. Penetapan ~ a r ~ a ~ ~  

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa 

yang hams dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar 

bersangkutan yang sarna. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

tidak berlaku bagi: 

1) suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau 

2) suatu pe rjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. 

c. Pembagian wilayah4' 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau 

alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan 

te jadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

d. ~ e m b o i k o t a n ~ ~  

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 

pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan 

usaha yang saina, baik untuk tujuan pasar dalarn negeri maupun pasar luar 

negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari 

pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: 

1) merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; 

atau 

46 Pasal5,6,7 dan 8. 
47 Pasal9. 
" Pasal 10. 



2) membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap 

barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan. 

e.  arte el^^ 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 

pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur 

produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat. 

f.  rust" 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain u-tuk 

melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau 

perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan 

kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan 

anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau 

pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 

bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau 

penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau 

jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 



h. Integrasi ~ e r t i k a l ~ ~  

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 

bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam 

rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap 

rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik 

dalarn satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau 

merugikan masyarakat. 

i. Perjanjian ~ e r t u t u ~ ~ ~  

Pelaku usaha dilarang membuat 1-erjanjian dengan pelaku usaha lain yang 

memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa 

hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa 

tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada teinpat tertentu. 

j. Perjanjian Dengan Pihak Luar ~ e ~ e r i ' "  

- Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri 

yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau pel-saingan usaha tidak sehat. 

2. Tindakan Yang Dilarang 

Kegiatan-kegiatan tertentu yang berda~npak tidak baik untuk persaingan 

pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

j2 Pasal 14. 
53 Pasal 15. 
54 Pasal 16. 



Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu 

kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktek monopoli dimaksudkan untuk 

pelnusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan 

atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan 

dapat merugikan kepentingan umum. 

b. ~ o n o ~ s o n i ; ~ ~  

Pelaku usaha dilarang ~nenguasai penerimaan pasokan atau menjadi 

pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

yang tidak sehat. 

c. Penguasaan pasar;57 

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri 

maupun bersarna pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha ticiak sehat. Tindakan yang 

dikategorikan seperti pren'nto y pricing dan sebagainya. 

d. ~ersekongkolan.~~ 

Larangan ini berkaitan dengan tender. Bahwa pelaku usaha dilarang 

bersekongkol dengan pihak lain untuk ~nengatur dan atau ~nenentukan 

55  Pasal 17. 
j6 Pasal 18. 
57 Pasal 19,20 dan 21. 
js Pasal22,23 dan 24. 



pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat. 

3. Penyalahgunaan Posisi Dominan 

Dari berbagai tinjauan di atas, diantara yang dapat menyebabkan praktek 

persaingan usaha tidak sehat adalah dominasi pelaku usaha tertentu. Undang- 

Undang Nomor 5  Tahun 1999 dalam pasal 1 huruf e memberikan definisi yang 

dimaksud dengan posisi dominan. Bahwa posisi dominan adalah keadaan di mana 

pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam 

kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasais9, atau pelaku usaha mempunyai posisi 

tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan 

kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta 

kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau perrnintaan barang atau jasa 

tertentu. 

Dalam Pasal 25 ayat ( 2 )  undang-undang tersebut memberikan kriteria 

terhadap pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau 

lebih pangsa pasar satu jenis barangjasa tertentu; atau 

59 Dalam ha1 pangsa pasar, A. M. Tri Anggraini menilai bahwa pengaturan pangsa pasar 
yang terdapat dalam pasal 17 dan 25 merupakan ha1 yang tidak biasa sehingga memiliki 
kelemahan. Batas tersebut biasanya hanya merupakan asumsi saja, misalnya sebesar sepertiga atau 
kira-kira 30% seperti yang ada di Jerman, diasumsikan 50% di Uni Eropa atau mendekati 66% di 
Amerika Serikat. Oleh karena itu dibutuhkan parameter-parameter lain untuk menentukan posisi 
pasar dominan yaitu dengan pendekatan r ~ d e  of reason. A. M .  Tri Anggraini, Larangan Praktek 
Monopoli don Persaingnn Tidcllc Sehnt: Perse Illegal atacr Rule of Reason. (Jakarta; Program 
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 402. 



b) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok usaha inenguasai 7 5 %  atau 

lebih pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu. 

Penyalahgunaan Posisi Dominan langsung maupun tidak langsung 

merupakan praktek kepemilikan usaha yang dilarang. Hal ini dikarenakan akan 

menimbulkan potensi bagi pelaku usaha dalam menetapkan syarat-syarat 

perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau lnenghalangi konsumen 

memperoleh barangljasa yang bersaing dalam harga dan kualitas; Membatasi 

pasar dan perkembangan teknologi; dan Mengharnbat pelaku usaha lain yang 

berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 2 5  ayat (1). Dari dampak praktek persaingan usaha tiJak 

sehat yang penulis uraikan dari beberapa pakar ekonomi dan peraturan perundang- 

undangan tersebut, maka kiranya cukup memberikan kata sepakat bahwa praktek 

ini hanya menguntungkan satu pihak yaitu pelaku tunggal, dan merugikan pihak 

lain. 

Posisi dominan di pasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaiang Usaha 

Tidak Sehat meliputi:60 Pencegahan konsuinen untuk memperoleh barang 

danlatau jasa yang bersaing; Pembatasan pasar dan perkembangan teknologi; 

Menghambat yesaing untuk bisa masuk pasar; Jabatan rangkap; Pemilikan saham; 

serta Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi. Meskipun memiliki perbedaan, namun 

pada intinya, larangan terhadap tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak 

- 
60 Lihat pasal25, 26, 27, 28 dan 29. 



sehat di Indonesia pada garis besarnya dilakukan dengan memakai teori dan 

doktrin hukum yang berlaku hampir di setiap negara. 



BAB 111 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPELABUHAN 

A. Defrnisi Pelabuhan 

Dalam ketentuan umumnya, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan diberi pengertian sebagai ternpat yang 

terdiri atas daratan dadatau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 

kegiatan pemerintahan dan kegiatan usaha yang dipergunakan sebagai tempat 

kapal bersandar, naik turun penumpang, danlatau bongkar muat barang, berupa 

terminal dan tempat herlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 

dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Berdasarkan klasifikasinya, 

Pelabuhan dikelompokan kedalam tiga kelompok yaitu pelabuhan utama, 

pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan. Masing-masing pelabuhan 

tersebut memiliki fungsi dan peruntukan yang ditentukan. 

Pasal 1 angka 4 memberi definisi bahwa: 

"Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang hngsi pokoknya melayani 
kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan 
laut dalam negeri dan intemasional dalam jumlah besar, dan sebagai 
tempat asal tujuan penulnpang dadatau barang, serta angkutan 
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi". 

Pasal 1 angka 5 memberi pengertian pelabuhan pengumpul yaitu: 

"Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya lnelayani 
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri 
dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang 
dadatau barang, serta angkutan penyeberangail dengan jangkauan 
pelayanan antarprovinsi". 



Pasal 1 angka 6 pengertian pelabuhan pengumpan yaitu: 

"Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 
kegiatan angkutan laut dalam negeii, alih muat angkutan laut dalam negeri 
dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan 
pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang 
dadatau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan 
pelayanan dalam provinsi". 

Pelabuhan adalah suatu kawasan yang mempunyai infrastruktur (sarana 

dan prasarana) dalam menunjang kegiatan operasional. Infrastruktur tersebut 

merupakan fasilitas yang hams ada pada suatu pelabuhan untuk mendukung 

operasional atau usaha pelabuhan. lnfrastrutur atau fasilitas pelabuhan terdiri atas 

fasilitas pokok (sarana) dan fasilitas penunjang (prasarana). Pembagian ini 

berdasarkan atas kepentingan terhadap kegiatan pelabuhan itu sendiri.' 

Masalah kepelabuhan adalah hal-ha1 yang menyangkut hubungan antara 

kapal, muatan dan jasa pelabuhan. Kapal memerlukan tempat bersandar di 

dermaga dan memerlukan berbagai pelayanan selama di pelabuhan. Muatan 

memerlukan jasa terminal di pelabuhan dalam proses peralihan dari kapal ke 

angkutan darat. Pelabuhan menyediakan jasa-jasa bagi kapal dan inuatail agar 

tidak terjadi hambatan dalam pelayaran kapal dan arus barang serta arus 

penumpang. Dalam memberikan jasa-jasa pelabuhan, maka pelabuhan memiliki 

prasarana, yaitu: dermaga, terminal, gudang, lapangan penimbunan, navigasi dan 

telekomunikasi, peralatan bongkar muat, dan perkantoran.' 

M. Yamin Jinca, Trcrnsportnsi taut Zn~loite.~ic~;Anc~ljsis Sistenz clcm Studi Knsus, Cetakan 
Pertama (Surabaya: Brilian Internasional, 201 I), hlm. 36. 

* M. Nur Nasution, Mannjemen Transportasi, Cetakan Kedua (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
2004), hIm. 226. 



B. Peran Pelabuhan dan Aktivitas Pelayaran bagi Perekonornian Negara 

Pelabuhan merupakan suatu unit transportasi dan unit ekonomi yang 

berperan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perdagangan atau 

perekonomian. Kegiatan di dalamnya terdiri atas kegiatan penyimpanan, 

distribusi, pemrosesan, pemasaran dan lain-lain.3 Pengertian pelabuhan yang 

sekaligus juga mencerminkan fungsi pelabuhan sebagai interface, link (mata 

rantai) transportasi dan pelabuhan sebagai gateway, dan pelabuhan sebagai 

industry entity. Peranan pelabuhan rneliputi sebagai b e r i k ~ t : ~  

1. Untuk melayani kebutuhan perdagangan internasional dari daerah 

(hinterland) di mana pelabuhan tersebut berada; 

2. Membantu berputamya roda perdagangan dan pengembangan industri 

regional; 

3. Menampung pangsa pasar yang makin meningkat dari lalu lintas (traf$c) 

intemasional, baik transhipment maupun barang (inland routing); 

4. Menyediakan fasilitas transit untuk daerah belakang (hinterland) atau 

daerahlnegara tetangga. 

Pada dasai-nya fungsi utama dan pelabuhan laut adalah fungsi perpindahan 

muatan dan fungsi industri. Namun ha1 tersebut memang tidak terlepas dari 

tinjauan aspek ekonomi bahwa pelabuhan laut merupakan perusahaan dalam 

sistem ekonomi. Fungsi tersebut melibatkan beberapa pihak sebagai staicehol~er.~ 

Narnun menurut kepentinganya, fungsi pelabuhan menurut pandangan pihak- 

-- 

Ibid. 
Ibid. 
Pihak-pihak yang terlibat tersebut antara lain; pengusaha pelabuhan selaku operator, 

pemilik kapal, pengirim barang selaku pemakai jasa pelabuhan dan pemerintah. 



pihak tersebut berbeda-beda. Fungsi pelabuhan bagi pemiliki kapal adalah 

pelayanan kapal selama di pelabuhan se-efisien mungkin, sehingga waktu 

kegiatan kapal dapat dipercepat. Bagi pengirim barang, fungsi pelabuhan 

dikehendaki agar barang keluar dan masuk pelabuhan dengan lancar sehingga 

dapat menekan biaya serendah mungkin, sedangkan bagi pemerintah, b g s i  

pelabuhan adalah kelancaran arus barang untuk mendapatkan manfaat sosial 

semaksimal m ~ n ~ k i n . ~  

Oleh karena itu, suatu pelabuhan yang dikelola dengan efisien yang 

dilengkapi dengan fasilitas yang memadai (stlfJicient) akan membawa keuntungan 

dan dampak positif bagi perdagangan dan perindustrian clvi hinterland di mana 

pelabuhan tersebut berada. Sebaliknya, perdagangan yang lancar dan 

perindustrian yang tumbuh dan berkembang, membutuhkan jasa pelabuhan yang 

makin meningkat yang juga akan mengakibatkan perkembangan pelabuhan. J.A 

Raven menjelaskan peranail pelabuhan bagi negara-negara yang sedang 

berkembang yaitu, '?Becatise ports play such a catalytic role in economic 

expansion Jind thnt many developing centres, where ports are able to ,ftlction 

freely and ejficiency have made particularly rclpid progr-ess. Typical exanzples care 

Singapore, Hongkong, Taiwan and South ~ o r e a " . ~  

C. Sejarah dan Kondisi Pelabuhan di Indonesia Dewasa Ini 

1. Sejarah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) I, 11,111 dan IV 

6 M. Yamin Jinca, op., cit., hlm. 107-1 08. 
J.A Raven sebagaimana dikutip oleh M. Nur Nasution, loc., cit. 



Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya 

adalah perairan dan terletak pada lokasi yang strategs karena berada di 

persilangan rute perdagangan dunia. Peran pelabuhan dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan di wilayah ini 

sangat besar. Oleh karenanya pelabuhan menjadi faktor penting bagi pemerintah 

dalarn menjalankan roda perekonomian negara. Sejak tahun 1960 pengelolaan 

pelabuhan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah melalui Perusahaan Negara 

(PN) I sampai dengan VIII. Kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 1964 

aspek operasional Pelabuhan dikoordinasikan oleh leinbaga pemerintah yang 

disebut Port Authorit;. . sedangkan aspek komersial tetap di bawah pengelolaan 

PN Pelabuhan I sampai dengan ~111.' 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 1 Tahun 1969, 

pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan 

(BPP). Pada tahun 1983, BPP diubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) 

Pelabuhan yang hanya mengelola pelabuhan umum yang diusahakan, sedangkan 

pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. PERUM Pelabuhan 

dibagi menjadi 4 wilayah operasi yang dibeiltuk berdasarkan Peraturail 

Pemerintah Nomor 15 tahun 1983. Status PERUM ini kemudian diubah lagi 

menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I sampai IV pada tahun 1991 sainpai 

saat ini.9 

Lihat dalam h t t p : / / i d . w ~ l n d o n e s i a h ,  diakses pada 
20 Nopember 2012 

lbid. Lihat juga dalam htt~://www.ina~ortl.co.id~, l~tt~:/lwww.in&esiaport.co.id/, 
http://www.pv3.co.id dan http://www.pelabuhan4.co.id/ 
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Gambar 3.1. Sejarah Pelabuhan Indonesia 
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Hingga saat ini, di Nusantara setidaknya terdapat 336 pelabuhan besar dan I I 

I 

kecil yang terdiri dari 51 pelabuhan laut; 38 pelabuhan pantai yang terbuka untuk 

ekspor-impor; 164 pelabuhan pantai umum; 67 pelabuhan pantai khusus; 16 

pelabullan khusus. Dari pelabuhan-pelabuhan tersebut hanya 87 pelabuhan yang 

dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia I, 11, I11 dan IVY yang dibedakan atas kelas 

pelabuhan, yaitu kelas I sebanyak 4 pelabuhan, kelas I1 sebanyak 15 pelabuhan, 

kelas 111 sebanyak 21 pelabuhsn, kelas IV sebanyak 31 pelabuhan dan kelas V 

sebanyak 16 pelabuhan. l o  

2. Kegiatan Usaha di Pelabuhan 

'O PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I merniliki 10 pelabuhan, Pelindo TI 19 pelabuhan, 
Pelindo 111 28 pelabuhan, dan Pelindo IV 21 pelabuhan. Diantara sekian banyak pelabuhan 
tersebut hanya beberapa yang memiliki fasilitas modem dan lengkap yaitu pelabuhan Belawan 
dikelola Pelindo I, Tanjung Priok oleh Pelindo 11, Tanjung Perak Pelindo 111 dan Pelindo IV 
Pelabuhan Makassar. Lihat dalam M. Nur Nasution, Op., Cit., hlm. 227. 



Untuk mencapai maksud dan tujuan, PT Pelabuhan Indonesia dapat 

melaksanakan kegiatan usaha utama sesuai Anggaran Dasar Perusahaan sebagai 

berikut: ' ' 
a. Penyedia dadatau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk 

lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal; 

b. Penyedia dadatau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan 

pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal; 

c. Penyedia dadatau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, 

bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering (general cargo), dan 

kendaraaan; 

d. Penyedia dadatau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah 

kering, multi purpose, penumpang, pelayaran rakyat dan Ro-Ro; 

e. Penyedia dadatau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan 

dan tangkihempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat 

bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; 

f. Penyedia dadatau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan 

lapaiigan, industri dan gedung-gedunglbangunan yang berhubungan 

dengan kepentingan kelancaran angkutan inulti moda; 

g. Penyedia danlatau pelayanan listrik, air minum, dan instalasi limbah serta 

peinbuangan sampah; 

h. Penyedia dadatau pelayanan jasa pengisian bahan bakar minyak untuk 

kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan; 

I' Dirangkum dari buku company profile PT. Pelabuhan Indonesia, I, 11, I11 dan IV atau 
dapat dilihat di situs-situs resminya yaitu, htt~:liwww.inaportl.co.id/, 
http:/lwww.indonesiaport.co.id!, http:/l~vww.pp3 .co.id dan ~/www.pelabuhan4.co.id!.  



i. Penyedia dadatau pelayanan kegiatan konsilidasi dan distribusi barang 

termasuk hewan; 

j. Penyedia dadatau pelayanan jasa konsultansi, pendidikan dan pelatihan 

yang berkaitan dengan kepelabuhanan; 

k. Pengusahaan dan pelayanan depo peti kemas dan perbaikan, cleaning, 

fbmigasi, serta pelayanan logistik; 

Selain kegiatan utama di atas, PT Pelabuhan Indonesia dapat melakukan 

kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan dan 

dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan 

meliputi : 

a. Jasa angkutan; 

b. Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan; 

c. Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhanan; 

d. Jasa pelayanan alih muat dari kapal (Slzip to Ship Transfer) terrnasuk jasa 

ilcutan lainnya; - 

e. Propei-ti di luar kegiatan utama kepelabuhanan; 

f. Fasilitas pariwisata dan perhotelan; 

g. Jasa konsultan dan surveyor kepelabuhanan; 

h. Jasa komunikasi dan informasi; 

i. Jasa konstruksi kepelabuhanan; 

j. Jasa fomardingiekpedisi; 

k. Jasa kesehatan; 

1. Perbekalan dan catering; 



m. Tempat tunggu kendaraan bermotor dan shuttle bus; 

n. Jasa penyelaman (salvage); 

o. Jasa tally; 

p. Jasa pas pelabuhan; 

q. Jasa timbangan. 

Selain jenis-jenis usaha tersebut, PT. Pelabuhan Indonesia juga memiliki 

anak perusahaan untuk memperluas jaringan usahanya. Beberapa anak perusahaan 

dari PT. Pelabuhan Indonesia I1 seperti Jakarta International Container Terminal 

(JICT), PT. Pelabuhan Indonesia I11 memiliki anak perusahaan Berlian Jasa 

Terminal Indonesia (BTTI) dan lain-lain. Beberapa praktik usaha di atas selain 

dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia juga dilakukan oleh perusahaan lain yang 

bergerak di masing-masing jasa tersebut. 

3. Organ-Organ di Pelabuhan 

a. Pemerintah 

Dalam kategori dikomersialisasikan dan tidaknya, pelabuhan dibedakan 

kedalam dua jenis pelabuhan yaitu pelabuhan yang diusahakan secara ko~nersil 

dan yang belum diusahakan secara komersil. Di dalamnya terdapat lembaga 

pengelola yang berbeda. Dalam Peraturan Pemerintah lVomor 61 Tahun 2009 

tentang Kepelabuhan, bahwa Penyelenggara pelabuhan terdiri Otoritas Pelabuhan 

(OP) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, dan Unit Penyelenggara 

Pelabuhan (UPP) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 



Otoritas Pelabuhan merupakan lembaga pemerintah di Pelabuhan sebagai 

otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Sedangkan Unit 

Penyelenggara Pelabuhan merupakan Lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai 

otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan 

kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk 

pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.I2 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 Tahun 2009 bahwa Otoritas Pelabuhan (POI-t 

Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang 

melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan 

kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. OP memiliki fungsi pengaturan 

dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan 

kepelabuhanan.I3 OP merupakan Wakil Pemerintah dalain memberikan konsesi 

atau bentuk lainnya kepada BUP untuk melakukan kegiatan pengusahaan di 

pelabuhan yang dituangkan dalam perj anjian. '' 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008': memberikan ketentuan 

inengenai tugas dan wewenang OP. Adapun ketentuan inengenai tugas OP 

sebagai berikut: 

1 )  Menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan; 

" Peraturan Pernerintah Nomor 61 Tahun 2009 Pasal38 (2). 
l 3  Pasa138 (1). 
14 Pasa18 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. 
l 5  Pasal 83. 



2) Menyediakan dan memelihara penahan gelombailg (Break Water), kolam 

pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan j alan; 

3) Menyediakan dan memelihara SBNP; 

4) Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan; 

5 )  Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan; 

6) Menyusun RIP, DLKr dan DLKp pelabuhan; 

7) Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, dan fasilitas yang disediakan 

oleh pemerintah serta jasa kepelabuhanai~ yang diselenggarakan oleh OP 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

8) Menjamin kelancaran arus barang. 

Sedangkan mengenai wewenang OP sebagaimana diatur dalam Undang- 

Undang Nornor 17 Tahun 2008 l6 adalah sebagai berikut: 

1) Mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan 

pelabuhan; 

2) Mengawasi penggunaan DLKr dan DLKp pelabuhan; - 

3) Mengatur lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan 

kapal; 

4) Menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 inewajibkan Otoritas 

Pelabuhan untuk:I7 

1) Menyusun SISPRO pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman 

yang ditetapkan oleh Menteri. 



2) Memelihara kelancaran dan keteitiban pelayanan kapal dan barailg serta 

kegiatan pihak lain sesuai SISPRO pelayanan jasa kepelabuhanan yang 

telah ditetapkan. 

3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang. 

4) Menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu untuk 

kelancaran arus barang. 

5 )  Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran arus 

barang. 

Secara administratif, Otoritas Pelabuhan memiliki pembagian pengaturan 

yang terbagi atas empat wilayah sebagai berikut: 

- Tabel 3.1. Pembagian Wilayah Keda Otoritas Pelabuhan 

( 1. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 1 1. Provinsi DKI Jakarta I 
' 2. Provinsi sumatera Utara 

3. Provinsi Riau 
4. Provinsi Kepulauan Riau 
5. Provinsi Suniatra Barat 
6. Provinsi Jambi 

2. Provinsi Lampung 
3. Provinsi Sumatera Selatan 
4. Provinsi Bengkulu 
5. Provinsi Bangka Belitung 
6. Provinsi Banten 
7. Provinsi Jawa Barat 
8. Provinsi Kalimantan Barat 

1. Provinsi Jawa Tengah 
2. Provinsi Jawa Timur 
3. Provinsi Bali 
4. Provinsi Nusa Tenggara Barat 
5. Provinsi Nusa Tenggara Timur 
6. Provinsi Kalimantan Selatan 

1. Provinsi Kalimantan Timur 
2. Provinsi Sulawesi Selatan 
3. Provinsi Sulawesi Utara 
4. Provinsi Sulawesi Tengah 
5. Provinsi Sulawesi Barat 
6. Provinsi Sulawesi Tenggara 



8. Provinsi Maluku Utara 
9. Provinsi Maluku 
10. Provinsi Papua 
11. Provinsi Papua Barat 

(sumber: Otoritas Pelabuhan 111) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 memberikan hak OP dan UPP 

untuk mengelola atas tanah (pelabuhan) dan pemanfaatan perairan sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan perundang-ui~dangan.'~ Namun, hingga saat ini beberapa 

ketentuan yang diatur dalam aspek pengelolaan lahan pelabuhan belum dapat 

dilaksanakan. Padahal dalam peraturan peralihan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya 3 tahun sejak diberlakukan, 

semua aspek yang diatur hams disesuaikan dengan ketentuan perundang- 

undangan yang berlaku. 

b. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) 

Salah satu stakeholder di pelabuhan, yaitu operator. Operator menempati 

posisi penting sebagai pelaku usaha di bidang pelabuhan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 

memberikan ketentuan pelaku usaha pelabuhan sebagai Badan Usaha Pelabuhan 

(BUP). Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan usaha yang kegiatan usahanya 

khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. BUP 



wajib memiliki izin usaha dari Menteri Perhubungan. Nainun disa~nping memiliki 

izin usaha dari Menteri Perhubungan, BUP juga memiliki kewajiban sebagai 

berikut: l 9  

I )  Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan; 

2) Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan 

standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

3) Menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan 

yang dioperasikan; 

4) Ikut menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban yang menyangkut 

angkutan di perairan; 

5 )  Memelihara kelestarian lingkungan; 

6) Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam pe rjanjian; 

7) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara nasional 

inaupun internasional. 

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan Oleh Badan Usaha 

Pelabuhan adalah bentuk penyediaan danlatau layanan sebagai berikut?' 

1) Jasa dennaga untuk bertambat; 

2) Pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; 

3) Fasilitas naik turun penumpang dan I atau kendaraan; 

4) Jasa dermaga untuk pelaksanaan bongkar muat barang dan petikemas; 

5 )  Jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar inuat serta 

peralatan pelabuhan; 

10 Lihat dalam pasal94 Undang-Undang No~nor 17 Tahun 2008. 
'O Lihat dalarn Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 90, lihat juga Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Pasal69. 



6) Jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering dan ro-ro; 

7) Jasa bongkar muat barang; 

8) Pusat distribusi dan konsolidasi barang; 

9) Jasa penundaan kapal. 

Badan Usaha Pelabuhan yang melaksanakan kegiatan di atas adalah Badan 

Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan penetapan dan konsesi dari Otoritas 

Pelabuhan sebagai Wakil Pemerintah, melalui mekanisme pelelangan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Pengguna Jasa Pelabuhan 

Pengguna jasa pelabuhan menempatai posisi penting sebagai salah satu 

stakeholder yang ada di pelabuhan. Salah satu usaha jasa yang menggunakan jasa 

pelabuhan adalah bongkar muat." Dalarn Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor 14 Tahun 2002 Tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat 

bai-ang dari dan ke kapal. Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal adalah 

kegiatan yang nleliputi Stevedoring, Cargodoring dan Receiving/Delivery di 

pelabuhan. Bentuk dari usaha tersebut dapat diilustrasikan kedalam gambar di 

bawah ini. 

" Selain bongkar muat, terdapat beberapa pengguna jasa yang lain seperti farwarder, tally, 
perusahaan pelayaran dan lain-lain. 
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Gambar 3.2 Lingkup Kegiatan Bongkar Muat 
(surnber: Cahya Purnama) 

Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah Badan Hukum Indonesia yang 

khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan' kegiatan bongkar 

muat barang dari dan ke kapal. Harus memiliki SIUPBM dari DishubIPemprov. 

Selain itu PBM juga hams mendapat rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan. Dalam 

ha1 terjadi ketidakseimbangan antara volumelarus barang dan jumlah PBM, 

pejabat pemberi izin tidak menerbitkan izin baru atau menghentikan sementara 

penerbitan izin usaha bongkar muat. 

Dalam prakteknya, penyediaan jasa bongkar muat saat ini dilakukan oleh 

beberapa perusahaan lain selain perusahaan yang didirikan khusus sebagai 

perusahaan bongkar muat.'' Penyedia jasa bongkar muat adalah perusahaan yang 

melakukan kegiatan bongkar muat dengan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar 

" Seperti yang diulas sebelu~nnya, bahwa PT. Pelabuhan Indonesia sebenarnya adalah 
perusahaan yang konsentrasi kepada penyediaan jasa kepelabuhan sebagai operator. Namun dalam 
prakteknya PT Pelindo juga sebagai pelaku usaha bongkar muat. 



Muat (TKBM) dan peralatan bongkar muat. Pengguna jasa bongkar rnuat 

merupakan pemilik barang dadatau pengangkut yang memerlukan jasa pelayanan 

bongkar muat terhadap barangnya dadatau barang yang diangkutnya. Di 

Indonesia, Asosiasi yang menaungi perusahaan bongkar muat adalah A P B M I ~ ~ .  

Selain usaha jasa bongkar muat, beberapa jasa lain yang juga ada di pelabuhan 

dan dinaungi wadahnya adalah INSA~" APTNII~~  dan A L F I ~ ~ .  

4. Pengaturan Kepelabuhan Sebagai Bentuk Jasa Logistik 

a. GATS WTO 

GATS (general agreement trade in services) adalah salah satu perjanjian 

di bawah WTO (World trade organization) yang mengatur perjanjian umum 

untuk semua sektor jasa-jasa. Tujuannya adalah memperdalam dan memperluas 

tingkat liberalisasi sektor jasa di negara-negara anggota, sehingga diharapkan 

perdagangan jasa di dunia bisa meningkat.27 GATS mulai berlaku sejak 1 januari 

1995. Saat itu, setiap negara anggota diwajibkan untuk membuka sektor-sektor 

jasa untuk diliberalisasi dengan menyusun jadwal, bagaimana, apa, seberapa 

dalam dan seberapa luas sektor tersebut dibuka untuk pemasok jasa asing di 

negaranya.'* Jasa logistik merupakan agenda ekonorni negara-negara yang 

tentunya juga tidak luput dari pengaturan GATS. 

'3 APBMI adalah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia. 
24 Indonesia National Ship Owner's Association yang menlpakan asosiasi pemilik kapal di 

Indonesia. 
'5 Asosiasi Pen~sahaan Tally Mandiri. 
26 Asosiasi Logistik dan Fanvarder Indonesia atau sebelurnnya dikenal dengan Gabungan 

Fanvarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI). 
27 http://www.igi .or.id/index.php?o~tion=coin~content&taskview&id=65&Itemid=56. 

Diakses pada 17 Desember 2012. 
Ibid. 



Terdapat perjanjian lain yailg sering tertukar penggunaanya, yaitu General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dengan General Agreement on Trade in 

Services (GATS). Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya perlu diketahui mengenai 

GATT dan GATS. 

"The GATS is a multilateral agreement under the WTO that was 
negotiated in the Uruguay Round and came into effect in 1995. It was 
essentially inspired by the same objectives as the General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT). The General Agreement on Trade in 
Services (GATS) is a multilateral, legally enforceable agreement 
covering international trade in services. Education services, including 
higher education, are one of the 12 broad sectors included in the 
agreement."'9 

Pengertian perdagangan jasa menurut GATS memiliki berbagai bentuk 

pengertian yaitu merupakan pemberian suatu jasa dari teritori (wilayah) suatu 

negara anggota ke dalam wilayah negara anggota lain, pemberian suatu jasa di 

dalam wilayah suatu negara anggota kepada konsumen jasa dari negara anggota 

lain, pernberian jasa oleh suatu penyedia jasa dari suatu ilegara anggota melalui 

kehadiran komersial di dalam wilayah negara anggota yang lain, dan pemberian 

jasa oleh pemberi jasa dari suatu negara anggota melalui kehadiran orang-orang 

dari negara anggota tersebut di dalam wilayah negara anggota lainnya. Namun 

demikian, dalarn GATS dikenal adanya pengecualian (exemption).30 

Dalam GATS suatu negara anggota WTO dari semula sudah dapat 

inencantumkan pengecualian-pengecualian dari berlakunya Most Favored Nation 

(MFN) di dalam Annex on Article I1 Exemption selama memenuhi syarat-syarat 

tertentu. Dalam GATS, prinsip National Treatment sebagaimana juga market 

'~ttp:llwww.wto.or~le~lish~do~~~e/legal~el26-~ats~0l e.htrn diakses pada 17 Desember 
2012. 

j0 Ibid. 



access, iner-pakan hak yang hams dinegosiasikan. Dala~n GATS, National 

Treatment bam berlaku apabila market access ~Iiberikan.~' 

Dari Pasal XVI GATS dapat disimpulkan bahwa apabila akses pasar suatu 

sektor jasa diberikan maka tidak boleh ada kebijakan yang b e r ~ ~ a : ~ '  

1) Pembatasan jumlah penyedia jasa; 

2) Pembatasan nilai total transaksi atau aset jasa; 

3) Pembatasan jumlah orang-orang yang dipekerjakan dalam sektor tersebut; 

4) Kebijakan yang membatasi atau mengharuskan bentuk-bentuk khusus bagi 

bentuk-bentuk badan usaha pemberi jasa; 

5 )  Pembatasan partisipasi modal asing. 

b. ASEAN Sectoral Integration Protocol for the Logistic Services Sector 

Protokol ini dimaksudkan untuk merinci langkah-langkah spesifik yang 

meiniliki relevansi langsung ke sektor jasa logistik dalam bentuk 1-oadmap oleh 

negara-negara anggota. Keberlakuan protokol ini hams diprioritaskan sehingga 

memungkinkan integrasi sektor jasa logistik yang progresif, cepat dan sistematis. 

Negara anggota hams mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memenuhi 

kewajiban yang disetujui yang timbul dari protokol ini. Protokol ini berlaku 180 

(seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penandatanganan.33 

Namun, meskipun tanggal berlakunya ditentukan, negara anggota 

dihamskan untuk melaksanakan kewajiban yang timbul sebelum tanggal mulai 

3 1  Ibid. 
3' Ibid. 
33 Dalam http://cil.nus.edu.sg/2OO7/2OO7-asean-sectoral-inte~ration-protocol-for-the- 

logistics-services-sector1 diakses 17 Desember 20 12. 



berlakunya Protokol ini sesuai dengan jadwal yang ditunjukkan dalam Persetujuan 

Kerangka Kerja untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas dan Roadmap untuk 

Integrasi Sektor Jasa Logistik yang melekat pada Protokol ini. Integrasi jasa 

logistik diproyeksikan berlangsung mulai tahun 201 3 .34 Indonesia sendiri sudah 

menyusun roadmap-nya melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 

tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS). 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

Transportasi antar pulau (pelayaran dalam negeri) memegang peranan 

yang sangat strategis dan menjadi tulang punggung transportasi. qasional karena 

sangat menentukan kelancaran arus barang dan biaya logistik. Oleh sebab itu, 

pelabuhan laut sebagai salah satu komponen sistem transpotasi laut perlu ditata 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, 

khususnya yang terkait dengan penataan Pelabuhan Utama, Pelabuhan 

Pengumpul, dan Pelabuhan Pengumpan. Pada setiap Propinsi diharapkan memiliki 

minimal satu pelabuhan penguinpul, sedangkan pelabuhan pengumpan berada 

pada KabupatenJKota untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas komoditas 

unggulan ekspor, komoditas pokok, dan serta barang ~ t r a t e ~ i s . ~ ~  

Dari sekian perekembangan yang terjadi, beberapa ha1 yang menurut 

beberapa kalangan merupakari capaian pentiilg dari munculnya Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 ini adalah bentuk upaya mewujudkan efisiensi seita 

- -  - - 

34 Lihat dalam www.depkeu.go.id/ind/others/.../kesiapaninamenuiuaec2015.p~t diakses 
pada 17 Desember 2012. 

35 http:l/www.ekon.go.id/media/filemana&2012/03/22/b/a/bab-iii-kondisi.~df, diakses 
pada 17 Desember 2012. 



meningkatkan daya saing pelabuhan nasional yaitu, memisahkan peran regulator 

dan operator pelabuhan yang selama ini dilaksanakan sekaligus oleh manajemen 

Pelindo. Selain itu, pemisah~n peran itu juga diharapkan untuk menghilangkan 

praktek monopoli usaha disektor pelabuhan, sebab jika Pelindo masih memiliki 

peran ganda (sebagai operator dan regulator) dinilai memunculkan 'kepentingan' 

yang berujung pada terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu perlu 

kiranya untuk mengambil kebijakan penegakan hukum persaingan usaha 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai upaya 

mengoptimalkan peran pelabuhan dalam pembangunan nasional. 



BAB IV 

HAMBATAN DAN UPAYA MENCIPTAKAN EFISIENSI PELABUHAN 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAIANGAN USAHA 

A. Hambatan-Hambatan dalam Menciptakan Efisiensi (Efficiency) di 

Pelabuhan Indonesia 

Dari berbagai uraian dan kajian yang dilakukan, penulis menilai ada 

beberapa ha1 yang menjadi hambatan dalam menciptakan iklim persaingan usaha 

sehat yang menyebabkan inefisiensi di pelabuhan Indonesia. Hambatan tersebut 

penulis bagi menjadi dua sifat. Pertama, hambatan yang bersifat yuridis sehingga 

beberapa hambatan tersebut memiliki kaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah seperti sulitnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran yang dimaksudkan untuk terciptanya iklim persaingan usaha 

sehat dan munculnya beberapa peraturan lain yang kontraproduktif dengan 

maksud yang ingin dicapai. Selain itu, terdapat hambatan yang bersifat non 

yuridis seperti ketidakmampuan swasta dalam memenuhi permodalan untuk dapat 

bersaing dengan penguasa sebelumnya (status quo). 

1. Kebijakan Pemerintah (Public Policy) 

Di tingkat regional ASEAN, jasa logistik merupakan salah satu aspek yang 

diusung untuk diliberalisasi melalui Asean Sectoral Integration Protocol for the 

Logistic Sewices Sector.' Monopoli yang berujung pada inefisiensi perlu menjadi 

' Perjanjian tersebut mewajibkan negara-negara anggota ASEAN untuk mengambil langkah 
segera membuat roadmap untuk menghadapi kesepakatan mengintegrasikan sektor jasa logistik. 



concern pemerintah untuk dihilangkan dalam menyusun agenda perekonomianya. 

Hal ini dapat diartikan tidak terkecuali pada bidang jasa kepelabuhan sebagai 

penopang distribusi logistik baik yang bersifat domestik maupun internasional.' 

Selain karena merugikan dalam perspektif ekonomi pada umumnya, tindakan ini 

perlu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap perjanjian 

internasional. Namun, satu hari menjelang pemberlakuan seluruh ketentuan yang 

ada, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran justru menemui 

hambatan. Hambatan tersebut menyusul dilayangkanya Surat Menteri 

Perhubungan tertanggal 6 Mei 201 1 yang pada intinya masih memberikan hak 

kepada PT. Pelindo untuk melakukan pengelol-2n hingga waktu yang tidak 

ditentukan dengan alasan memberikan kepastian hukum dan kepastian dalarn 

berusaha. 

Ada dua permasalahan mendasar yang menurut penulis muncul terkait 

diterbitkanya surat t e r~ebu t :~  

a. Ketidak pastian hukum. Hal yang pada awalnya dimaksudkan untuk 

memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi Badan Usaha 

Pelabuhan (BUP) yang sudah ada, justru memberikan ketidakpastian 

hukum dalam aspek lainya yaitu terkait wewenang Otoritas Pelabuhan 

Hal in sebagaimana dijelaskan dalam article 4 yang berbunyi, "Member States sshcrll ~~ncle~.take the 
appropriate measures to fL~lfiIl the agreed obligations arising >om this Protocol". Lihat dalam 
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/itedasean-sectoral-integration- 
protocol-for-the-logistics-services-sector, diakses pada 29 Nopember 2012. 

Di tingkat regional ASEAN, wacana yang berkembang bahkan menuju pada titik usaha 
untuk membentuk regulasi dan otoritas persaingan usaha. Lihat dalam 
htt~://www.iurnal~ublik.codindex.~h~/berita-utama/ 153-20 15-asean-miliki-hukum-dan-otoritas- 
persaingan-usaha, 2015, 'ASEAN Miliki Htrk~~m clan Otoritas Persaingcm Usahn'. Diposting pada 
6 Juni 2012. 

Seperti yang telah diungkapkan ole11 Sudono Sukirno, bahwa faktor timbulnya praktik 
monopoli salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Lihat dalam Sudono Sukirno, Pengantor 
Teori Mikroekonomi ed. Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 266-267. 



asas dasarnya bahwa 'lex sz~periore derogat lex inferiore' atau peraturan 

yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.' 

Terkait pengaturan di bidang kepelabuhan, sebetulnya tidak dapat 

dipungkiri bahwa arah yang dikehendaki adalah penciptaan iklim persaingan 

usaha sehat dengan meniadakan monopoli. Namun memang beberapa peraturan 

terasa belum sepen&nya jelas. Ketentuan peralihan misalnya, dalam ha1 

keinginan menciptakan persaingan usaha sehat hendaknya segera dilakukan 

mekanisme untuk dilakukan lelang yang transparan untuk seluruh pihak yang 

ingin memajukan pelabuhan. Namun, Pasal 344 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun wajib adanya 

penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut 

diabaikan. Inkonsistensi terjadi dengan keberadaan Surat Menteri Perhubungan 

Nomor HK 003/1/11 Phb 201 1 tertanggal 6 Mei 2011 yang justru sebaliknya 

masih memberikan hak bagi PT. Pelabuhan Indonesia untuk tetap mengelola 

sampai waktu yang tidak ditentukan. 

Sebetulnya tidak ada permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 secara yuridis. Karena surat yang 

dikeluarkan oleh menteri perhubungan sebetulnya tidak memberi pengaruh untuk 

melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Namun 

yang menjadi masalah adalah kedudukail Otoritas Pelabuhan sebagai pelaksana 

beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

5 Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tidak 
terlepas dari Teori Stuffen Bow karya Hans Kelsen (Teori A ~ L I o ) .  Hans Kelsen dalam Teori Aquo 
mambahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum 
itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. 



tersebut yang secara struktural berada di bawah menteri perhubungan. Institusi 

yang mengeluarkan surat tersebut. 

2. Peran Ganda Operator 

Untuk mengatasi beberapa ha1 yang masih menjadi hambatan dalam 

mewujudkan iklim persaingan usaha sehat di pelabuhan dalam perkembangan 

pelaksanaannya memang sudah terdapat upaya yang salah satunya adalah 

pemisahan peran antara operator dan regulator. PT. Pelabuhan Indonesia. 

(Pelindo), Badan Usaha Pelabuhan yang sebelumnya bertindak sebagai operator 

sekaligus regulator, sekarang tidak lagi menjadi regulztor. Pelindo diposisikan 

sebagai Terminal Operator (TO) dan hams memiliki Izin Badan Usaha Pelabuhan 

(BUP). Sementara regulator dipegang oleh Otoritas Pelabuhan (OP) yang dulunya 

adalah Administrator Pelabuhan ( ~ d ~ e l ) . ~  

Namun, hingga saat ini pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, 

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) masih berpewn sebagai operator t ~ n ~ ~ a l . ~  

Selaiil sebagai operator tunggal, posisi Pelindo inilah yang menurut hemat penulis 

memberi potensi Pelindo untuk masih berperan sebagai regulator, terlebih Pelindo 

juga melakukan praktik usaha yang sama dengan entitas bisnis lain yang 

melakukan aktivitasnya di pelabuhan. Struktur Pelindo yang memungkinkan 

http://jifoksi-mti.~om/Berita/Bisnis/2726, "Gubernur Desak Pelindo I11 Patuhi UU 
1712008," diakses pada 7 Mei 2012. 

Akhir-akhir ini sudah dirilis berita bahwa akan ada yang menjadi pesaing Pelindo dalam 
melakukan aktivitas bisnis sebagai operator terminal pelabuhan. PT AKR Corporindo Tbk akan 
membangun pelabuhan di beberapa tempat yang secara administratif berada di wilayah operasi 
Pelindo. Diperkirakan pembangunan tersebut akan menelan biaya hingga 9 triliun. Lihat dalanl 
http://www.indonesiafinancetoday.com/rea368 12lPelabuhan-AKR-Corporindo-Diuerkirakan- 
Telan-Biava-Rp-9-Triliun diposting pada 26 Nopember 2012. 



berperan sebagai operator sekaligus pelaku usaha bahkan regulator inilah bagian 

dari praktik yang memungkinkan bertentangan dengan prinsip persaingan usaha 

sehat. Selain itu, Pelindo juga memiliki beberapa anak perusahaan yang juga 

bergerak di wilayah usahanya. 

Sebagai contoh, sebelum tahun 2004 PT. Jakarta International Container 

Terminal (JICT) memang murni sebagai anak perusahaan PT. Pelabuhan 

Indonesia 11. KPPU pernah membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh PT. 

Pelabuhan Indonesia I1 dengan PT JICT mengenai klausul perjanjian pelnberian 

kuasa pengoperasian dan pemeliharaan (az~tlzorizntion agreement) terminal peti 

kemas di Tanjung Priok, Jakarta Utara, karena dimggap menciptakan hambatan 

strategis bagi masuknya pelaku usaha lain di pasar terminal peti kemas. Menurut 

Majelis Komisi, pe rjanjian tersebut merupakan bentuk pelimpahan hak monopoli 

yang memberikan jaminan penguasaan 75 persen pangsa pasar pelayanan bongkar 

muat peti kemas internasional di Pelabuhan Tanjung Priok yang dimiliki PT 

Pelindo I1 sebagai BUMN kepada PT JICT sebagai badan hukum Indonesia. Hal 

itu dinilai sebagai pelaksanaan privatisasi yang inenyimpang karena inendorong 

terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak ~ e h a t . ~  

Pelindo adalah operator pada terminal yang dimanfaatkan pelaku bisnis, 

terutama bisnis angkutan laut, bongkar muat dan lain-lain dalam melakukan 

aktivitasnya. Namun Pelindo juga meiniliki unit usaha baik yang dilakukan unit 

internal maupun melalui anak perusahaanya yailg juga melakukan aktivitas bisnis 

pada terminal yang dioperasikanya hingga saat ini. Hal inilah yang kemudian 

Lihat selengkapnya dalam http://www.bumn.~o.id/21132/~~1blikasi/berita~kpvu-batalkan- 
klausul-perjanjian-pt-pelindo-ii-denpan-tic , diakses pada 3 1 Juli 2012. 



~nemunculkail permasalahan pada praktiknya. Salah satu ha1 yang dapat disebut 

sebagai praktik ini adalah pembentukan konsorsium perusahaan bongkar muat 

oleh pelindog, sehingga perusahaan yang tidak tergabung dalam konsorsium 

tersebut tidak dapat beroperasi di pelabuhan yang dioperasikail pelindo. l o  Padahal 

tidak ada regulasi yang mengatur ha1 tersebut di luar yang dibuat oleh Pelindo. 

Alasan yang dikemukakan oleh Pelindo dalam ha1 ini adalah untuk 

meningkatkan produktivitas bongkar muat. Namun dalam ha1 lain tidak dilihat 

pula bahwa dalam aktivitas bongkar muat stakeholder yang ada bukan hanya 

Pelindo sebagai operator, pelindo sebagai pelaku usaha bongkar muat dan 

perusahaan bcn7kar muat (PBM) yang ada, namun juga pemilik barang dan 

"Pelindo sebagai regulator" yang tentu sangat memiliki kepentingan. Struktur 

yang demikian ini berpotensi menimbulkan ketidak efisieilan terhadap praktik 

usaha yang ada. Pemilik barang menjadi pihak yang paling dirugikan karena 

banyaknya struktur biaya yang hams dibayarkan. ' 
Secara kasat mata akan menjadi aneh jika sebuah badan membuat regulasi 

yang diperuntukan dirinya dan badan lain yang melakukan persaingan. Hal ini 

terbukti dengan dijumpainya praktik pengambilan biaya supervisi dalan ha1 

bongkar muat.12 Atau kalaupun tidak terbukti demikian, struktur yang demikian 

~ e s k i ~ u n  dalam beberapa sumber Pelindo menolak untuk dikatakan sebagai pembentuk 
konsorsium Perusahaan Bongkar Muat yang melakukan praktik usaha di wilayah pelabuhan 
Indonesia 111. Lihat http://industri.kontan.co.id~news/pelindo-iii-bemitra-den~an-4-konsorsium- 
pbm- 1 , diakses pada 2 Desember 20 12. 

l o  http://iifoksi-mti.~om/Berita/Bisnis/2726 loc., cif. 
' I  http://industri.kontan.co.id/news/pelindo-iii-bemitra-den~an-4-konsorsium-pbi~1- 1 ,  loc., 

cif. 
'* Secara yuridis biaya supervisi tenaga kerja bongkar muat memang biaya yang diatur 

dalam KM 25 Tahun 2002 inengenai tarif jasa layanan bongkar muat yang dibebankan pengguna 
kepada penyedia. Namun dalam praktik meskipun tenaga kerja berasal dari perusahaan itu sendiri 



itu memberi potensi terjadinya praktik usaha yang dikhawatirkan di atas. Inilah 

yang menjadi dasar pemberlakuan hukum persaingan secaraper se.13 Kerena tidak 

perlu membuktikan akibat yang muncul dari pelanggaran pasal tersebut, namun 

dapat dilakukan dengan cara membaca potensi akan adanya akibat dari perbuatan 

untuk selanjutnya melakukan tindakan preventif melalui pendekatan-pendekatan 

tertentu. 

3. Ketidakmampuan Swasta 

Dalam cetak biru Sitem Logistik Nasional (SISLOGNAS) sebagaimana 

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012, dalam upaya 

mencapai peningkatan logistik yang diharapkan adalah inelalui tersedianya 

jaringan infrastuktur transportasi yang memadai, handal dan efisien, sehingga 

tenvujud konektivitas lokal (local connectivity), konektivitas nasional (national 

connectivity) dail konektivitas global (global connectivity) yang terintegrasi, 

dengan transportasi laut sebagai tulang punggun~~ya. '4  Sudah barang tentu 

kebutuhan akan iklim bisnis pelabuhan yailg mendukung inerupakan unsur yang 

memiliki peranan sangat vital di Lndonesia. 

biaya ini tetap dimasukan sebagai biaya yang dibebankan kepada perusahaan bongkar muat 
(PBM). 

13 Seperti yang telah diulas sebelumnya, dalam pendekatan per se illegal memang tidak 
dibutulkan pendekatan ekonomi mengenai apakah tindakan pelaku usaha telah menghambat 
persaingan. Jadi tidak memerlukan bukti atas terjadinya dampak nyata kerugian terlebih dahulu 
untuk dinyatakan berteiltangan dengan prinsip persaingan usaha sehat. A. M. Tri Anggraini, 
Lcircmgctn Pt-ctktek Monopoli clc~n Per.sai17gan Ticlcik Sehcit: Perse Illegal atau Rule of Reason. 
(Jakarta; Program Pasca Sa jana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 10. 

14 Amalia Adininggar Widyasanti, Cetuk Bin1 Sistem Logistik Ncisional, materi 
disampaikan pada seminar Sistem Logistik Nasional, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 3 Mei 
2012. 



Tidak terkecuali di sektor logistik yang merupakan salah satu penopang 

perekonomian negara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang pasti 

menernptkan pelabuhan di mtan terpenting sew penunjang pada kegiatan 

distibusi logistiknya. Namun, Logistik Performence Index (LPI) dan World Bank 

melansir data yang mengungkapkan bahwa ada penurunan terhadap kondisi 

logistik nasional di Indonesia Data tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2007 

Indonesia berada pada urutan ke 43 sedangkan pada tahun 20 10 urutan Indonesia 

turun menjadi ke 75.15 Secara kuantitas sebetulnya tidak ada yang membuat 

Indonesia turun peringkat, namun prestasi negara lain yang meningkatlah yang 

kemudian menggeser posisi Indonesia. Data mengenai posisi Indonesia dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 

Singapore 
Japan 

Australia 
New Zealand 

Korea 
China 

Malaysia 
Thailand 

Philippines 
India 

Vietnam 
l ndonesia 

Lao 
Papua NG 
Cambodia 

Gambar 4. 1. Rangking kondisi logistik Indonesia tahun 20 10 
(Surnber: LPI, World Bank sebagaiman dikutip oleh Amalia Adininggar W) 

Ibid Penurunan rangking tersebut sebenarnya bukan berarti penurunan di tingkat 
produktiritas dan arus barang yang ada. Jika dilihat dari segi kuantitas + negara-negara lain, 
Indonesia juga mengalami peningkatau Namun, peningkatan yang tejadi tidak signifikan 
sehingga menjadikan Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain yang memiliki progres sangat 
cepat. 



Sedangkan secara lebih terperinci, ranking per komponen sebagaimana 

dilansir oleh sumber yang sama dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut: 

LPI Indonesia 

Gambar 4.2. Rangking kondisi logistik Indonesia per komponen 
(Sumber: LPI, World Bank sebagaiman dikutip oleh Amalia Adininggar W) 

Gambar 4.3. Rangking kondisi logistik Indonesia per komponen 
(Sumber: LPI, World Bank sebagaiman dikutip oleh Amalia Adininggar W) 

Sdah satu yang dianggap mempengaruhi dalarn kelancaran, efisiensi dan 

berkualitasnya sarana transportasi barang yang ada di Indonesia adalah kurangnya 



peran swasta dalam pengembangan pelabuhan. penyediaan, pengoperasian dan 

kepemilikan fasilitas pelabuhan saat ini masih didominasi oleh BUMN dan 

Pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah dan minimnya investasi baru untuk 

memfasilitasi pertainbahan arus pelayaran turut menjadi masalah. Sedangkan di 

sisi lain peran swasta masih sangat rendah dikarenakan biaya untuk pengadaan 

fasilitas pelabuhan tidak murah.I6 Padahal sektor transportasi logistik hams 

mengalami progres yang berarti untuk tetap menjaga keberlangsungan bahkan 

melakukan peningkatan akan pemanfaatanya. 

Dewasa ini, dunia baik ditingkat regional maupun universal didorong 

untuk mewujudkan sistem logistik yang terintegrasi. Permasalahan yang timbul 

selanjutnya adalah dampak negatif peran Asing dalarn pengembangan sektor jasa 

ini apabila berlebihan.17 Negara juga seringkali mengalami tekanan untuk 

melaksanakan ketentuan tidak boleh menolak investasi asing atas nama perjanjian 

intemasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, sektor 

pelabuhan merupakan sektor yang terbuka bagi investasi asing dengan ketentuan 

tidak lebih dari 49% modal. Untuk itu, peranan kecermatan dalain berkontrak 

sangatlah penting untuk menanggulangi persoalan ini. Harus benar-benar 

diperlukan keahlian dalam membuat pe rjanjiannya, sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan dan proses privatisasi hams dilakukan secara transparan, begitu pula 

pengelolaan perusahaan pasca privatisasi, transparansi hams dilakukan. 

l 6  Lihat dalam http://pandawanangsal.blogspot.com/2012/07/sistem-loeistik-nasional- 
amburadul.htm1 diakses pada 2 Desember 20 12. 

l 7  Dampak negatif yang ditimbulkan dari investasi asing yang dikhawatirkan salah satunya 
adalah kalahnya pengusaha lokal untuk turut serta bersaing. Dalam 
http://uropkaa. blogspot.com/20 12/06/ekonomi-intemasional-peran- 
investasi.html?zx=fc265eO840ba5e96 diakses 28 Nopember 2012. 



Dalam ha1 kekhawatiran mengenai lemahnya negara terhadap regulasi 

internasional yang mengatur, kiranya perlu diperhatikan juga beberapa konvensi 

yang ternyata menggambarkan sisi lain. Dalam konvensi internasional Pasal 6 

piagam PBB tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban ekonomi negara-negara 

berkaitan dengan pemasokan komoditas internasional dijelaskan bahwa: 

"Adalah tugas negara-negara untuk memberikan sumbangan kepada 
perdangangan barang-barang internasional khususnya dengan cara persetujuan- 
persetujuan dan dengan pembentukan persetujuan-perstujuan komoditas 
multilateral jangka panjang, apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan 
kepentingan-kepentingan para produsen dan konsumen. Semua negara memikul 
tanggung jawab bersama mendorong arus dan masuknya secara teratur semua 
barang komersial yailg diperdagangkan dengan harga yang stabil, 
menguntungkan dan wajar, sehingga memberikan sumbangan kepada 
perkembangan ekonoini dunia yang adil, dengan mempertimbangkan secara 
khusus kepentingan negara-negara berkembang". I S ,  

Dengan demikian peran negara dalam menjamin suatu kemajuan ekonomi yang 

nantinya dapat dirasakan oleh masyarakatnya memang merupakan hak dan 

kewajiban suatu negara secara pasif. 

Begitu pula dalam Pasal24 Piagam PBB tentang Hak-Hak dan Kewajiban- 

kewajiaban Ekonomi Negara-negara tanggal 12 Desember 1974, masih berupa 

penegasan terhadap hak ekonomi suatu negara yang disebutkan bahwa, "semua 

negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hubungan-hubungan ekonomi 

timbal balik mereka dengan cara yang inempertimbangkan kepentingan- 

kepentingan negara lain. Semua negara hams menghindari tindakan yailg 

merugikan kepentingan negara-negara berkembang".19 Hal ini memunculkan 

kaedah dalam kontrak bisnis internasional yang merupakan keharusan bagi suatu 

I s  J. G. Starke, en. 10. Pengantnr H~~lc~rnl Inter-nasional terj. Bambang Iriana Djadja 
Atmaja, Jakarta: Sinar Grafka, 2004, hlm. 508 

 bid, hlm. 507. 



negara untuk tidak melakukan kebijakan ekonominya yang dapat merugikan 

negara lain yang merupakan kewajiban negara secara aktif." 

Terlepas dari keberlangsungan sejarah pengelolaanya di Indonesia, praktik 

di bidang jasa kepelabuhan saat ini berusaha untuk diarahkan kepada ikliin 

persaingan usaha yang sehat. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran yang intinya adalah meniadakan monopoli dan 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada BUMN, B'LTMD, Badan Usaha 

Pelabuhan milik perseorangan dan swasta untuk melakukan pengusahaan di 

pelabuhan. Undang Undang ini juga memberi peluang sangat terbuka bagi pelaku 

usaha untuk bersama-sama membangun pelabuhan yang terjaga eksistensi, 

produktivitas serta kualitas layanan jasanya. Artinya, setiap p e l a h  usaha sesuai 

dengan peran, fungsi dan bidang usahanya memiliki kesempatan yang sama untuk 

melakukan usaha di pelabuhan, sesuai dengan ketentuan yang b e r l a k ~ . ~ '  

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (WPU) menilai Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) sekalipun, memiliki posisi yang sama dengan pelaku usaha 

lainnya dan tidak boleh melakukan praktik bisnis monopoli. Meski mendapat hak 

monopoli atas barang atau jasa tertentu melalui undang-undang, BUMN tidak 

boleh melahkan praktek monopoli. Menurut KPPU, hingga kini hanya ada tiga 

BUMN yang pernahlinasih mendapat hak monopoli yaitu PT Pertamina (sudah 

'O Ibicl., hlm. 505-506. 
21 Nuryanto, Iinplementasi Undang-Undang Pelayaran; Dapatkah menghilangkan lnonopoly 

pelabuhan?, lihat dalam h t t p : / / i u r n a l . s t i m a r t - a m n i . a c . i d / i n d e x . p 2 / 2 ,  diakses 
pada 25 Nopember 20 12. 



dicabut), PT PLN, dan PT Jamsostek. Monopoli boleh, tapi praktik bisnisnya 

tidak boleh m ~ n o ~ o l i s t i k . ~ ~  

Dalam Pedoman Pasal 5 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang 

disebutkan, monopoli negara dapat dilakukan terhadap cabang produksi yang 

penting bagi negara atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal itu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Cabang produksi yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dibagi ke dalam tiga kategori. Pertnma 

terkait alokasi, yaitu barang atau jasa yang berasal dari sumber daya alam. Ked~ln 

terkait distribusi, yakni kebutuhan pokok masyarakat, tapi suatu waktu atau terus 

menerus tidak dapat dipenuhi pasar. Ketign terkait stabilisasi seperti pertahanan 

keamanan, moneter, fiskal dan regulasi. Sementara, cabang produksi yang penting 

bersifat strategis seperti pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu, cabang 

produksi yang berkaitan dengan pembuatan barangljasa untuk kestabilan moneter 

dan perpajakan, serta sektor jasa keuangan publik. '3 

Oleh karena itu tidak ada salahnya sektor investasi hams tetap dijalankan. 

Sektor pelabuhan yang sebelumnya didominasi oleh BUMN dan Pemerintah 

kiranya perlu diagendakan untuk diprivatisasi. Privatisasi membawa pengaruh 

yang positif bagi perusahaan, baik peningkatan sumber daya manusia, disiplin dan 

keselamatan kerja, kepedulian pada lingkungan maupun peningkatan keuntungan 

77 
-- Dalam ha1 ini, KPPU mencontohkan, meski PLN mendapat hak monopoli terkait 

distribusi Iistrik, ia tidak boleh melakukall pengaturan penggunaan Lampu Hemat Energi (LHE). 
BUMN tidak bebas dari jangkauan hukum persaingan usaha. Dia punya hak monopoli, tapi kalau 
melakukan pelanggaran misalnya dalaln proses tender, kita akan hukum, lihat dalam 
http:Nwww.re~ublika.co.id~berita~breakin~-news/ekonomi/09/02/27/34 123-bpu-bumn-tak-boleh- 
lakukan-monopoli, diakses pada 25 Nopember 2012. 

23 Ibid. 



perusahaan.24 Bukan perkara bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 

negara, namun dorongan pemerintah terhadap palaku usaha mikro yang 

barangkali akan mendorong perekonomian secara makro. Stabilitas ekonomi, 

persaingan usaha sehat, kelancaran arus barang tentu menjadi aset besar bagi 

sebuah negara untuk mendorong perkembangan ekonominya secara makro. Di 

samping itu, meskipun di sisi lain peningkatan produktifias berjalan seiring 

terciptanya iklim persaingan usaha sehat, namun kebijakan yang ada juga hams 

disesuaikan agar tidak sepenuhnya sektor jasa ini dikuasai oleh asing. 

4. Perjanjian Penetapan Tarif (price fuciizg) 

Menurut UNCTAD'~ (1998), kebebasan untuk menetapkan harga 

berdasarkan prinsip-prinsip sehat secara komersil dan finansial merupakan suatu 

prasyarat penting ('sine qua non') untuk operasi yang berhasil dan berkelanjutan 

dari perusahaan swasta dalam konteks pelabuhan landlord. Laporan yang sama 

juga mencatat bahwa pemberian otonomi penetapan harga kepada operator swasta 

memiliki empat manfaat utama? 

a. Menjamin kemungkinan yang lebih besar bahwa tarif berbasis biaya akan 

berlaku (dan dengan demikian meningkatkan peluang operator swasta 

untuk tetap bertahan secara finansial). 

24 Nyulistiowati Suryanti, Privatisasi rlrrlam Pengopemsic~iz dun Pemeliharnnn Fc~silitas 
Pelab~~haiz cli Indonesia sel-tcl Implikasinyn, dalam 
http://lontar.ui.ac.idopac/themes/libri2/detail.sp?id=72 18&lokasi=lokal, diakses pada 2 
Deselnber 201 2. 

25 Merupakan singkatan dari United Nations Conference on Trade and Development. 
UNCTAD adalah organisasi intemasional yang didirikan pada tahun 1969. UNCTAD adalah 
organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan. 
Dalam http://id.wikipedia.or~/wiki/Konferensi PBB men~enai Perdaganeandan-Pembane~~nan. 

'"/pdf.usaid.eov/pdf docs/PNADN 189.;df, diaksespada 26 Nopember 2012. 



b. Mengurangi insentif untuk menjalankan praktek subsidi-silang (inisal, 

menggunakan tarif pengangkutan untuk menutup biaya-biaya pelabuhan). 

c. Meningkatkan efisiensi dalam penetapan harga di mana para pengguna 

dengan lebih banyak permintaanlkebutuhan yang lebih besar akan 

membayar tarif yang lebih tinggi. 

d. Menjamin hubungan yang lebih kuat antara tarif yang dikenakan dan 

man faatllayanan yang diberi kan. 

Undang-Undang Pelayaran yang baru secara teori memudahkan para 

operator swasta untuk menetapkan tarif mereka sendiri. Namun demikian, bahasa 

yang digunakan dalam Undang-Undang menimbulkan Lokhawatirail besar telltang 

seberapa besar otonomi harga akan dinikmati oleh para operator. Berdasarkan 

Pasal 110 ayat (2), diungkapkan bahwa "Tarif layanan pelabuhan akan ditetapkan 

oleh operator-operator pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif 

sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah". Bagian kedua dari kalimat ini 

menyatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan peranannya dalam inenetapkan 

harga. Selain itu pemerintah mengkhawatirkan kemungkinan inunculnya kasus 

'persaingan yang destruktif di clalain model tata kelola pelabuhan yang baru 

terdapat' yang nantinya akan menlbutuhkan campur tangan pemerintah.27 

Dalam pendekatan hukum Indonesia, Berdasarkan bunyi pasal-pasal yang 

mengatur tentang penetapan harga, yakni Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1999, ada dua pendekatan yang digunakan dalaln 

menyelidiki larangan perjanjian penetapan harga. Namun demikian, sainpai saat 



ini belum pernah digunakan penerapan ketentuan selain Pasal 5, yang melarang 

secara eksplisit perjanjian untuk menetapkan harga yang hams dibayar oleh 

konsumen. Pasal 5 ayat ( I ) ' ~  Undang-undang ini melarang p~netapan harga 

dengan pendekatan per se illegal, sehingga JSPPU cukup membuktikan adanya 

perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Demikian juga halnya dengan 

Pasal 6 yang melarang secara tegas perjanjian pembedaan harga (price 

discrimination). Sedangkan Pasal 7 dan Pasal 8 menggunakan pendekatan rule of 

reason, untuk menyelidiki perkara penurunan harga yang mematikan (pi-edato~y 

pricing) yang diatur dalam Pasal 7, dan pe rjanjian penjualan kembali (resale price 

maintenance) berdr sakan Pasal 8 .29 

Praktik perjanjian penetapan harga sebenarnya sudah berjalan seiring 

dengan beberapa regulasi yang mengatur mengenai permasalahan ini. Di salah 

satu sektor usaha pelabuhan, penulis menemukan beberapa bentuk perjanjian yang 

dilakukan oleh APBMI, INSA, ALFIJILFA. GPEI dan GINS1 Jawa Timur. 

Perjanjian tersebut berbentuk kesepakatan bersama tentang tarif pelayanan jasa 

bongkar muat (OPP/OPT) tahun 2012 di lingkungan pelabuhan Tanjung Perak. 

Jika ditinjau berdasarkan hukum perjanjiail ini tentu dapat dikatakan bertentangan 

dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun permasalahan 

ini ternyata masih terkait pula dengan keberadaan regulasi yang memungkinkan 

28 Pelaku usaha dilarang membuat pe~janjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk 
menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang hams dibayar oleh konsilmen atau 
pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. 

29 Anna Maria Tri Anggraini, Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga 
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. Dalam http:/lsekartrisakti.word~ress.com/2011/06/08/kaiian-~ridis-terhada~- 
pe~anjian-penetapan-harna-berdasarkan-uu-no-5-tahun- 1999-tentanq-laranpan-praktek-monopoli- 
dan-persainpan-usaha-tidak-sehatt, diakses pada 2 Desember 2012. 



praktik ini terjadi. Otoritas Pelabuhan memiliki wewenang untuk mengusulkan 

tarif untuk ditetapkan oleh Menteri. 

Secara yuridis perjanjian yang penulis sebutkan di atas memang tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Karena Pasal 5 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengecualikan terhadap perjanjian 

penetapan harga yang diatur melalui undang-undang. Namun melalui tinjauan 

ekonomis, penetapan harga tentu akan mengurangi tingkat persaingan. yang pasti 

berpengaruh kepada harga yang diterima konsumen. Bagi produsen kerugianya 

adalah tidak dapat menentukan sendiri harga terbaik yang akan ditawarkan kepada 

konsumen, sedangkan bagi konsumen tidak memiliki alternatif harga terbaik yang 

ditawarkan para produsen untuk dapat dipilih. 

5. Pungutan Liar 

Meskipun masih memerlukan pembuktian, pennasalahan lain yang ada 

dan menghambat efisiensi di pelabuhan adalah pungutan liar.30 Kalaupun ha1 ini 

sulit untuk dibuktikan, ada beberapa stl-uktur yang menurut hemat penulis 

memberikan potensi terjadinya praktik pungutan liar. Beberapa diantaranya 

adalah banyaltnya unsur-unsur pengaman di pelabuhan, baik yang secara hukum 

diatur maupun tidak diatur. Beberapa unsur pengamanan yang diatur dalam 

perundang-undangan seperti Polisi Pelabuhan dj bidang pengamanan dari tindak 

pidana kriininal dan Syahbandar di bidang keselarnatan pelayaran. Namun melalui 

penelusuran lapangan, praktik yang inengatas namakan pengamanan banyak 

30 Wiji Nurhayat, Pzalgli di Tanjung P~.iok M~llcli c h i  Keamanan Hinggn Urus Dok~imen 
http://finance.detik.com/read/20 12/08/03/190658/1982872/4/pu~n~li-di-taniun~-priok-mulai-dari- 
kearnanan-hine~a-urns-dokumen, diposting pada 3 Agustus 20 12 



dilakukan pihak di luar dua lembaga ini.31 Kondisi ini diperparah dengan 

ketidaktahuan stakeholder yang berada di pelabuhan mengenai peran lembaga 

pengamanan yang ada. 

Selain itu, praktik ini disinyalir karena banyaknya jumlal~ pergerakan 

barang yang ada di pelabuhan seperti yang terjadi pada kegiatan pengangkutan.32 

Dalam pengiriman barang melalui angkutan laut melibatkan banyak stakeholder 

yang mempunyai fungsi d m  kepentingan masing-masing serta dinaungi oleh 

peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda.33 

Oleh karena itu, organ yang ada juga hams mengalami perbaikan dan 

penyempurnaan. Dampak dari dipisahkanya antara Otoritas Pelabuhan dan 

Syahbandar menimbulkan potensi ini. Karena saat ini bukan kapasitas OP untuk 

3 1  Ulasan ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa perusahaan pelayaran yang 
bergerak di wilayah usaha tanjung perak Surabaya. 

32 Seperti misalnya alur pergerakan barang dari gudang pengirim barang (shipper) sampai 
di atas kapal mengalami berkali-kali (lebih dari 5 kali) pergerakan, di mana setiap pergerakan 
perlu biaya, kemudian setiap pengeluaran biaya dikenakan PPN 10 %. Dalam pengiriman barang 
ekspor terdapat biaya - biaya yang hams dibayarkan oleh shipper. pembebanan biaya jasa ini akan 
ditambahkan pada harga akhir barang, pada akhirnya akan dipikul oleh pembeli sehingga menjadi 
lebih mahal. Hal ini ditengarai membuat tingginya biaya (high cost economy) transportasi laut 
sebagai masalah yang hams diselesaikan. 

33 St~ilieholder yang dimaksud adalah : 
1. Pengirim barang (shipper), yaitu orang atau badan hukum yang memiliki barang untuk 

dikirim dari satu pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. 
2. Penerima barang (consignee), yaitu orang atau badan hukum yang akan menerima barang 

yailg dikirim oleh shipper. 
3 .  Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atau fi-eight fonvarder, yaitu perusahaan yang 

ditunjuk mengurus dan menyelesaikan dokumen angkutan laut, baik ekspor maupun 
impor, termasuk mengangkut barang dari gudang shipper ke gudang lini I atau 
mengangkut barang dari gudang lini I ke gudang consignee. EMKL bisa berfungsi 
sebagai wakil eksportir dan bisa befingsi sebagai importir. 

4. Perusahaan Bongkar Muat (PBM), perusahaan yang khusus bergerak dalam kegiatan 
bongkar-muat dari dan ke kapal. 

5. Pengangkut barang (currier), yaitu perusahaan pelayaran yang melaksanakan 
pengangkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan. 

6. PT Pelindo, adalah B L N  yang menyediakan fasilitas pelabuhan, balk fasilitas untuk 
kapal maupun untuk barang. 

7. Bea dan Cukai, bertanggungiawab terhadap barang-barang yang dibongkar-muat dari dan 
ke kapal sehubungan dengan pungutan pajak ekspor-impor. 

8 .  Karantina Hewan1 Tumbuhan, bertanggungjawab terhadap pengawasan kesehatan barang 
(hewan dan tumbuhan) yang dibongkar-muat dari dan ke kapal. 



mengawasi Syahbandar karena dua lembaga ini memiliki kedudukan yang sejajar. 

Penulis menilai perlunya penyeinpumaan sistem one stop service yang saat ini 

sedang digalakan. Seluruh kegiatan yang ada mulai dari kegiatan jasa hingga 

kegiatan pengarnanan dilslkukail secara terpadu sehiilgga meminimalisir 

pembagian wewenang yang berujung pada pungutan liar. 

B. Mekanisme yang Dapat Ditempuh 

Sebagai solusi atas beberapa persoalan inefisiensi yang terjadi di 

pelabuhan, penulis menilai terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh 

para stakeholder. Solusi-solusi ini dimaksudkan sebag-i bentuk penyelesaian 

persoalan terkait dengan regulasi yang sudah ada namun belum terlaksana clan 

bentuk persoalan lainya. Oleh karenanya, perlu kiranya melaksanakan regulasi 

(law enforcement) terhadap peraturan yang dirasa sudah baik namun belum 

terlaksana, atau memperbaiki atau menyesuaikan regulasi yang ada nalnun dinilai 

banyak menimbulkan ketidak sesuaian dengan yang seharusnya. Selain itu, solusi 

yang ditawarkan dapat juga dilihat melalui analisis ekonomi dalam hukuin. Hal 

ini penting karena dimaksudkan bagi keberlangsungan pelabuhan yang tidak 

hanya efisien, namun selalu diharapkan peningkatanya seperti juga yang 

diungkapkan oleh Richard Posner bahwa: 

"An important question, already alluded to, in the economic analysis of 
law is whether and in what circulntances an involuntary exchage can 
confidently be said to increase efficiency".34 

3J Richard A. Posner, Economic Analysis o f l aw ,  Fifth Edition (United State of America: A 
Division of Aspen Publishers, Inc., 1998), hlm. 15. 



1. Upaya Represif 

Dalarn sub bahasan ini penulis berpendapat bahwa upaya yang bersifat 

yuridis dalam menciptkan efisiensi di pelabuhan dapat dilakukan melalui tindakan 

represif, yaitu penegakan hukum persaingan di pelabuhan. Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara atas 

inisiatifnya sendiri, meskipun tidak terdapat laporan. Selain karena melaksanakan 

ketentuan yang sudah ada, terutama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

penegakan hukum persaingan merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia 

dan konsistensi terhadap pelaksanaan perjanjian intemasional. Oleh karena itu, 

praktik-praktik yang  eng gar all kepada bentuk persaingan usaha tidak sehat yang 

sudah penulis uraikan sebelumnya hams dihilangkan. Sebab jika monopoli masih 

terjadi, segala aktivitas di pelabuhan tidak akan terselesaikan dan tetap akan 

bertumpu pada satu pihak yang akhimya membuat biaya cenderung tidak 

t e rkenda~i .~~  

Dalarn hukum persaingan, dikenal dua pendekatan hukum untuk 

melakukan penyelidikan terhadap tindakan terlarang ataupun bentuk pelanggaran 

terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni metode rzrle of reason dan 

per se illegal. Metode rz~le of reason adalah metode yang digunakan oleh Komisi 

Pengawas Persaiilgan Usaha untuk inenyelidiki suatu perjanjian dan atau kegiatan 

yang dilarang, dengan menganalisis lebih lanjut apakah perjanjianltindakan 

tersebut dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat. Sebaliknya, pendekatan per 

35 Hal ini dapat ditinjau melalui teori yang penulis sampaika sebelumnya dalam bab 
tinjauan mengenai hukum persaingan bahwa monopoli menyebabkan penguasaan tunggal yang 
tidak memberikan alternatif harga yang pada akhirnya pelaku monopoli dapat menentukan harga 
semaunya sendiri. Lihat h t t p : / l w w w . r a d a r t a r a k a n . c o . i d i i n d e x . p h p 2  1567, 
diakses pada 28 Nopember 201 2. 



se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai 

ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dainpak yang ditimbulkan dari 

pe janjian atau kegiatan usaha t e r ~ e b u t . ~ ~  

Terlebih setelah dimunculkanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, 

yang mestinya pengelolaan pelabuhan yang sebelumnya dikuasai oleh operator 

tunggal, hams konsisten untuk dibuka kesempatan bagi sektor swasta dan 

pemerintah daerah seperti yang dikehendaki undang-undang. BUMN yang 

sebelumnya berperan sebagai operator tunggal sekaligus regulator tersebut saat ini 

hams menjadi sejajar dengan Badan Usaha Pelabuhan yang lain.37 Melalui kedua 

peraturan tersebutlah tentu upaya-upaya yang diharapkan dapat membentuk 

efisiensi pelabuhan dapat dicapai. Dalam ha1 ini, inaka yang diperlukan oleh 

seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan adalah konsistensi pelaksanaan (law 

enforcement) peraturan yang ada (Ius Constitutum). 

2. Ius Constituendum 

Selain kepada penegakail peraturan yailg sudah ada (ILLS Constitutum), 

penulis berpendapat bahwa upaya yuridis untuk menciptakan efisiensi di 

pelabuhan hendaknya juga diwacanakan dalam bentuk 'Ius Constituendzrm' atau 

hukum yang diperlukan dimasa yang akan datang, baik melalui pembentukan atau 

revisi regulasi terkait. Pembentukan regulasi bam dimaksudkan untuk mengatur 

permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan tata ulang kelembagaan di 

36 Anna Maria Tri Anggraini, Krrjirrn YUI-idis Terhcrdrlp Perjanjicm ........ loc., cit. 
37 KPPU: BUMN tnk boleh lrhlk~[n nronopoli, http://www.republika.co.id/beritaJbrealung- 

news/ekonomi/09/02/27/34123~p~u-bumn-tak-boleh-lakukan-mon~, diposting pada 27 
Pebruari 2009. 



pelabuhan. Seperti penggabungan antara Syahbandar, Otoritas Pelabuhan, dan 

Pengamanan pelabuhan berada pada satu atap sebagai salah satu bentuk 

pelaksanaan sistem one stop service yang sedang digalakan. 

Selain itu, wacana 'Ius Constitzrendz~m' hendaknya juga dilakukan inelalui 

revisi beberapa regulasi yang kontraproduktif. Beberapa diantaranya seperti 

wewenang operator dalam bidang usaha yang seharusnya terpisah. Pasal yang 

perlu untuk direvisi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yaitu, Pasal 90 

ayat (3) lluruf g yang berbunyi "Penyediaan dadatau pelayanan jasa kapal, 

penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: (g). 

Penyediaan dadatau pelayanan jasa bongkar muat barang." Pasal ini yang 

kemudian menjadi landasan bagi operator saat ini untuk dapat juga melakukan 

kegiatan usaha bongkar muat. Padahal jika dilihat, peraturan ini tentunya 

kontraproduktif dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 32 ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa "Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalain Pasal 3 1 

ayat (21~~ dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu". 

Selain karena pasal yang kontraproduktif dengan pengaturan pada pasal 

sebelumnya, revisi terhadap pasal tersebut penulis maksudkan untuk menyusun 

struktur bisnis yang sehat di pelabuhan. Karena dengan kedudukan operator yang 

juga dapat melakukan praktik bisnis diluar penyediaan jasa kepelabuhan, tentu ha1 

tersebut dapat berdampak negatif kepada pesaing yang secara khusus didirikan 

untuk melakukan aktivitas bongkar muat. Operator berpotensi memonopoli 

kegiatan bongkar muat karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah yang 

38 Usaha yang dimaksud dalam pasal tersebut salah satunya adalah kegiatan bongkar muat 
barang. 



menjadi usaha jasanya di bidang lain, yaitu jasa penyediaan tempat untuk bongkar 

muat. Selain revisi pada pasal yang penulis sebutkan, hendaknya wacana ini juga 

ditujukan kepada peraturan-peraturan di bawah Ucdang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 yang juga memeberi efek inefisiensi di pelabuhan. 

3. Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan 

Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Dewan Asuransi Indonesia, 

setidaknya ada tiga bentuk struktur tata kelola yang baru yang ditetapkan 

berdasarkan Undang-Undang Pelayaran tahun 2008, utamanya dalam 

meningkatkan persaingan dan partisipasi sektor swasta sebarai bentuk efisiensi di 

pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang penulis m a k ~ u d k a n : ~ ~  

a. Pemisahan aset pelabuhan yang ada sehingga terpecah menjadi 

perusahaan-perusahaan berbeda dan saling bersaing. Pendekatan tersebut, 

yang secara umum dikenal dengan 'pemisahan7 ('z~nbundling ') merupakan 

pilihan yang disukai dalam literatur privatisasi untuk penerapan persaingan 

langsung ke sektor-sektor infiastruktur yang hingga kini didominasi oleh 

monopoli negara. Namun, dalam ha1 ini, pilihan tersebut mungkin 

merupakan pilihan yang secara politik sangat sulit untuk diambil. Sudah 

barang tentu akan terdapat penolakan yang besar terhadap undang-undang 

tersebut oleh beberapa pihak. Penolakan pasti juga akan ada di Pelindo. 

Namun sebagai tanggapannya, pemerintah telah inembuat suatu komit~nen 



yang jelas bahwa tidak ada aset Pelindo apapun yang akan dijual kepada 

sektor ~wasta.~ '  

b. Investasi. baru di terminal yang baru. Hal ini memberikan mekanisme 

penting untuk peningkatan kapasitas dan persaingan dalam jangka 

menengah-panjang. Menurut studi DAI ini, ha1 ini akan memerlukan 

peningkatan (atau setidaknya pelunakan) batas atas investasi asing pada 

operasi pelabuhan dan pengembangan infrastruktur dasar oleh pemerintah, 

serta pemberi persetujuan pengaturan, yang semuanya membutuhkan 

waktu. Namun seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa 

tidak ada yang hurnk dalam investasi asing, yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah adalah kecermatan dalam melakukan kontrak atau pemberian 

konsesi. Di samping itu, upaya yang juga penting adalah pembangunan 

dan pengembangan kapasitas berkelanjutan sejumlah otoritas pelabuhan 

sebagai representasi pemerintah di pelabuhan yang akan inengawasi 

perencanaan dan operasi pelabuhan dan mengatur akses ke layanan dan 

fasilitas utama pelabuhan.4' 

c. Hal ini kemungkinan dapat dilaksanakan dengan mudah untuk segera 

meningkatkan persaingan sebagai bentuk efisiensi di pelabuhan Indonesia 

adalah dilakukannya perubahan yang cepat terhadap terminal khususi12 

40 Zbicl. 
" Zbid. 
42 Terminal Khusus adalah tenninal yang terletak di 1uar Daerah Lingh~ngan Kerja dan 

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk 
melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 



atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)" untuk memudahkan 

mereka mengakomodasi kargo umum. Saat ini Indonesia memiliki banyak 

kapasitas peti kemas dan penangallan barang curah yang tidak dipakai 

pada pelabuhan-pelabuhan swasta tersebut yang dapat digunakan langsung 

untuk bersaing dengan  eli in do.^^ ~ e n ~ a n  memperbolehkan setidaknya 

beberapa pelabuhan untuk manainpung kargo pihak ketiga akan 

memberikan beberapa solusi jangka pendek sampai menengah untuk 

permasalahan logistik pelabuhan lndonesia saat ini, sementara menunggu 

solusi jangka panjang melalui investasi dalam kapasitas barn yang 

dimungkinkan oleh Undang-Undang Pelayaran Tahun 2008.~' 

C .  Banclzmarking dengan Pelabuhan Negara Lain 

Dalarn pembahasan ekonomi global, ha1 yang tidak dapat dipisahkan 

dengan proses liberalisasi ekonomi adalah wacana pasar bebas (free tmde)  yang 

terus diusung untuk dijadikan agenda perekonomian intenlasional. Hal tersebut 

43 Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah 
Lingkungan Ke rja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari 
pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 

44 Penelitian Asia Foundation (2008) menyoroti kepentingan ekonomi dari tindakan yang 
memperbolehkan pelabuhan swasta tertentu ~nenemukan sebuah terminal barang curah kering 
swasta (milik pihak asing) di Pelabuhan Makasar yang tenltama menangani gandum dan dapat 
menampung kapal barang curah besar. Terminalnya memiliki perlengkapan yang memadai dengan 
panjang dermaga sekitar 250 meter yang marnpu menampung kapal sebesar 60,000 sampai 80,000 
DWT. Selain itu, pelabuhan tersebut telah atau akan segera memiliki alat bongkar muat barang 
curah kering yang dapat dengan mudah diubahfditingkatkan untuk menangani komoditi barang 
curah kering utama lainnya dari pedalaman, misalnya kakao. Selain itu, Pelabuhan Cigading di 
Cilegon, Banten, yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Krakatau Steel merupakan terminal 
barang curah kering yang paling besar dan dalam di Indonesia yang nlampu menangani kapal 
bermuatan besar sampai 150,000 DWT. Kira-kira hanya 30 persen kapasitas yang dibutuhkan 
untuk kegiatan Krakatau Steel. Pelabuhan ini sekarang sedang berupaya untuk mengubah 
statusnya dari pelabuhan khusus menjadi pelabuhan komersil, namun telah secara terbuka 
melayani kargo pihak ketiga selama bertahun-tahun. Lihat dalam 
http://pdf. usaid.~ov/pdf-docs/PNADN 189.pdf, Up., Cif. - 

" IIbiCl. 



dinilai akan semakin mempejelas peta persaingan ekonomi yang akan muncul di 

suatu negara.46 Oleh karena itu, globalisasi dan liberalisasi ekonomi adalah 

momentum penting tingkat dunia yang seakan selalu digaungkan keras-keras oleh 

pelaku ekonomi inte~nasional akhir-akhir ini. Di setiap pertemuan, baik dalain 

skala regional maupun global, ha1 ini selalu diarahkan pada upaya untuk 

mempercepat proses integrasi ke dalam pasar bebas d ~ n i a . ~ ~  

Dalam kaitanya dengan strategi pengembangan pelabuhan, setiap negara 

memiliki strateginya masing-masing. Namun beberapa ha1 yang tidak dapat 

dipisahkan adalah hasil nyata dan prestasi dari strategi tersebut. Di tingkat 

regional bahkan dunia, beberapa pelabuhan di negara-negara Asia menduduki 

rangking teratas dalam prestasi distribusi logistik melalui pelabuhanya. Untuk itu 

penulis merasa perlu untuk melakukan analisis bcmcrnavking dengan negara lain 

yang dianggap lebih unggul dari Indonesia. Negara yang penulis rasa cukup 

relevan untuk dijadikail beberapa pembelajaran dalarn ha1 ini adalah Malaysia. 

Malaysia memiliki setidaknya dua pelabuhan yang masuk pada peringkat atas 

pelabuhan terbaik dunia seperti terlihat pada tabel berikut. 

4"aul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, ed. 4. International economics, 'theory and 
policy', (Singapore: ISE, 1998), hlm. 12 1. 

47 A. Prasetyantoko. Arsitektur Baru Ekonomi Global, 'Belajar Dari Ker~mtuhan Ekonorni 
Asia Tengpm' ,  (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 95. 



Tabel. 4.1 Peringkat Dunia Pelabuhan Berdasarkan JumIah Arus barang 

World Rangking 
. I .  - - - -  

1 I Shanghai 

Port Name 

- - -- 
31.5 

2 I Singapore 

Total TEU (million) 

29.8 

Shenzen 

24.3 

22.9 

I 9 1 Dubai 1 12.8 1 

15.9 

14.5 

I 

7 

8 

5 

6 

Busan 

Ningbo 

Guangzhou 

Qingdao 

10 

11 

12 

13.9 

12.8 

13 1 Port Klang* 

Rotterdam 

Tianjin 

Kaohsiung 

9.6 

14 I Hamburg 

I 16 1 Los Angeles 1 7.8 1 

12.2 

11.2 

9.8 

I 
9.1 

15 1 Antwerp 
1 

8.7 

(Sumber : Portklang Authority 201 I )  

I 
- - -- 

17 

18 

19 

20 

Ada beberapa ha1 yang penulis nilai mempengaruhi beberapa keadaan 

sehingga mampu membuat Port Klang dan Tanjung Pelepas di Malaysia maju 

sebagai berikut: 

"Pelabuhan Malaysia 

- - - 

~ o l f T a n j u n ~ e l e ~ a s *  

Long Beach 

Xiamen 

Dalian 
-- 

- 

7.5 1 
6.6 

6.4 

6.3 ! 



1. Kondisi Urnurn Port Klang 

Port Klang terletak di Negara bagian selangor, di pesisir selatan 

Peninsular, Malaysia. Lokasinya yang strategis di lembah Klang, wilayah paling 

kaya dan maju dimana hanya 40 km dari ibukota Negara, Kuala Lumpur. Port 

Klang juga merupakan pintu masuk utama yang tumbuh secara konsisten. 

Berdasarkan instruksi pemerintah pada tahun 1993, pelabuhan ini dibangun 

sebagai pelabuhan pusat B/M nasional dan terkadang juga digunakan sebagai 

persinggahan. Port Klang melayani hinterland yang menguasai dan dan menjadi 

pusat pertumbuhan terencana di Selangor. Di antara hinterland tersebut adalah 

Bandara Udara Internasicqal. 

Port Klang masuk dalarn 13 pelabuhan terbaik di dunia dan menangani 

37% perdagangan laut Malaysia. Lokasinya yang strategis menjadikan Port Klang 

sebagai pelabuhan pertama yang menghubungkan lingkar barat dan timur dari 

jalur perdagangan belahan Eropa dan timur dunia. Pelabuhan ini lnemiliki 

hubungan dagang dengan lebih dari 120 negara dan jaringan lebih dari 300 

pelabuhan di seluruh dunia. 

Dalam performance-nya, total alur barang yang diangkut pada tahun 201 1 

mencapai 9,603,926 TEUS dan kontainer sebanyak 194,167,667 FWT yang dapat 

dirinci sebagai ber ik~t .~ '  

48 Port Klang Authority, 2012. 



Tabel. 4.2 Performance alur barang dan kontainer 201 1 Portklang 

(Sumk : Poddlaog Authority 201 1) 

Indigenous 

Transshipment 

Containerised 

Conventional 

2. Manajemen Port Klang 

Beberapa hal penting terkait pengelolaan pelabuhan di Malaysia dapat 

&jabarkan sebagai berik~t:~' 

3,5 15,050 

6,088,876 

166,576,695 

275,909,72 

a. Pernerintah Malaysia mempunyai 2 pelabuhan utama terbesar yaitu Port 

37% 

63% 

87% 

13% 

Klang yang terletak di wilayah Kuala Lumpur dan Pelabuhan Tanjung 

Pelepas terletak di Wilayah Johor; 

b. Pernbinaan penyelenggaraan Port Klang oleh Port Klang Authority; 

c. Port Klang memiliki manajemen personal, fasilitas peralatan dan program 

o@onal pelabuhan berkualitas; 

d. Port Klang terdiri dari 2 terminal yaitu Nort Port dan West Port; 

e. Nort Port terminal yang merupakan pelabuhan multipurpose 

dioperasiondkan oleh perusahaan Nort Port (Malaysia) Bhd yang 

merupakan cabang dari perusahaan NCB Holding Bhd; 

49 Kementerian Perhubungan Laut, Stti& Pe~~gemhrnzgm~ ClommercinI Chk arj Bidmg 
PeIayarcm, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, 2012), Bab IV, hlm. 76-78. 



f. Demikian juga dengan West Port Terminal dioperasionalkan oleh Klang 

Multi Terminal Sdn Bhd yang juga merupakan cabang dari NCB Holding 

Bhd dan PTP dioperasionalkan oleh Johor West Port Sdn Bhd; 

Pembinaan penyelenggaraan Pelabuhan oleh Port Azitho~ity. Disamping 

itu, pengelolaan mencakup beberapa aktivitas antara lain:50 

a. Port Klang memiliki manajemen personal, fasilitas peralatan dan program 

operasional pelabuhan yang berkualitas; 

b. Port Klang ditetapkan sebagai kawasan bebas (Free Zone) tepatnya 

Nortport pada 1 April 1993, South Point pada 19 Februari 2004 dan 

Westports 20 Juni 1996 dimana investor bebas bersyarat untuk ke 

pelabuhan tersebut. Disamping itu kedua pelabuhan tersebut dilengkapi 

sarana angkutan yang komprehensif baik angkutan container melalui 

prasarana jalan raya, re1 KA, laut dan sarana angkutan udara secara multi 

moda. 

3. Kebijakan Privatisasi Dalam Aktivitas Port Klang 

Peraturan-peraturan yang melandasi aktivitas Port Klang dan Tanjung 

Pelepas dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini: 

a. Sesuai peraturan perundang-undangan Pemerintah Malaysia, bahwa 

penyelenggaraan pelabuhan umuin adalah menjadi tanggungjawab 

Pemerintah Malaysia melalui Menteri Pengangkutan Malaysia yang dalam 



pelaksanaan diselenggarakan oleh Regzllntory Authority dengan tugas 

melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kepelabuhan; 

b. Port Klang dibangun dengen investasi total untuk Port Klang sebanyak 50 

million RM dan dibangun melalui pola kerja sama antara Pemerintah 

Malaysia dengan pihak Swasta, dimana untuk Port Klang dengan NCB 

Holding Bhd; 

c. Keikutsertaan pihak swasta tersebut dilakukan melalui prosedur tender 

terbuka dan Peinerintah Malaysia dengan memberikan hak konsesi selama 

30 tahun dengan skema Built Operate dan Transfer (BOT); 

d. Pola bagi hasilnya dilakukan berdasarkan revenue sharing sebesar 30% 

dari revenue tahunan. Sedangkan pihak swasta mendapatkan revenue dari 

kegiatan stevecloring dan penumpukan sedangkan pelayanan kapal 

menjadi revenue dari Pemerintah Malaysia; 

e. Lahan dan perairan serta fasilitas basic infrastruktur seperti break water, 

alur, kolam, serta sarana bantu navigasi pelayaran - disediakan oleh 

Pemerintah Malaysia, sedangkan bangunan dan fasilitas operasional 

pengelolaan pelabuhan disamakan dengan pihak swasta; 

f Mengenai tarif pelabuhan dikontrol langsung oleh Pemerintah Malaysia. 

4. Peraturan yang berkaitan aktivitas bisnis di Portklarzg 

Sebagai payung hukum dalam praktik bisnis yang terjadi dan perangkat- 

perangkat terkait di Portklang terdapat beberapa peraturan nasional yang dirujuk 



dan berpengaruh terhadap kegiatan bisnis pelayaran. Peraturan-peraturan tersebut 

antara lain:51 

a Ordinan Pengangkutan Kargo Melalui Air 1 950 

b. Ordinan Perkapalan Saudagar 1 952 

c. Ordinan Perkapalan Saudagar (Sabah) 1960 

d Ordinan Perkapalan Saudagar (Satawak) 1960 

e. Akta Lembaga Dius Api 

f. Akta Lembaga Pelabuhan 1963 

g. Akta Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang 1 955 

h. Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu 198 1 

i. Akta Pelabuhan (Penswastaan) 

Selain perahran yang berlaku secara nasional tersebut, di Portklang juga 

diberlakukan pengaturan yang berasal dan perjanjian internasional baik yang 

bersifat bilateral maupun multilateral. Perjanjian internasional secara bilateral 

dapat di lihat dalarn tabel berikut: 

Tabel 4.3 Perjanjian bilateral Malaysia 

Malaysia-Turkey 

Malay sia-Belgo-Luxemburge 

Malaysia-Sri Lanka 

- 

Port Klang Authority, 2012. 



Malaysia-Pakistan 

Malaysia-Russia 

Malaysia-China 

Malaysia-Indonesia 

Malaysia-South Korea 

Malaysia-Romania 

Malaysia-Vietnam 

Malaysia-South Africa 

(sumber : PortMang Authority 20 1 1) 

Sedangkan dalarn hal pelaksanaan hukurn komersilnya, Malaysia 

memberlakukan Malaysia Carriage of Goods by Sea Act atau dsingkat Malaysia 

COGSA yang diberlakukan 1950 sejak pendudukan Inggris. Pasca 

kaerdekaanya, beberapa peratwan lain ditetapkan untuk diberlakukan di dua 

wilayah Malaysia yaitu, Convention Reluting to the Carriage of Goods by Sea and 

to the Liubility of Shipowners and Others yang diberlakukan t a b  1960 di 

Malaysia Timur (Sara&)), dan Q wilayah Sabah peraturan turunan hhun 1961 

yang mengadopsi Hague Rules. Namun saat ini Malaysia masih dalarn proses 

upaya revisi peraturanya yaitu COGSA dengan hsesuaikan peraturan 

intemasional yang lebih relevan saat ini seperti Hugue- Ksby Rules 1968 terutama 

dalarn ha1 tanggungjawab dan ganti rugi. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat 

menguraikan beberapa kesimpulan sebagai berikdt: 

1. Bahwa ada beberapa bentuk hambatan berupa praktik usaha dan kebijakan 

pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan atau berpotensi 

menyebabkan inefisiensi di pelabuhan. Hainbatan-hambatan tersebut 

penulis bagi kedalam dua sifat, yaitu hambatan yang bersifat yuridis dan 

hambatan yang bersifat non-yuridis. 

a. Hambatan yang bersifat yuridis. Hambatan tersebut antara lain 

hainbatan yang berasal dari kebijakan pemerintah yang berbentuk 

regulasi terkait praktik bisnis yang ada di pelabuhan dan terjadinya 

pelanggaran terhadap hukum persaingan. 

b. Hambatan-hambatan yang bersifat non yuridis. Hambstan yang 

dimaksud seperti struktur bisilis yang memungkinkan operator 

memiliki peran ganda selain sebagai operator, ketidak mampuan 

swasta dalam melakukan investasi dan terjadinya pungutan liar 

sehingga biaya yang keluar dibebankan kepada barang yang tentu 

inemicu high cost economy. Meskipun praktik usaha di pelabuhan 

Indonesia dijalankan berdasarkan regulasi yang sudah dibentuk, 

praktik yang berjalan di lapangan acapkali menyimpangi sistem 

yang ada, terutama dalam ha1 penetapan tarif, pungutan, perizinan 



dan lain-lain yang dinilai dapat menimbulkan efek inefisiensi dan 

high cost economy. Meskipun hambatan kedua ini merupakan 

hambatan non y~ridis, namun sebenarnya dapat juga menimbulkan 

akibat hukum, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibuat 

salah satunya adalah untuk mencegah tindakan yang mengarah 

pada struktur bisnis yang menciptakan entry barrier bagi 

kompetitor. 

2. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi hambatan 

yang ada. Secara garis besar upaya hukum yang hams ditempuh untuk 

menciptakan efisiensi di pelabuhan dapat dilakukan dengan melakukan 

penegakan hukum (law enforcement) terhadap peraturan yang dirasa sudah 

memadai namun belum berjalan efektif serta diikuti optimalisasi peran 

lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan. Selain itu 

upaya revisi maupun judicial review perlu juga dilakukan terhadap 

peraturan yang dirasa kontraproduktif dengan tujuan yang hendak dicapai 

undang-undang yaitu efisiensi. Selain upaya hukum tersebut beberapa 

upaya lain juga penulis ajukan untuk dapat ditempuh guna menciptakan 

efisiensi di pelabuhan, diantaranya memfungsikan peran otoritas 

pelabuhan sebagai representasi pemerintah dalam memberikan konsesi 

kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang dinilai mampu melakukhn 

pengelolaan, atau jalan lain yaitu perbaikan ulang tata kelola yang selama 

ini berlangsung. 



B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan studi ini, kiranya perlu disampaikan 

rekomendasi-rekomendasi sebagai upaya lanjut sebagai berikut: 

1. Agar dioptimalkan lernbaga yang memiliki otoritas untuk melakukan 

fungsi kontrol agar peraturan yang ada dapat berjalan efektif. Hal ini 

2enting untuk mewujudkan efisiensi dan menghindari 'high cost 

economy' karena sistem yang be jalan baik. 

2. Dalam praktek, pola pembagian wewenang harus ditegaskan kembali 

yaitu BLTP sebagai pelaku usaha dan pemerintah sebagai regulator serta 

ditindaklanjuti dengan pola pengawasan yang tepat. Selain itu hams ada 

kebijakan utama untuk meningkatkan intensitas bisnis pelayaran yang 

rnemperrnudah pelaku usaha tanpa terhambat dengan peraturan seperti 

kebijakan pelabuhan bebas G e e  zone) teruta~na untuk aktivitas 

perdagangan internasional atau ekspor-impor 
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Pelaksanaan Ketentuan Undang- Kepada Yth. 
Undang Ncmar !7 fahun 2098 
rcwltang Pelayapan rerhsdap 1 Direktur Utama PT Pdabuhan 
PT Pelabuhan indoneaa 1. 11, Il l .  lndonesla I (Persero) 
den N (Persero) 2. Dkekhrf Utama PT. Palabuhan 

ind~nesia tl (Persera) 
Qb O M t u r  Utama FT. Pelabuhar: 

Indonesia !li (Persera) 
.4 .  Drektur USama PT. Pelabuhsc 

lndonssra IV (Persero) 

I Daiam rrrngkil marnbarikat'l k ~ a s h a n  hukurn dan hepastian 
bermaha bwi W a r ?  kana M b u h a f i  yanq blah ada saat 
ditcrbitkannye Untisny.Undaog Namor 17 tahun 2008 todang 
Peleyafen, yakhi PT Pefabuhan hdonesia I, I t ,  Ill, dan IV (Persera) 
setragai Berdar! Usaha Milik Negara Bidang Kepeiebuhanan yang 
did~rikrin berbaaarkan PemEltursn Pernedntah Mmor 56 Tahun 1397. 
Petaturan Pemarintah Nonror 57 Tahun 1391, Pepaturan 
Permarintat, Nornor 58 7ah~in 1981, $an Per~iurm Perrtorinui! 
Nomor 59 Ttlhun 2991, teiah diatur ketentuan daLm Undang- 
Undang Nomor ?P Tahun 2908 tentang Pelayaran sebtlgai btiltut: 

a. Pasd 344 &fat (I). ayat (21, dan ayat (3) setta P8n)elaf;arrnya: 

1) ayat[(1) 
"Pada saal Undang-Unrtang nl Brlaxu, Parnen'ntah, 
pemerlntah daerah, d m  Badan Usaha Milik Negara yang 
menye~enggarakan petabuhan tatap menyd~n~arakan 
kegiatan pergusahaan dl pelabuhan berdamrkan Undwng- 
Undeng i n r " . ~  



ayai f2) 
Tlalarn waktu paling rama 3 (tigaj $bun sejak Undang- 
Undeng ini berlaki~, kegiatan usaha pelabuhan 'yang 
ditaksanakan aleA Peinerintafi, pernerintah daersh, dan 
Badan Usatra Mlik Negara sebsg~irnans dimakud pada 
ayat [I) wqlb Uisasdaiwn dengan ketentuan sebagaimana 
diatur dalam t'nciang-Undang inin. 

Penjelasan: 
Penentuan wak t~  3 (dga) t~iahun dalam ketentuan ini 
dtmaksudken untuk rnernbrikbn w&kW yana wkup bagi 
Parnefinrah rnererrcsnamn pengembangah .&labuhan den 
Badan Usaha Miijk Ncgara, Untuk keperluan pengembangtin 

~ t )  evaluasi aset Badan U~lahe Mlilik Negara yang 
menyelenggamkan usaha pelabuhan; dan 

b) audit swara mmyalwlt &rhac)ap aset Wan Usaha 
Milik Nagara yang rnsnyelanggarakan usaha pdabuhm 

3) ayat (3) 
'Keglatan pengusahzin di pslabuhan yng klah 
diselenggarakan oldh Badan Usaha Miiik Negare teiap 
diselenggamkan ofsh Badan Usiatra Mifik Negara dirn9ksudn. 

PenJelasan: 
fang dimaksud dengan ?%trap disdenggarakan oieh Badan 
Ustihe Mitik &garam adakh Badan Usaha Mlllk Negara yang 
didirikan berdamrkan Peraturan Bmrintah Numor 56 Torhun 
7091, Pe'rahnan PerneAntah Nomcrr 59 Tahun 1901, 
Pewran P m W h  M m  58 Tshun 1991, dan Per&uran 
Pemerintah Nmar 59 Tahw 1491, tetap msnyetenggarakan 
kegtatan usaha dl petab~~han yang meliputi: 

a) kegiatan yang d~atur dakm Pawl 90 ayat {?), ayat (2). 
ayat (3) dan a p t  (4) Undang-Undang Nornor 17 Tahun 
2QQ8 tentang Pelayaran; 

b) penydiaimn koliarn pelabuhan msuai dengan 
peruntukannya berdasarkan pe~mpahan dari Pemerintah 
dan ketgntuan persrturan penindangundangan; 

*.j pelayanan jasa pemenduan berdasarkan pelimpahan cari 
Pemerintati dan ketentuan perahran perundang. 
unclarrgan: 

d) penyedimin dan pengusahaan tarsah sesuai kebuluhan 
berdasarkan pelimpahan dari Pemarintah dan ketentuan 
perahran petundang-undangan di bidang perterclahan; - 
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1) ayattl) 
"Pejanjian atau kerfa sama di dalam Oaerah tingkungan 
Kerja antara Badan Usaltet Milik Wgara yang taah 
rnmyelenggarekarl us* pelahhar: dengm plhk ketiga 
t a p  berlakr;'. 

2) war (2) 
'Pada seat Undang-Undang ini mufa: bertakb, pe janjian atau 
kerja sama 0adan Usaha MIti'i Negara dengm pihak ketlga 
dilaksanekan ~esuai dengan Ufldang-Undang in2". 

Sehubungan dmwn hal temd~ut di atas, dabrn f;aPgka penempan 
ketentuan Undsng-Undang Nornor 17 T ahun 2008 bntiang 
Pelayaran. terhadap PT, Pelabclhar Indc~es~a I ,  11! Ill, dan IV 
(Persero: diMakukan fialahal mbag ai beri kut: 

a unqdk dapat merrbrikan Wayanan jasa kepeitabuhanan, 
Pf. Pdtlabuhan Indonesia I ,  i!, 111, dan W [Perswu) wajib merniliki 
izin usaha sebagal Bedan Usaha Peiabuhen: 

I) kmberian pslsyanan jrrsa kapelabuhanan deh PT. P8tabUhan 
lndonssla I,  11,  I l l ,  dan IV (Pefsera) dilakubn Derdasatkan 
konswi dad Obntas PsLabuhan ymg dttuangkan dalam benfuk 
wrjanjian dan sambll rnonunggu psrrjanjian tionsesi make 
pelayanan jasa kepetabuhanan termassrk pelayanan jasa labuh 
tetap diakdcan aleh PT. Peiabuhsn Indonesia 1, II ,  111, dan IV 
(Persm); 

c konsesi pelayanan jasa kepelabuhanan pada terminal yam pade 
6aat dbtapltannya Undang-Undang Nomor 17 Tab~un 2006 ielah 
dlusahakan ofsh PT. Pelabuhan lndanesia 1 ,  11, I l l ,  dan W 
(Persero), dlbwlkan kepada PT. Pelabuhan Iridanesla I, i l .  Ill. 
dan IV (Persero) tanpa melalui mekanisme lelang; 

0. hemberian konwd twttadap pelayanan Jssa kepelabdhanan 
mda brminal yang pada saat .ditetapkFlnnye Undang-Undang 
Nomor I f  Tiahun 2008 telah dlusahakan oleh W. Pelabuhan 
Indonesia 1, 11, Ill ,  dan 1V (Persero) diberikan setelah dilakultm 
evaluast aset dan audit secara- menyslunrh terhadap aaet 
Pr, Pelabuhan hdonesia I ,  11,11I, dan IV (Pwero); 

e pembangjuntrn danratau pangembangan fasilitas pelahhan 
dl atas tanah aset fT.  Pdabuhan Indonesia I, 11, flt, dan 1V 
(Penam) dalam rangka perdngkatan pelayanan kepacla 
pengguna jfpsa diiakukan oteh PT. Pelabuhan Indonesia I ,  !I. Ill, 
dan IV (Persem) rnsrupkan bagian dad konsest yang t4ah 
dibnian, - 
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f. sebrstwn acnnya perjanjian k ~ t ~ W i .  apsrbita tetjadi sesuatu yans 
dapitt msr~harnbat pelayanan jasa kepahbuhman yarrg harus 
%$era dilah~lcan pernulihan ban ticlak dapat rnenunggu 
pembiayaan bari APHW. mka pemeltharaan psnahan 
gelombang, kohm g%labtlhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan 
dilakukan ofeh FT. Peiabr:hm Indonesia I. It. Ill. dan N (Pen&ro\ 
sdrln Otoritas Pelabuhan; 

g. a t  yang klah dimillkl oltih PT. Petabuhan !ne]anesia i .  11. Lli. oan 
IV (Persm) yam rnartrpalcan 'mkayann negara yaw U!pisahken, 
tetap menjadi aset PT. Pelabuhan lrrdonssia 1, ii, !I, dan IV 
(Penero); 

h. rerhadap tanah pelabuhn yang MI inf telaP barstatus hak 
pgdoiaan atas nama danktau &rcbtat sebagai aset 
PT. Pelabuhan Indonesia I, 11, Ill, dah IV {Petsera), tetap sebagai 
hak pengelolaan dadatau asat PT. Petabuhan Indonesia I ,  11. I l l  
dan SV (Persero); 

i penyediaan dan pengusahaan trrnah untuk kebutuhan 
pengembangan usaha kupslabrrnanan DerdaseWn pelimpahan 
dafr Pemerintah d~lakukan s ~ u a l  dengan peraturan wcundang- 
~mda.?Qan; 

j / P7'. hlabuhan Jndonssia I ,  11, 111, dan IV (P~wro) dapat 
~ndakuhan perjanlian kerjasarna dengan badan usaha lalnnya 
cialam penyediaan dan pembetian palayanan jasa 
icepelabuhanan dart jasa arkait dengan kepelabuh8mn, kh- 
untuk kerjasama pernanfaatan tanah di pelebuhan terleblrt 
dglhulu mcrmperdeh rekomendasi dsri Oton'tas Pelabuhan dahm 
haltan kesesuaien aengan Rencana lnduk Petabuhan; 

ki sebagai Badan Usaha Pdabuhan, PT. Palabuhan Indonesia I ,  11, 
Ill, dan IV (Persero) lertanggung jawab terhadap kin6fja 
peleyanan di terminal yang diusahakannya; 

I daranl pelakaanaan biatar.  pdayanan jasa bmgkar muat. 
PT. Pelab~han Indonesia I. I t ,  111, dan IV (Penem) &pat bakerja 
a m a  dengan ~enrsaha~n Bongkar Muat yang mempsdeh 
g@nunjukan dari pernilik barang dengan prinsip salfng 
mmgbnturgkan dengan mernperhatikan sarana, prasarana, dan 
keatdlk~n wrta pengalaman pawsahaan bongkar muat yang 
borssngkutan; 

m. panrsahaan bMtgkar muat yang aken rnelakukan kegiatan , 

bongkar rnuat di pelabuhan png diwrahakan aieh 
W. Pelabuhan Indonesia I, !I. Ill, dan IV (Persero), terlebih 
dahulu mendspat rahomerldasr dari Otorjtas Pelabuhan: - 



n, pernberlan pekyanan jasa kepeIaDuhanan oleh PT. Pelabuhan 
1ndonaa;la I ,  11, Ill, dan W (Perserol dilakukan berdrssarkan ststern 
clan prasedur pelayanan kapaf dan barang yang ditetapkan dsn 
diawasi olebh Otoribs Pelabuhan: 

o. sambll mEnungQu prases pernbahaman pelrnpahan pelayarlan 
pmanduan hepada Pf'. Pdabuhan lndonesia I ,  11, Ill, dan IV 
(Petsero], pelaksanaen pemanduao di peraihn yang telah 
dtlimpahkan kepada PT. Pslabuhan Indonesia 1, if. I l l ,  dan IV 
(Persero) tetap dilakukar) oleh PT. Pdabuhan Indmsra I, 11, H!, 
dan W (Pusem). 

3 Demlktan u n t u ~  menjaai perhatlan dan dilaksanakan dengan pef&h 
tanqgung jawab. - 

1. Manteri Koordicatar Bldang Peffik~n~mian; 
2. Menteri Keuangan; 
3 Mwteri Sekraaris Nqsra; 
4. AAenteri Badan Ueaha Milik Nsgara; 
5 .  DiMur Jenbcral Perhubungan taut. 



DI LINGKUNGAN PELABUNAW TANJUWG PERAK 



P E N G A N T A R  

Assalaamualaikaum Wr Wb , 

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada tanggal 19 Januari 2012, 
Kami para PengurusIPimpinan Asosiasi Kepelabuhanan TG. Perak telah setuju 
secara bulat untuk melakukan penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat 
(OPPIOPT) di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang 
diberlakukan terhitung mulai tanggal 19 Pebruari 2012 

Bahwa Kami para PengurusIPimpinan Asosiasi Kepelabuhanan TG. Perak 
yaitu : DPW APBMl Jawa Timur, DPC INSA Surabaya, DPW ALFIIILFA Jawa ' 

Timur, DPD GPEl Jawa Timur dan BPD GI~SI  Jawa Timur , yang bertindak 
masing-masing untuk dan atas nama anggotanya, telah mengikatkan diri untuk 

.. melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan penuh tanggung jawab serta 
Kami mengharapkan dukungar dari maupun kerjasama dengan OTORITAS 
PEIAB\JHAN TANJUNG PERAK Ill SURABAYA dan lnstansi terkait lainnys 
yang berkolnpeten. 

Disamping itu, implementasi Kesepakatan Bersama ini diupayakan dapat 
meningkatkan mutu pelayanan jasa bongkar muat serta produktivitas bongkar 
muat di lingkungan Pelabuhan TG. Perak. 

Akhirul kata, dengan senanti 3sa Kita berdoa dan berusaha serta dengan 
semangat kebersamaan, mariiah Kita wujudkan lingkungan yang kondusif di 
lingkungan Pelab~~han Tanjung Perak Surabaya dalam menghadapi globalisasi 
perdagangan di masa kini dan mendatang. 

Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Kita semua. 

Wassalaamualaikum Wr Wb. 



KESEPAKATAN BERSAMA 

Antara 

DPW APBMl JAWA TlMUR dengan 

DPC INSA SURABAYA, DPW ALFl / ILFA JAWA TIMUR, DPD GPEl JAWA 
TlMUR dan BPD GINS1 JAWA TlMUR 

Tentang 
TARlF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT (OPPIOPT) TAHUN 2012 

. Dl LINGKUNGAN PELABUHAN TANJUNG PERAK 

DPW APBMl JAWA TlMUR No. : G I  2/APBMl/ll/2012 

DPC INSA SURABAYA NO. . : 07lINSA SBY/11/2012 

DPW ALFl / ILFA JAWA TlMUR No. : 044lALFI - JATIMIlli2012 

DPD GPEl JAWA TIMUR NO. : 0541DPD/GPEI - JTM/11/2012 

BPD GINS1 JAWA TlMUR No. : 008/G.T/I1/2012 

Menimbang : a. Bahwa Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat di 
lingkungan Pelabuhan TG. Perak tahun 2012 yang I 

ditetapkan berdasarkan Kesepakatan Bersama 5 
(lima) Asosiasi Kepelabuhanan TG. Perak, 
dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian ; 

b. Bahwa dalam membuat Kesepakatan Bersama 
tentang Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat 
dimaksud dengan memperhatikan kepentingan 
Pengguna Jasa Bongkar Muat, '\Penyedia Jasa 
Bongkar Muat, Tenaga Kerja Bongkar Muat, 
peningkatan mutu dan kelancaran pelayanan ; 

Mengingat : a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 
tahun 2002, tertanggal 25 Pebruari 2002 tentang 
Penyelenggaraan Pengusahaan Bongkar Muat 
Barang dari dan ke Kapal 

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 
tahun 2007 tertanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman 
Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat dari 
dan ke Kapal di Felabuhan ; 

c. Swat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 81 
tahun 201 1 Tanggal 20 Nopember 201 1 tentang 
Penetapan Upah Minimum KabupatenIKota di Jawa 
Timur tahun 201 2 ; 



d. Hasil musyawarah mufakat antara DPW APBMl Jawa 
Timur dengan Pengurus Koperasi TKBM Usaha 
Karya dan PUK FSPMI TKBM TG. Perak pada 
tanggal 05 Januari 2012 ; 

e. Hasil I Kesimpulan Rapat 5 (lima) Asosiasi 
Kepelabuhanan TG. Perak tanggal 7 Pebruari 2012 
di Surabaya, tentang penyesuaian Tarif Pelayanan 
Jasa Bongkar Muat (OPPIOPT) untuk tahun 2012 di 
lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak . 

MEMUTUSKAN 

DENGAN MENCABUT : 

Kesepakatan Bersama antara DPW APBMl JAWA TIMUR dengan DPC INSA 
SURABAYA, DPW ALFIIILFA JAWA TIMLIR, DPD GPEI JAWA TIMUR darr 
BPD GINS1 JAWA 1'IMUR tentang Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat 
(OPPIOPT) Tahun 201 1 di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak, tanggal 11 
Pebruari 201 1, Nomor : 

DPW APBMl JAWA TIMUR No. : 008lAPBMlll112011 

DPC INSA SURABAYA No. : 09lINSA-SBYl1112011 

DPW ALFl I ILFA JAWA TlMUR NO. : 034lGAFIN-JATIMlI112011 

DPD GPEI JAWA TIMUR NO. : OOSIDPD - JATIMl1112011 

BPD GINS1 JAWA TIMUR No. : 0761DIV11112011 

MENETAPKAN 

PERTAMA : Kesepakatan Bersama' tentang Tarif Pelayanan Jasa 
Bongkar Muat (OPP/OPT) tahun 2012 di lingkungan 
Pelabuhan Tanjung Perak ; 

KEDUA : Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat di lingkungan 
Pelabuhan Tanjung Perak sebagaimana diktum 
pertama adalah tarif pedoman ; 

KETIGA : Ketentubn - ketentuan dalam Kesepakatan Bersama 
tentang Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat 
sebagairnana diktum pertama adalah diatur dblam 
pasal-pasal berikut ini : 



Pasal 1 

PENGERTIAN 

(1) Tarif pelayanan jasa bongkar muat atau lazimnya disebut Ongkos 
Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) adalah 
harga tertentu untuk setiap jenis pelayanan jasa bongkar muat barang- 
barang non petikemas yang diberikan oleh Penyedia Jasa Bongkar Muat 
( Perusahaan Bongkar Muat ) kepada Pengguna Jasa Bo~gkar Muat ; 

Tarif pelayanan jasa bongkar muat terdiri dari beberapa jenis atau 
komponen dan kondisi ( term ), yaitu : 

a. Stevedoring ; 
1). Car@odoring ; 
c. 3er ,living / Delivery ; 
d. FIOS term ; 
e. Liner term ; 
f Truck lossing / loading FlOS term ; 
g. Truck lossing I loading Liner term ; 
h. Liner - Stevedoring . 

(3) Golongan tarif pelayanzn jasa bongkar muat adalah merupakan 
penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan kelompok barang, 
terdiri dari : 

General Cargo ; 
Bag Cargo ; 
Komoditi lingan ; 
Barang in drum ; 
Cair melalui pipa; 
Kayu bulat ( log ) ; 
Rotan I Bambu ; 
Bahan baku untuk produk besi (Raw material) ; 
Curah kering ; 
Hewan ( kerbau, sapi, kuda, dan lainnya ). \ 

(4) Satuan ukuran dari setiap komponen dan atau kondisi ( term ) dalam tarif 
pelayanan jasa bongkar muat, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 dan 
ekor unti~k hewan ; 

(5) Yang dimaksud Komoditi Ringan selain yang tersebut dalam Daftar 
Lampiran I Kesepakatan Bersama ini adalah komoditi yang dikemas dalam 
karung kapasitas 100 Kg beratnya hanya kurang dari 70 % bila diisi penuh 
dari kapasitas karungnya, dan komoditi yang dikemas dalam karung 



beratnya kurang dari 40 Kg ; 

(6) Yang dimaksud Bag Cargo adalah komoditi yang terpisah kemasannya, 
dikemas dalam kantonilan plastik, goni, kertas, kain yang ter~rai dala~n arti 
tidak di pallet1 di unitisa:;i tidak lebih dari 100 Kg ; 

(7) Yang dimaksud Bahan baku untuk produk besi adalah bahan raw materiai 
atau bahan baku yang melalui proses pengolahan tertentu untuk dibuat 
menjadi produk besi, diantaranya : 

a. Pig Iron, yaitu besi dalam bentuk pig atau gumpalan kecil dalam 
beniuk asalnya ; 

b. Billet, yaitu produk setengah jadi dari besi atau baja dengan 
penampang bujur sangkar berbagai ukuran dan berbagai ukuran 
panjang ; 

c. Steel Bloom, yaitu produk setengah jadi dari besi atau baja 
dengan penampang selain bujur sangkar berbagai ukuran dan 
berbagai ukuran panjang ; 

d. Slab Iron, yaitu produk lantaian dari besi atau baja dengan 
berbagai ukuran lebar dan panjang, dengan ketebalan tertentu 
sedeinikian rupa sehingga tidak dapat digulung, atau hanya dalam 
bentuk lembaran ! sheets ; 

e. Plate lron dalam coil, yaitu produk lantaian dari besi atau b6ja 
dengan berbagai ukuran tebal, lebar dan panjang, dalam bentuk 
lembaran I sheets ; 

f. Wire Rod, yaitu Batang I bars termasuk batang poros ! shaft bars, I 

batang kecil I rods atau kawat I wire, dicanai, ditarik, diekstrusi 
atau dipuntir dari besi atau baja dengan berbagai ukuran ketebalan 
garis tengah dan panjang dalam bentuk batangan, gulungan 
berputaran teratur atau tidak teratur, dibengkokkan atau Lainnya, 
dikemas atau tidak . 
Catatan : 

I. Untuk Plate lron dalam coil ( huruf e ) yang 
dipalut, disepuh atau dilapisi, digolongkan 
sebagai barang - barang GENERAL CARGO ; 

2. Bahan baku untuk produk besi selain jenis 
tersebut di atas digolongkan tarifnya temasuk 
dalam kelompok barang - barang GENERAL 
CARGO. 

KETENTUAN KOMPONEN DAN KONDlSl I TERM 
DALAM TARlF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT 

(1) Tarif pelayanan jasa bongkar muat terdiri dari komponen biaya - biaya 
upah TKBM dan biaya PBM ynng terdiri dari kegiatan Steved~ring, 
Cargodoring, ReceivingIDelivery ditambah dengan biaya kesejahteraan 
TKBM, Jaminan S~sial TKBM dan administrasi Koperasi TKBM ; 



(2) Tarif pelayanan jasa bongkar rnuat dalam kondisi FlOS Term- terdiri dad 
biaya Stevedoring, Cargodoring dan Receiving I Delivery ; 

(3) Tarif pelayanan jasa bongkar muat dalam kondisi Liner Term terdiri dari 
. biaya Cbrgodoring dan Receiving I Delivery ; 

(4) Tarif truck lossinglloading ( Ship Side ReceivinglDelivery ) atas kondisi FlOS 
tern1 terdiri dari 100 % biaya Stevedoring ditambah 70% biaya Cargodoring 
dan 55 % biaya Receiving I Delivery ; 

(5) Tarif Truck Lossingl loading (Ship Side Receiving1 Delivery) atas, kondisi 
Liner term terdiri dari 70% Cargodoring dan 55% biaya Receiving1 Delivery; 

(6) Tarif kondisi Liner - Stevedoring adalah beban Shipping Company 
(Perusahaan Angkutan Laut atau Pelayaran) ; sedangkan Cargodoring dan 
ReceivinglDelivery beban pemilik barang. 

(7) Dasar hitungan satuan pembebanan biaya pelayanan jasa bongkar muat, 
diambil yang terbesar diantara : 

a. Gross Ton I m3 menurut manifest ; 
b. Gross Ton I m3 menurut BIL ; 
c. Ekor untuk hewan ; 
d. Tally I pengukuran. 

(8) Apabila ada tambahan biaya karena perubahan sistim penanganan barang 
seperti uang ganco dan borong gawe, maka biaya tersebut menjadi 
tanggungan pemilik barang, sedangkan untuk uang tunggu gang buruh 
menjadi beban agen pelayaran ; 

(9) Pembebanan terhadap barang-barang setiap party atau BIL yang beratnya 
atau volumenya' kurang dari 3 ton, dihitung menjadi 3 ton ; 

(10) Dalam ha1 terjadi kondisi pelaksanaan pembongkaran ship side delivery 
terpaksa harus melalui penimbunan se~nentara, maka jumlah barang yang 
ditimbun tersebut diberlakukan tarif masuk gudang ; 

(11) Besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat yang dibebankan kephda 
pemilik barang (Consigneelshipper) ditetapkan secara rata-rata baik pada 
hari kerja biasa maupun pada hari Minggullibur resmi. 



Pasal 3 

BESARAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT (TARIF DASAR) 

LINER 1 

Rupiah 

- 
TIL 

FlOS 

65.628 

57.223 

52.679 

43.740 

13.375 

20.146 

75.358 

32.096 

23.505 

25.107 

mata uan! 
P a s a l  4 

- 
PENGGUNAAN ALAT-ALAT MEKANIS 

FlOS 
Term 

84.555 

74.868 

69.035 

56.354 

- 

25.555 

97.091 

41.318 

30.374 

- 
Dalam 

(1) Dalam pelaksanaan Bongkar Muat apabila menggunakan alat- alat mekanis 
antara lain forklift, grab, hopper, excavator, pay loader dan lain-lain, maka 
diberlakukan tarip penggunaan alat-alat mekanis yang dalam ha1 ini tarifrrya 
masih ditambah dengan uang makan sopir/unit/shift, sebesar Rp. 75.030 
(Tujuh Puli~h Lima Ribu Rupigh) ; 

LINER 
Term 

52.792 

48.000 

44.979 

35.185 

- 

15.473 

60.620 

25.106 

18.744 

- 
satuan 

(2) Besaran tarif penggunaan alat-alat mekanis sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini adalah sebagai berikut : 

20.591 

20.634 

19.075 

13.723 

- 

6.197 

23.644 

11.264 

8.302 

- 

a. FORKLIFT 

CD 

32.201 

26.366 

25.904 

21.462 

- 
9.276 

36.976 

13.842 

10.112 

- 

No 

1 

.2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
- 

9 

10 

Keg iatan 

Stevedoring 
(diatas kapal) 

Cargodoring 

ReceivingIDelivery 

ST, 

31.763 

26.868 

24.056 

21.169 

.. 

10.082 

36.471 

16.212 

11.630 

GOLONGAN 
BARANG 

General Cargo 

Bag Cargo 

Komoditi Ringan 
~ 

Brg cair (in drum) 

Cail melalui pipa 

Kayu bulat (Log) 

RotanIBambu 

Bahan baku untuk 
produk besi 

(raw material) 

Curah Kering 

Kerbau,Sapi,Kuda 
dl1 

SATU 
AN 

T I mS 

T 

T 

T 

- 

T 1 m3 

T 

T 

T 

Ekor 

Kapasitas .. 

2,s s/d <5 Ton 
2 5 Ton 

2,5 std <5 Ton 
2 5 Ton 

2,5 sld <5 Ton 

Tarif 
(Rp) 1 
1 1,933 
19,894 
10,127 
13,879 
10,127 

25- 



b. ALAT-ALAT KHUSUS 

(3) Dalam ha1 terjadi kondisi pelaksanaan bongkar muat barang-barang khusus 
selain menggunakan alat-alat tersebut, maka peralatan dan atau peratatan 
tambahan yang digunakan adalah menjadi beban pemilik barang sesuai 
Actual Cost ; 

(4) Karena sesuatu ha1 apabila terjadi pembatalan pembongkaranlpemuatan 
sehingga batal pula pemakaian alat-alat yang telah disewa oleh PBM, 
maka semua biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban pihak yang 
memberikan order pekerjaan dan atau pihak yang membatalkan. 

Keterangan 

Per Ton1 m3 

Per Ton/ m3 

Per Ton/ m3 

Per Ton/ m3 

Per Ton/ m3 

Jenis Alat Khusus 

Exavator 

Pay Loader 

Grabe + Hopper 

Grab 

Hopper 

P a s a l  5 

LONG DISTANCE 

Tarif (Rp) 

6,237 

6,237 

5,199 

3,742 

2,599 

(1) Yang dimaksud Long Distance adalah kegiatan cargodoring yang jarak 
untuk penimbunan barang dari kade posisi barang dibongkar melebihi 130 
meter, maka biaya tambahan untuk kegiatan Long Distance tersebut 
sebesar Rp.15.000,- per Ton/ m3 ; 

(2) Apabila dalam pelaksanaan cargodoring long distance tersebut harus 
msmakai alat-alat angkutan/.mekanis : trucMttailer dan lain sebagainya, 
rnak~, binya untuk penggunaan alat angkutan / mekanis tersehut 
merupakan biaya tambahan dan menjadi beban pemilik barang sesuai 
actual cost. 



P a s a l  6 

SURCHARGE 

(1) Terhadap kondisi barang yang memerlukan penanganan secara khusus 
dalam pelaksanaan bongkar muat dan penimbunannya, serta untuk 
menjamin keamanan barang tersebut, maka pemilik barang akan dibebani 
biaya tambahan (surcharge) sebagai berikut : 

a. Barang berbahaya : 

1). Golongan I (IMO CLASS 1 s.d. 3) sebesar 100% dari tarif dasar 
Pelayanan Jasa Bongkar Muat, sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran IIA ; 

2). Golongan II (IMO CLASS 4 s.d. 7) sebesar 50% dari tarif dasar 
Pelayanan Jasa Bongkar Muat, sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran II B ; 

3) Golongan Ill (IMO CLASS 8 s.d. 9) sebesar 20 % dari tarif dasar 
Pela!,snan Jasa - Bongkar Muat , sebagairnana tersebut dalam 
Larr~i~iran II C ; 

b. Barang yang memerlukan penanganan khusus sebesar 20% dari tarif 
dasar Pelayanan Jasa Bongkar Muat sebagaimana tersebut dalam 
larnpiran II D ; 

c. Barang mengganggu, sebesar 20% dari tarif dasar Pelayanan Jasa 
Bongkar Muat sebagaiman~ tersebut.dalam Lampiran II E ; 

d. Besi tua curah, sebesar 100% dari tarif dasar Pelayanan Jasa Bongkar 
Muat ; 

e. Tarif pelayanan jasa bongkar muat khusus hewan yang berlaku, tidak 
termasuk biaya untuk pembongkaran dan Cleaning kotoran di Palka, 
dikenakan surcharge sebesar 50 % ; 

f. Barang Voli~minous, Heavy lift dan long 1 length cargo : 

- Baranq Voluminous 

3 s 10 m3 per coli = 25% dari tarif dasarnya 
> 10 sld 5 25 m3 per coli = 35% dari tarif dasarnya 
> 25 sld s 50 m3 per coli = 50% dari tarif dasarnya 
> 50 s/d s 75 m3 per coli = 100% dari tarif dasarnya 
> 75 s/d maximal 100 m3 = 150% dari tarif dasarnya 

- Barana Berat ( Heavv lift 1 

3 5 10 ton per coli = 25% dari tarif dasarnya 
> 10 sld 5 25 ton per coli = 35% dar~ arif dasarnya 
> 25 s/d s 50 ton per coli = 50% dari arif dasarnya 
> 50 s/d s 75 ton per coli 

1 
= I  00% dari' tarif dasarnya 

> 75 sld maximal 100 ton per coli = 150% dari tarif dasarnya 



- Barana Paniana ( Length 1 

> 6 sld 5 10 meter per coli = 25% dari tarif dasarnya 
> 10 S 15 meter per coli = $0% dari tarif dasarnya 
> 15 sld S 25 meter per coli = 100% dari tarif dasarnya 
> 25 sld maxirhal30 meter per coli = 150% dari tarif d,asarnya 

(2) Dalam pembebanan biaya surcharge tidak boleh diperhitungkan rangkap 
dan Surcharge hanya berlaku untuk Break Bulk Cargo ; 

(3) Apabila ditemukan . barang-barang berbahaya diluar daftar- lampiran II 
Kesepakats.1 Tarip Bongkar Muat ini, maka dipakai dasar buku pedoma~, 
IMO dan atau peraturan setempat. 

P a s a l  7 

OVERBREINGEN 

( I )  Yang dimaksud dengan overbrtingen ( pindah lokasi ) adalah pemindahan 
barang-barang dari gu'dangllapangan penumpukan yang satu ke 
gudangllapangan penumpukan yang lain dalam daerah pelabuhan atau dari 
ship side ke gudang khusus untuk itu ; 

(2) Biaya yang timbul atas overbreingen (pindah lokasi) sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada pihak yang meminta overbreingen, 
dengan rincian sbb. : 

a. Ongkos angkutan sesuai actual cost. 

llntuk party sampai dengan 5 Ton 1 m3 dibebankan biaya minimum 
Sebesai Rp. 850.000 ,- 

b. Biaya administrasi pengurusan Rp. 385,- per Ton1 m3, minimal 
Rp. 850.000,- 

c. ReceivingIDelivery di gudang 1 lapangan yang baru tempat penerima 
barang overbreingen, sepenuhnya menjadi beban agen pelayaran 1 
Pemilik barang. 

P a s a l  8 

TRANSHIPMENT CARGO 

Terhadap barang muatan kapal laut yang berstatus Transhipment Cargo atau 
barang muatan lanjutan, maka untuk kegiatan bongkar muatnya ke kapal 
second carrier diberlakukan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud Pasal3. 



P a s a l  9 

BARANG YANG DILELANG 

Terhadap barang impor dan ekspor yang dinyatakan dilelang oleh Negara, maka 
seluruh biaya PBM dibebankan kepada pemenang lelang sesuai ketentuan tarif 
pelayanan jasa bongkar muat dalam Kesepakatan ini. 

P a s a l  10 

BONGKAR MUAT MELALUI ANGKUTAN BANDAR 
( REDE TRANSPORT ) 

(1) Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan bongkarlmuat barang dapat dilakukan 
dengan angkutan bandar ( Rede Transport ) ; 

Dalam kagiatan bongkar muat melalui rede transport maka kepada 
Penggur~a Ja ;a I Pemilik Barang dikenakan biaya-biaya sbb. : 
a. Bongkar IVluat dari kapal ke tongkang atau sebaliknya didalam kolam 

Pelabuhan Tanjung Perak : - Apabila tidak melebihi dari bouy 5 dari arah Pelabuhan Tanjung 
Perak dengan biaya sesuai tarip ship side receivingldelivery (truck 
lossinglloading) sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kesepakatan 
ini. 

- Apabila diluar bouy 5, kr i f  ditetapkan berdasarkan Kesepakatan 
antara pihak-pihak yang te .kait ; 

b. Bongkar Muat dari tongkang ke gudang 1 lapangan penimbunan atau 
langsurig truck IossingAoading dengan biaya sesuai tarip kesepakatan 
bongkar muat yang berlaku tersebut dalam pasal3 Kesepakatan ini ; 

c. Angkutan bandar diperhitungkan berdasarkan biaya sewa pemakaian 
alat 
angkutan bandar secara actual cost. 

P a s a l  11 

BlAYA EKSTRA GANG 

(1) Biaya Ekstra Gang atau pemakaian tambahan TKBM sesuai permintaan, 
seluruhnya menjadi beban pemilik barang dengan tarif per ganglshift 
pemakaian buruh 12 orang sebesar Rp. 1.346.609,-. 

(2) Biaya Lembur TKBM ekstra gang adalah rata-rata sebesar Rp. 261.965,- 
per gangljam ; 

(3) Biaya Ekstra Gang untuk : 
a. Sortir barang adalah menjadi beban pemilik barang. 
b. Ekstra Gang permintam Pelayaran untuk kepentingannya adalah 

menjadi beban Perusahaan Pelayaran. 



P a s a l  42 
DANA PEMBINAAN 

( I  ) Untuk kepentingan Dana Sosial dan Dana Pembinaan Asosiasi adalah 
sebagai berikut : 

(2) Dana Sosial sebesar Rp Rp. 50,- per Ton I m3 . 

(3) Dana Pembinaan Asosiasi sebesar Rp. 150,- per Ton I m3. 

P a s a l  13 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

(1) Apabila diltemudian hari terjadi perselisihan dalam penerapan tarii 
Kesepakatan ini , maka penyelesainnya akan dilakukan secara 
musyawarah mufakat antara Asosiasi terkait ; 

(2) Apabila ternyata dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal 
ini masih belum dapai diselesaikan, maka penyelesaiannya dapat diajukan 
kepada dan atau dikoordinasikan oleh Otoritas Pelabuhan I f l  
Tanjung Perak ; 

(3) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini masih belum 1 
dapat diselesaikan dan atau masih tidak memuaskan masing-masing 
pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum. 

P a s a l  14 

Kenaikan besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat ini wajib diimbangi denyan 
kenaikan produktivitas bongkar muat, terutama peningkatan kinerja para TKBM 
di Pelabuhan Tanjung Perak yang selama ini belum mencapai hasil 
sebagaimana yang kita harapkan bersama . 

P a s a l  15 

PENUTUP 

( I )  Kesepakatan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Pebruari 2011 dan 
berlaku sekurang-kurangnya untuk jangka waktu I (satu) tahun ; 

(2) Bilamana terjadi pelanggaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, 
maka masing-masing Asosiasi akan mengambil tindakan tegas terhadap 
pihak yang melakukan pelanggaran dengan dilaporkan kepada Otoritas 
Pelabuhan Tanjung Perak Ill ; 

(3) Segala iesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan ini dan jika 
diperlukan perubahan, maka akan diatur dan dibuat dalam sebuah 
addendum (amandemen) setelah dimusyawarahkan bersama; 



(4) Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam pembuatan 
Kesepakatan Bersama ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Surabaya, 16 Pebruari 2012 

DPW APBMl JAWA TlMUR 
/ 

KETUA 

C INSA SURABAYA PR'OPINSI JATlM 

.r 

KETUA KETUA 

,. . 
KETUA 

KEPALA KANTOR OTORITAS 
NG PERAK Ill SURABAYA 

q\ Drs. I b@$M 
92. A&"/? 

AN GDE SAPUTRAMM 



Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Must 
( O P P  I O P T )  tahun 2012 
Di lingkungan pelabuhan Tg. Perak __-___-------_------------------ 

DAFTAR BARANG - BARANG 
YANG TERMASUK GOLONGAN COMODITY RINGAN 

1. Cengkeh 
2. Lombok Kering. 
3. Kumis kucing 
4 . K o p i  
5. Bawang MerahIPutih 
6. Tembakau 
7. Biji Jarak, Tengkawang 
8. Biji Kelapa Sawit 
9. Biji Kapuk 
10. Biji Bunga-bungaan 
1 1. Biji Ketumbar, Merica 
12. Biji bibit 
13. Ampas-ampasan (bungkil) 
14. Batu Apung 
15. Copra 
16. Kacang-kacangan (masih berkulit) 
17. Kemiri, pinang 
18. Kentang 
' 9. Kulit Kina 
LO. Kayu Manis 
21. PadiIGabah 
22. Coklat. 
23. Daun Salam. 
24.. Jahe Kering, Lengkuas, Kunyit. 
25. Biji Asem. 
26. Kapur I Gampir,g dalam Karung. 
27. Biji PalalPuli. 
28. Rumput Laut. 
29. lkan TeriIAsin, Udang Kering. 
30. Sesama Cake. 
31. Arang Tempurung. 
32. Tapioca Chipslpellet in bag. 
33. Sugar Cane 



Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat 
( O P P  / O P T )  tahun 2 0 1 %  
Di lingkungan pelabuhan Tg. Perak 

DAFTAR BARANG BERBAHAYA I MENGGANGGU 

Dasar penggolongan barang berbahaya 1 mengganggu, adalah : 

1. Daftar IMO / Class 
2. Ketentuan Pemerintah / Pelabuhan setempat 

A. BARANG SANGAT BERBAHAYA GOLONGAN I (IMOICLASS 1 sld 3) 

1. Dikenakan Surcharges 100 % dari tarip dasar pengelompokan tarif 
barang-b'drang tersebut. 

2. Dibongkar langsung keluar atau ditimbun ditempat khusus di lingkungan 
Pelabuhan Tg. Perak atas persetujuan OTORITAS PELABUHAN I II 
TG.PERAK. 

I 

NO 
1 

---.- 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
'18 

L 

NAMA BARANG 
Potassium Chlorate 
Pe r-oleum Product 

--XI-timunition 
Acetone 
Inflammable Liquid 
Buthanol 
Amyl Acetate 
Ethyl Butyrate 
Xylenes 
Acetic Aced 
Parraffin 
Paintrrinner 
Butyl Acetate 
Adhesive 
Petroleum Product 
Asphalt 
Formalin 
Coal Tar 

IMO CLASS 
1 
3  
1 
3,1 
3 
3,3 
3 2  
3,3 
3 2  
3 2  
3 2  
3 2  
3 2  
3.2 
3 
3 2  
3,2 
3 2  

SlFAT 
Explosive 
Inflammable Liquid 
Explosive 
Inflammable Liquid 
Inflammable Liquid 
Inflammable Poisonou'se 
Inflammable Liquid ' 
Inflammable Liquid -- 
Inflammable Liquid 
Inflammable Liquid 
Inflammable Liquid 
Inflammable Liquid 
Inflammable Liquid 
Inflammable Liquid 
Inflammable Liquid 
Inflammable Liquid 
Inflammable Liquid 
Inflammable Liquid 



B. BARANG BERBAHAYA GOLONGAN II (IMOICLASS 4 s.d. 7) 

1. Dikenakan Surcharges 50 % dari tarip dasar pengelompokan tarif 
barang-barang tersebut. 

2. Dibongkar langsung keluar atau ditimbun pada gudang api di 
Pelabuhan Tg. Perak 

I 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

IMO CLASS 

4,1 

4,2 

4,1 

4,3 

4,1 

4.3 

4,2 

4,3 

4,1 

5,1 

4,1 

2 

6 1  

4,1 

3 

6 1  

5,1 

4,1 

4,1 

51 

42 

7 

NAMA BARANG 

Waste Paper 

Seed CakeIBungkil 

CottonIKapuk 

Ferrosilicon 

Astivated Carbon 

Calcium Carbide 

Iron Oxide 

Titanium Hydride 

Alcohol 

Potassium Nitrate 

Sulphur 

Carbon Dioxide 

Pestisides 

Fish Meal 

Pthalic Anhydride 

Poisonous Solid 

Hydrogen Peroxida 

Lilin 

Jute 

Calsium Hyphoclorite 

Copra 

Mercury 

SlFAT 

Inflammable Solid 

Spontaneuosly Com busti ble 

lqnite Readily 

Dangerous When Wet 

Inflammable Solid 

Dangerous When Wet 

Spontaneously Combustible I 

Dangerous When Wet 

lnflamrnable Llquld 
- 

Oxiclizing Agent 

Inflammable Solid 

Compressed Gas 

Poision 

Inflammable Solid 

Inflammable Liquid 

Poison 

Oxidizing Agent 

Inflammable Solid 

Inflammable Solid 

Oxidizing Agent 

Spontaneously Com bustible 

Radio Aktive. 



C. BARANG BERBAHAYA GOLONGAN Ill (IMOICLASS 8 S.D. 9) 

I. Dikenakan Surcharges 20 % dari tarip dasar pengelompokan tarif 
barang-barang tersebut. 

2. Dapat ditimbun di Gudang khusus jika tidak langsung keluar. 

D. BARANG-BARANG YANG AlEMERLUKAN PENANGANAN KHUSUS 

1. Dikenakan Surcharges 20 % dari tarip dasar pengelompokan .tarif 
barang-barang tersebut. 

S I F A T  
Corrosive 

Misselleneous Dangerous 

Corrosive 

Corrosive 

Corrosive 

Corrosive 

Corrosive -_ 
Corrosive 

2. Dapat ditimbun di Gudang 1 Lapangan jika tidak langsung keluar. 

IMO CLASS 
8 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

NO. .. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 . 
7 

8 

NAMA BARANG 

Nitricacid 

Asbestos 

Coustic soda 

Corrosive Liquid 

Hydrofluoric Acid 
- 

Phoapo:>ric Acid 

Zinc Chlorite 

Chromic Acid 

NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

NAMA BARANG 

Barang dari kaca 

Barang ElektroniWlnstrument 

Porselin \ 

Barang Minuman dalam botol dari kacalbotol kosong 

Sepeda Motor 

Tangki-tangki 

Kawat berduri 

Mobil 



E. BARANG MENGGANGGU 

Dikenakan Surcharges 20 O h  dari tarip dasar pengelompokan tarif 
barang - barang tersebut. 

C a b e  
NAMA BARANG 

lkan Asin, Udang Kering dan 

sejenisnya 

Terasi 

Petis 

Minyak Goreng dan Lemak 

Bahan Kimia (tidak berbahaya) 

- Resin (in powder form) 

- Calsium karbonat 

- Aluminium Potash 

- Soda Ash 

- Aluminium Hydroxine 

i 
- Aluminium Bicarbonate 

I 
- Sodium Solfate 

- Sodil~m Trifolyphospate 

- Sodium carboxyl Methyl 

Cellulox (CMC) 

- PVC Compound (In pow-der 

form) 

- Glutamix Acid 

- Activated Carbon 

- Borax 

- Caprolactad 

- Aluminium Bicarbonate 

- Pupuk 

Kulit basah lepas atau dalam 

i katan 

Tulang kering 

'9 
NO 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

- 
18 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

NAMA BARANG 

Garam 

Tepung Tapioka dan Terigu 

Gaplek Curah 

Bahan Makanan Ternak 

- Fooder dalam karung 

- Dedak 

- Bungkil kopra (Kupra che-aps) 

tidak dalam karung 

.4sam Jawa 
.- 

Seiner, dan sejenisnya 

~ e s i u a  

Bubuk gelas 

Barang Galian 

- Tanah liat 

- Cokes 

- Porselin China (Clay) dan 

sejenisnya 

- Pasir Besi 

- Gips in powder form 

- Batu Bara 

Muatan yang dibekukan / 

didingjnkan 

- lkan 

- Udang 

- Daging 

- Kodok 

- dan lain seterusnya 


